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GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 99 TAHUN 2021
TENTANG
TATA NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

. bahwa dalam rangka integrasi dar optimalisasi pengelolaan

naskah dinas dan pelaksanaan naskah dinas elektronik di
lingkungan Pemerintah Provinsi Daereh Khusus Ibukota Jakarta,
Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah
Dinas dan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Peslaksanaan Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Tata Naskah Dinas;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 93 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
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Peraturar. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum
Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturar: Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA NASKAH DINAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi
kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam
media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang
dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang
di lingktungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses
pengambilan putusan dengan berdasarkan tata naskah dinas.

Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang
meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan,
pengelolaan, distribusi dan penyimpanan Naskah Dinas serta
media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang bertuliskan nama
jabatan atau nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat
Daerah yang ditempatkan di bagian paling atas halaman kertas.

Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur adalah Kop Naskah Dinas
dengan menggunakan Lambang Negara untuk menuangkan
Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil
Gubernur.

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat
Daerah yang selanjutnya disebut Kop Naskah Dinas PD/UKPD
adalah Kop Naskah Dinas dengan menggunakan lambang
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang
ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja
pada Perangkat Daerah.

Kop Naskah Dinas PD/UKPD Beralamat adalah Kop Naskah
Dinas untuk menuangkan/membuat Naskah Dinas dalam
bentuk dan susunan surat yang ditandatangani oleh Kepala
Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

Kop Naskah Dinas PD/UKPD Tanpa Alamat adalah Kop Naskah
Dinas untuk menuangkan/membuat Naskah Dinas dalam
bentuk dan susunan surat yang ditandatangani oleh Kepala
Perangkat Daerah Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

Stempel/Cap Dinas adalah tanda identitas yang digunakan
untuk mengesahkan suatu Naskah Dinas setelah ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang.
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Stempel Jabatan Gubernur adalah stempel yang dibubuhkan
pada Naskah Dinas dengan menggunakan lambang negara
yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur.

Papan Nama adalah papan pengenal yang bertuliskan nama
dan alamat Kantor Gubernur, Perangkat Daerah/Unit Kerja
pada Perangkat Daerah.

Sampul Naskah Dinas adalah amplop yang bertuliskan nama
jabatan atau nama Perangkat Daerah/Unit Kerja pada
Perangkat Daerah yang ditempatkan di bagian atas amplop.

Format adalah pengaturan yang menggambarkan tata letak
dan redaksional serta penggunaan lambang, logo, dan stempel
dinas.

Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.

Delegas: adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab
dari pejabat kepada pejabat atau pejabat di bawahnya.

Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh
atasan kepada bawahan untuk melakukan tugas tertentu atas
nama yang memberi mandat.

Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan
tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk
menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan
kewenangan pada jabatannya.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya
disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai
kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik _ndonesia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan
Perangka: Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI
Jakarta.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang
karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah
di Provinsi DKI Jakarta.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi DKI
Jakarta.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembanttu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenar.gan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
UKPD adzlah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah.
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Pasal 2

Sistematika pedoman Tata Naskah Dinas meliputi:

BAB 1 MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
BABII PENYELENGGARAAN

BAB Il BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS ARAHAN

BAB IV BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS
KORESPONDENSI

BABV  BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS KHUSUS
BAB VI BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS LAINNYA

BAB VII PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA,
UNTUK BELIAU, UNTUK PERHATIAN, PELAKSANA
TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

BAB VIII PENULISAN NAMA, PEMARAFAN, PENANDATANGANAN
DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

BAB IX PENOMORAN NASKAH DINAS
BAB X STEMPEL

BAB XI KOP NASKAH DINAS

BAB XII PAPAN NAMA

BAB XIII LOGO

BAB XIV PEMBINAAN

BAB XV PENYIMPANAN NASKAH DINAS

BAB XVI PELAKSANAAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK
Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian ticak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

1.

Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata
Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tehun 2016 Nomor 72072);

Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019
Nomor 52026); dan

Keputusar: Gubernur Nomor 56 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Penyelesaian Perbal Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memesrintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 51033

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Y A YUHANAH
NIP19650824 1994032003



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 99 TAHUN 2021
TENTANG
TATA NASKAH DINAS

TATA NASKAH DINAS
BAB I
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

A. Maksud
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman/petunjuk pelaksanaan
dan teknis pembuatan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta.

B. Tyjuan
Peraturan Gubernur ini mempunyai tujuan untuk mewujudkantertib
administrasi guna mendukung kelancaran komunikasi kedinasan yang efisien
dan efektif dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan

pelayanan publik.

C. Prinsip

Prinsip penyelenggaraan Tata Naskah Dinas terdiri atas:

1. ketelitian, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan
pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan di
dalam pengetikan;

2. kejelasan, diselenggarekan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik
dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat;

3. singkat dan padat, diselenggarakan secara efektif, singkat, padat, dan
lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
sehingga mudah dipahami bagi pihak yang menerima naskah dinas; dan

4. logis dan relevan, diselenggarakan secara runtut.

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penyelenggaraan Tata Naskah Dinas meliputi:
1. Pengelolaan Naskah Dinas masuk;
2. Pengelolaan Naskah Dinas keluar;
3. Pembuatan Naskah Dinas;
4

Kecepatan proses;



4. Kecepatan proses;

5. Penggunaan kertas;

6. Keamanan Naskah Dinas;

7. Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran;
8. Pengiriman Naskah Dinas;

9. Pengelolaan dan Perryimpanan Naskah Dinas Rahasia;

10. Penyusutan Surat;

11. Digitalisasi Arsip; dan

12. Naskah Dinas Elektronik.



BAB II
PENYELENGGARAAN

A. Pengelolaan Naskah Dinas Masuk

1.

PD/UKPD penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima melalui

tahapan:

a. penerimaun, pencatatan, pengarahan, penyarnpiiien kepada pimpinan,
pendisposisian, pendistribusian kepada pimpinan unit pengolah;

b. pimplnan unit pengolah menindaklanjuti sesuai arahan pimpinan;

c. surat masuk dikendalikan dan diberikan informasi retensi arsip oleh unit
ketatausahaan/kesekretariatan; dan

Salinan Naskah Dinas masuk yang mempunyvai tembusan disampaikan

kepada daftar sesuai tembusan;

Alur Naskah Dinas masuk diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat

pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

B. Pengelolaan Naskah Dinas Keluar

1.

Naskah Dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi
nomor, tanggal dan stempel oleh unit ketatausahuaaji/kesekretariatan pada
masing-maslng P’'D/UEPD;

Konsep Naskah Dinas diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai
tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata
usaha dalam rangka pengendalian;

Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib segera dikirim;
dan

Naskah Dinas pertinggal disimpan/diarsipkan pada unit ketatausahaan/

kesekretariatan dan diberikan informasi retensi arsip.

C. Pembuatan Naskah Dinas

1.

Naskah Dinas dalam bentuk susunan produk hukum dan Naskah Dinas
dalam bentuk susunan surat yang bersifat penting diproses dengan perbal
dan dapat dilaksanakan secara elektronik;

Naskah Dinas dibuat dengan mengikuti kaiddah teniiing persuratan;

Naskah Dinas diparaf oleh pejabat yang memilik: kewenangan memberikan
paraf;

Naskah Dinas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dapat

dilaksanakan secara el=ktronik; dan

Naskah Dinas disimpan pada tempat penyimpanan sesuai dengan ketentuan.



D. Kecepatan Proses

1.

Amat segera/kilat, dengan batas waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat)

jam setelah surat diterima.
Segera, dengan batas waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah

surat diterima.
Penting, dengan batas waktu 3 x 24 (tiga kali dua uluh empat) jam setelah

surat diterima.
Biasa, dengan batas waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat

diterima.

E. Penggunaan Kertds

1.

Ukuran kertas yang dlgunakan untuk sural menyiifit adalah A4 (210 x 297
mim).

Penggunaan kertas HVS di atas 80 (delapan puluh) gram atau jems lain,
hanya terbatas untuk jenis Naskah Dinas yang mempunyai nilai keasaman
tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama.

Naskah Dinas berlambang negara berwarna kuning emas atau logo Jaya Raya
berwarna dicetak di atas kertas 80 (delapan puluh) gram.

Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 (delapan puluh)
gram.

Ukuran Kkertas yang digunakan untuk makalah, paper dan laporan adalah A4
(210 x 297 mm).

Ukuran kertas yang digunakan untuk pidato atau sambutan adalah A5 (165
x 215 mm),

Ukuran kertas yang digunakan untuk selain surat menyurat, makalah,
paper, laporan dan pidato/sambutan adalah F4 (210 x 330 mm).

Warna dan kualitas kertas harus berwarna putih dengan kualitas baik.

F. Keamanan Naskah Dinas
Tingkat keamanan Naskah Dinas djelaskan dengan mencantumkan kode pada

sampul Naskah Dinas sebagai berikut:

1.

sangat rahasia dengan kode “SR” dengan menggunakan tinta warna merah,
merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang
tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan

keselamatan negara;

rahasia dengan kode “R’ dengan menggunakar tfinta warna merah,

merupakan siiral yang materi dan sifatnya memiliki {j1igkat keamanan tinggi



yang berdampak kepada kerugian negara dan disintegrasi bangsa,

penting dengan kode “P” dengan menggunakan tinta warna hitam,
merupakan surat yang tingkat keamanan isf surat piili mendapat perhatian
penerima surat;

konfidensial dengan kode “K” dengan menggunakan tinta warna hitam,
merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan
sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan
pembangunan; dan

biasa dengan kode “B" dengan menggunakan tinta warna hitam, merupakan
surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada

yang tidak berhak.

G. Pengetikan Sarana Administrasi dan Komunikasi Perkantoran

1.

Penggunaan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran 12 (dua belas)
untuk Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum.
Penggunaan |enis huruf Arial dengan ukuran 12 |dua belas) untuk Naskah
Dinas dalam bentuk dan susunan surat.
Spasi antar baris 1 {satu) sampai dengan 1,6 (satu koma lima) sesuai
kebutuhan.
Pencantuman halaman:
a. letak: di atas tengan
b. format:

1) lembar pertama tanpa nomor halaman; dan

2) lembar kedua dan seterusnya : 2, 3, dan seterusnya
Penggunaan kata sambung.
Kata sambung dapat digunakan pada penulisan Naskah Dinas. Kata
sambung adalah kata vang digunakan untuk menandakan bahwa teks yang
terdapat pada halaman tersebut masih berlanjut cli halaman berikutnya
dengan ketentuan jika naskah tersebut lebil dari 1 (iat11) halaman. Penulisan
kata sambung diletakkan pada setiap halarian di barts terakhir teks Naskah
Dinas dengan posisi di sudut kanan bawah halaman dehgan urutan kata
sambung dan diserta: dengan tiga buah titik yang mengikutinya. Kata
sambung yang digunalkan berasal dari kata pertama halaman berikutnya.

H. Pengiriman Naskah Dinas

1.

Naskah Dinas yang akan dikirimkan oleh unit pengolah dimasukkan ke

dalam amplop dengan mencantumkan alamat lengkap dan nomor Naskah



L.

Dinas sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan: Sangat Rahasia (SR),
Rahasia (R), Penting (P), Konfidensial (K) dan Biasa (B); dan

2. Khusus untuk Naskal: Dinas dengan tingkat keamanan Sangat Rahasia (SR),
Rahasia (R), Penting (P) dan Konfidensial (K) dimasukkan ke dalam amplog
kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang dituju dan pémbubuhan

stempel dinas.

Pengelolaan dan Penyimpanan Naskah Dinas Rahasii

1. Pemberian kide keamanan pada Naskah Difias de{ii1 kode Sangat Rahasia
(SR}, Rahasia (R), Penting (P), Konfidensial (K) dan Biasa (B).

2. Naskah Dinas dapat dicetak pada media yang menerapkan security printing
yaitu pencetakan dengan pengamanan tingkat tinggi pada Naskah Dinas,
dengan tujuan untuk mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan
terhadap keautentikan dan keterpercayaan Naskah Dinas.

3. Pembuatan, pengawasan dan pencetakan pengamanan Naskah Dinas
dilakukan oleh unit kerja yang secara fungsional mempunyai tugas dan
fungsi berkaitan dengan kearsipan.

4. Penggandaan Naskah Dinas keluar yang kategori klasifikasi keamanannya
Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), Penting (P) dan Konfidensial (K) harus
diawasi secara ketat.

5. Penyimpanan Naskah Dinas dengan kode Sangat Riahasia (SR), Rahasia (R),
Penting (P) dan Korfidensial (K) dilakukan o'l(—!hf tnit ketatausahaan/
kesekretarialnon berkoodinasi dengan unit kerja yang secara fungsional

mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan kearsipan.

Penyusutan Surat
Untuk Naskah Dinas/surat/arsip yang retensinya sudah inaktif sesuai jadwal

retensi arsip maka diadakan penyusutan dengan memindahkan Naskah Dinas
beserta daftar arsip inaktifnya ke record center di unit kesekretariatan pada
Perangkat Daerah (Unit Kearsipan) dengan menyertakan berita acara penyerahan

arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan.

Digitalisasi Arsip
Digitalisasi arsip yang mempunyai nilai guna can mepjbuat berita acara alih
media/digitalisasikan yang disertai dengan daftar  Arsip yang

dialihmediakan/dlgitalisasixan.



L. Naskah Dinas Eloktronik
Mekanisme pelaksanaan Tata Naskah Dinas berbasis elektronik dilakukan

Perangkat Daerah yang menangani urusan Perpustakaan dan Kearsipan
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi,

Informatika dan Statistik.



BAB III
BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS ARAHAN

A. Produk Hukum Daerah
1. Peraturan Daerah
a. Susunan
Susunan Peraturan Daerah terdirl atas:
1) judul terdiri atas:
a) frasa PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA;
b) kata NOMGCR yang diikuti dengan nomor Peraturan Daerah dan
kata TAHUN yang diikuti dengan tahun penetapan;
c) kata TENTANG; dan
d) Nama Peraturan Daerah yang dibuat secara singkat dan
mencerminkan isi Peraturan Daerah serta seluruhnya diketik
dengan hur:f kapital tanpa tanda baca.
2) pembukaan terdiri atas:
a) frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;
b) frasa GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUK(TA JAKARTA,;
¢) korsiderans Menimbang dan Mengingat;
d) frasa Dengan Persetujuan Bersama,;
e) frasa DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;
f) kata dan;
g) frasa GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;
h) kata MEMUTUSKAN;
i) kata Menetapkan; dan
j) nama Peraturan Daerah, sama dengan nama yang tercantum
dalam judul, didahului dengan frasa PERATURAN DAERAH
TENTANG yang seluruhnya diketik dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca titik.

3) batang tubuh
Batang tubuh Peraturan Daerah mernuat scrnua substansi Peraturan

Daerah yang drrumuskan dalam pasal per pasal. Pengelompokan
materi Peraturan Daerah dapat disusun secara sistematis dalam bab,
bagian dan paragraf. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
a) bab dengan pasal tanpa bagian dan paragraf;

b) bab dengan bagian dan pasal tanpa paragraf; atau



6)

7)

¢) bab dengan bagian dan paragraf yang berisl pasal.
penutup, terdiri atas:
a) rumusan perintah pengundangan dan penempatannya dalam
Lembaran Daerah;
b) penandatanganan penetapan Peraturan Daerah yang memuat:
c) tempat dan tanggal penetapan;
d) frasa "GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA”;
e) tanda tangan Gubernur; dan
f) nama lengkep Gubernur yang menandatangani.
pengundangan, terdiri atas:
a) tenipat dan tanggal pengundangan
b) frasa "SEKRETARIS DAERAH PROV|N#1 DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA” diakhiri dengan tanda baca koma (,);
¢) tanda tanganr Sekretaris Daérah;
d) nama lengkap Sekretaris Daerah yang menandatangani tanpa NIP;
dan
e) frasa LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN ... NOMOR ...
penjelasan,terdiri atas:
a) judul penjelasan yang memuat:
(1) kata PENJELASAN;
(2) kata ATAS; dan
(3) judul.
b) isi penjelasar. yang memuat:
(1) penjelasan untum; dan
(2) penjelasan pasal demi pasal.
¢) frasa TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUXKOTA JAKARTA TAHUN ... NOMOR ....
autentifikasi Peraturan Daerah, terdiri atas:
a) Peraturan Da=rah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran
selanjutnya dilakukan autentifikasi;
b) autentifikasi Peraturan Daerah adalah salinan produk hukum
daerah sesuai aslinya;
c) salinan Peraturan Daerah dinyatakan salh apabila ditandatangani
oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI1 Jakarta.
d) isi salinan Peraturan Daerah, terdiri atas:

(1) rasa " Salinan sesuai dengan aslinyi”
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(2) frasa "KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA” diakhiri
dengan tanda baca koma (,);

(3) tanda tangan Kepala Biro Hukum Sehietarial Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

(4) nama lengkap Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menandatangani
dilengkapi dengan NIP; dan

e) dicantumkan frasa "NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI
JAKARTA : (...../...)".
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b. Contoh Format Pengetikan Peraturan Daerah

LAMBANG GARUDA
} 8 spasi
PERATURAN DAERAH PROYINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
] 2 spasi
NOMOR ... TAHUN...
) 2 spasi
TENTANG
) 2 spasi
MM AMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMRM
} 3 spasi

)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KSA
13 spasi

/
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
)3 spasi
)
Menlinbang . a  bahwa mmmmmunmmummm mmomI I I m;
] 2 spasi
b. bahwa mmnmmmmommmmmmommonynm; - dan
seterusnya
1 2 spusi
c. bahwa  berdasarkan  pertimbangen  sebagaimana
dimaksud dalam hwuf a, hurwf b, dan seterusnya
perla  menetapkan Peraturan Daereh tentang mmmm
mmmmm;
) 2 spasi
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor .. Tahun ... terzang  {Lembaran
Negara Republik Indonesia Talmn ... Nemor . Tambahan
Lembarau Negara Republik Indonesia Nemor . ),
} 2 spasi
2 Peraturan Pemerintah Nomer ...
{Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ... Nomor ., Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor .. J;
2 spasi
3 Peraturan Presiden Nomor . Taluain  .tenlang ..,
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tdun ...
Nomor..., Tambahan Lemnbaran Negam Bapublik lndonesia

Tabun ..tentang ...

Nomar...);
) 2 spasi
4, Peraturan Menteri .. Nomor .. Tahun ..centang...;
] 2 spasi
5. Peraturan  Daernh Noswy ... Tajnuy ... fendpng ...

{Lembaran Daerali Provinsi Daerali  Iinns Ihukota
Jakarta Tahun .., Noter .J|
)3.,,‘;:(

Dengan Persetujuan Bersaima
) 2 spasi
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKQTA JAKARTA
) 3 spasi

/
MEMUTUSKAN:
] 3 spasi

PERATURAN DAERAH TENTANG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMEBIMMMMMMMM
MMMMMMMM

) 3 spasi

Menetapkan

/
BAB I
) 2 spasi
MMMMMMMMMMMMMMM
) 2 spasi
Pasal 1
} 2 spasi
MmmmmmImmmMmmm G T LTI T
} 2 spasi
Pasal ...
} 2 spasi
(1) MmmmmmmommoOUTIM MM NI AT UG DU Inm.
} 2 spasi
(2)  Mmmmmmmmmmmounmmmm LRI o
] 3 spasi
!

Lambang
Negara dan
Nama Jabatan
yang telaly
dicetak.
Berulcuran
3,14¢mx 3,14
an

Penomoran
yang berurutan
dalam satu
talun takwin
dan judul
Peraturan yang
ditulis dengan
hurnf kapital,

- -

Memuat alasan
tentang perlu
ditetapkannya
peraturan

Memuat dasar
berditinya
peraturan
daerah

Memuat

kementerian/
lambaga yang
bekerja sama -

Memuat
tentang judul
peraturan yang
ditetapkan

Memuat materi
peraturan,
yang ditulis
dalam bentuk
pasal-pasal
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e—

BAB It
)} 2 apast
MMMMMMMMMMMMMMM
12 spasi
Bagian Kesatu
} 2 spasi
M nrm M m
} 2 spasi
Paragraf 1
} 2 spawi
Mmnm . Mmornmumaumm
}2 spasi

) 2 spasi

Mormmm MmO NN T IR O LR R

Preikeiieelochseeireke Ry
} 2 spasi

a. M nan FXINMYRIX) (T2L

MR I N Y N

mmmum nmmm
} 2 spasi
b.  MmmmmmmmmmmmMOUITHN LM MO I TN 0 AUTm o rom oo

BAB ...
) 2 spasi
MMMMMMMMMMMMMMM

1 2 apasi

Pasal ...

} 2 spasi
(1) MommmmmmomasnaaEn I UG 0 IO o 01 1o en monmaonaoom,
I MIMINNINM NI,
UMM G LTI T G O 1 LS er) | L,
Mmummas mmmmmmmo et hms e i e o issenmmm
13201200 010 HO TN IR L.

) 3 spasi
}

2

BAB ...
1 2 spasi
MMMMMMMMM MMMMNMMM

} 2 spasi

Pasal ...

)2 spasi
M; NI THI TN I TN ST N T AT 1T IR In.
METNEIN AT AT MM T,

} 2 spast

Pasal ...

} 2 spasi
Persturan Daerali ini mulai berlakn pada tanggal dinadanghkau.

} 2 spasi

Age- setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan
Persturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembarai Daerah
Prounsi Daerah Khusus Ibukota Jakarte.

] 4 spasi

Ditetapkan di Jalnsta
pada tanggal xx Mmnunmim xxxx
) 2 spasi
GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKQTA JAILARTA,
)85 -6 spasi
]

stempel jabatan |
| tande tangan
NAMA JELAS

) 2 spaai

Memuat materi
peraturan, yang
ditulis dalam
bentuk pasal-
pasal

Dinndangkan di Jakerta
pada tangeal xx Minmmmm xxx
] 2 apaei
SILKRETARIS DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
15-0 sposl

jtanda tangan
)

NAMA JHLAS
} 3 spasi

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ... NOMOR ...

Tanggal, bulan,
tahun
disesuaikan
dengan waktu
penandatanganan
dan nama jabatan
lengkap yang
diseitai nama
jelas
meuggunakan
huaruf knpital
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} 7 spasi B
PENJELASAN
12 spasi
ATAS
12 spasi
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JARARTA s e .
)2 spasi Ber{sl informasi
NOMOR ... TAHUN ... penjelasan
| 2 spasi peraturan
TENTANG | sebagaimana
12 spasi tercantum
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM ciatas serta
i\‘ll‘ﬂ\iMMMl\rﬂ\{MMMMlﬂMhmiMMMMMMM MMMM ;::i‘ffg‘“k;;kﬁ‘
} 3 spas
1 UMUM
) 2 spasi
MmmmmunmmnmmmmMmma MMM MmO TIMIANLE G i aunmm
TR EO LI M MU TIT M A DU D MU D R AU m
AU ED MM YN MDA O T AR I R G0 m —J
MmO,
| 3 spasi
II. PASAL DEMI PASAL
} 2 spasi
Pasal =
Mmmmmm T M EI A U 0N R IR I
MMM IO T RO T I ML,
) 2 spasi
Pasal 2
Cukup jelas.
} 2 spasi
Pasal3 Memuat
Ayat (1) inateri
M Emm o S M D O I R TR TH I T .| penjelesan
MM, . peraturan..,.
At ) ) 2 spasi dan berisi
A poin-poin
Cakup jelas. pasal demi
pasal
| 2 spasi
Pasald
Ayt (1)
MHucuf a
MmmmmaomminnummmiiB s namiy imimm
MU0 UM,
Huuf b
Cu=up jelas.

2. Peraturan Gubernur

a. Penjelasan

1)

2)
3)

Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan sebagai

pelaksanaan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi dan/atau sebagai sarana untuk menetapkan

kebijakan;
Peraturan Gubernur dapat dilengkapl lamplran; dan

Perattiran Gubernur diundangkan dilam Beiila Daerah,

b. Susunan

Susunan Peraturan Gubernur terdiri atas:

1) judul Peraturan Gubernur terdiri atas:

a) frasa PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
JAKARTA;

IBUKOTA



2)

3)

4)
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b) kata NOMOK yang diikuti dengan nomor Peraturan Gubernur dan
kata TAHUN yang diikuti dengan tahun penetapan;
c¢) kata TENTANG; dan
d) nama Peraturan Gubernur yang dibuat secara singkat dan
mencerminkan isi Peraturan Gubernur serta seluruhnya diketik
dengan huruf kapital tanpa tanda baca.
Pembukaan terdiri atas:
a) frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;
b) frasa GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA diakhiri
dengan tanda baca koma (,);
c¢) konsideran Menimbang dan Mengingat;
d) katan MEMUTUSKAN:;
e) kala Menetapkan:; dan
f) nama Peraturan Gubernur sama dengan nama yang tercantum
dalam judul didahului dengan frasa PERATURAN GUBERNUR
TENTANG yang seluruhnya diketik dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca titik.
Batang Tubuh
Memuat semua substansi Peraturan Gubernur yang dirumuskan
dalam pasal-pasal. Pengelompokan materi Peraturan Gubernur dapat
disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf.
Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut :
a) bab dengan pasal tanpa bagian dan paragraf;
b) bah dengan bagian dan pasal tanpa pardgiil; atau
c) bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal.
Penutup
Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Gubernur yang memuat:
a) rumusan perintah pengundangan Peraturan Gubernur dengan
frasa “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penernpatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta’;
b) penandatanganan penetapan Peraturan Gubernur yang memuat:
(1) tempat dan tanggal penetapan;
(2) frasa "GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA'’;
(3) tanda tangan Gubernur; dan
(4) nama lengkap Gubernur yang menaiidi{tangani.

c) pengundangan terdiri atas:
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(1) tempat dan tanggal pengundangan;

(2) frasa "SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA” diakhiri dengari teficda baca koma (,);

(3) tanda taagan Sekretaris Daerah;

(4) nama lerzgkap Sekretaris Daerah yang menandatangani tanpa
NIP; dan

(5) frasa BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

d) autentifikasi terdiri atas :

(1) Peraturan Gubernur yang telah ditandatangani dan diberi
penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi;

(2) Autentifikasi Peraturan Gubernur adalah salinan Peraturan
Gubernur sesuai aslinya;

(3) Salinan Peraturan Gubernur dinyatakan sah apabila
ditandatengani oleh Kepala Biro Hukuumn Sekretariat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakatla,

(4) Isi salinan Peraturan Gubernur memitjet :

(a) frasa ~ Salinan sesuai dengan aslinya”;

(b) frasa "KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA” diakhiri
dengan tanda baca koma (,);

(c) tanda tangan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

{d) nama lengkap Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang

menardatangani dilengkapi dengiu NIP.
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c. Contoh Format Pengetikan Peraturan Gubernur

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

LAMBANG GARUDA
] 5 spasi
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
] 2 spasi
NOMOR ... TAHUN...
] 2 spasi
TENTANG
] 2 spasi
MMMMMMEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM M
} 3 spasi

J
DIINJAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA IL5A
12 spasi
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
} 3 spasi

a.  bahwa mmmmmmmnemmmmmmmmmuunnnumm;
} 2 spasi
bahwa mmmmmmmmmmmmmmmouucmmnm; den
seterusnya
) 2 spasi
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, den seterusnya
pertu menetapkan  Peratwwran Daeraly tentang
MUMMMOUMOUTTI,
] 3 spasi

1. Undang-Undang mmmmmmmmmmmmiminnm mum;

) 2 spasi
2. Peraturan Pemerintah mmmmmmmmmmmmmmmm,
) 2 spasi
3. Peraturan Presiden mmmmmmmmmmmminmmimimm;
} 2 spasi
4  Peraturan Menteyi mmmmmmmmmmmmnunninnun;
]2 epasi )
5. Peraturan Daerah mmmmmmummmmmmotmun maun;
} 3 spasi
J
MEMUTUSKAN;
} 2 spasi
PERATURAN GUBERNUR TENTANG
MMMMMMMMMMMMMM MMM MM MNMMMMB 0 M.
)3 spasi
BAB I
]2 spasi
KETENTUAN UMUM
] 2 spuasi
Pasal 1
} 2 spasi
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksw:l derjgar:
] 2 spasi
1. Mmmmmmmmmmmmmmms Hririno mag Lm mm.
} 2 spasi
2. Mmmumnmmmmmmm mmmmmekm mo mnaimmm,
) 2 spasi
3. Dan seterusnya
) 3 spasi
BAB Il
)2 spasi
MMMMMMMMMMMMMMM
) 2 spasi
Pasal 2
] 2 spasi
1) Mmmmmommmmomm A T O ILTIN
mm
) 2 apasi
{2)  Mmmmmmmmoomommomnm OO T TG N0
mmmmmmmen
] 2 spasi

Lambang
garuda dan
nama
jabatan yang
telah
dicetak.
berukuran
3,14 ¢cmx
3,14 cm

Penomoran
yang
berurutan
dalam satu
tabun
talovin dan
Jadul
paraturan
yang ditulis
dengan
hund
kapital,

Memuat
alasan
tentang perlu
ditetapkannya
peraturan

Memuat
peraturan
perundang-
undangan
yang menjadi
dasar
ditetapkanya
Peraturan

Memuat
tentang
informasi
judul
peratiran
yang i
buat.

Memuat
materi
peraturan,
yang ditulis
dalam bentuk
pasal-pasal
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BAB ...
} 2 spasi
MMMMMMMMMMMMMMM
} 2 spasi
Pnsal 2

} 2 spasi

{1} MmmmmnRemmOMMOI I ORI M mirm
' } 2 spasi

(2) MmmmmmrmmODIMOONRTN ORI

} 2 spasi

1 2 spasi

KETENTUAN PENUTUP

] 2 spasi

Pasal ...

} 2 apasi
Peraturan Gubernur ini nnilai berlaku pada tanggal diundangkan.

} 2 spasi
Ager setiap orarz mengetahuinya, memerintabkan pengundangar: Peraturan
Gubemur ini demgan penempatennya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Kliisus Ibukota Jekarta,

Memuat materi
peratinan, yang
ditulis dalan
bentuk pasal-
pasal

Memuat
ketentuan untuk
pelaksanaan
implementasi
atas peraturan
yang ditetapkan

} 4 spasi
Ditatapknan di Jakuwse
pada tanggal xx Mcominun xoxx
} 2 apasi
GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAK&RTA,
}5-0 ftitai
{stempel jabutyh |
} tanda tatgan
NAMA JELAS
) 2 spasi
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal xx Mmmmmm oxx
] 2 spasi
SEKRETARIS DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
}5-6 apasi
Jtanda tengan
}
NAMA JELAS
} 3 spasi

BERITA DAERAH PROVINSI GAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN ... NOMOR ...

Tanggal, bulan
dan taliun
disesunikan
dengan walstu
penandatanganan
. nama jabatan
deui nama
lengkap di tulis
dengan huruf
kapital
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3. Peraturan Bersama Kepala Daerah

a. Penjelasan
1) Peraturan Bersema Kepala Daerah adalah peraturan yang ditetapkan

2)

oleh dua atau lebih kepala daerah; dan

di ketik pada kertas tanpa Kop Naskah Dinas.

b. Susunan

Susunan Peraturan Bersama Kepala Daerah terdirl atas :

1)

2)

Judul terdiri atas:

a)

b)
c)
d)

e)

frasa “PERATURAN BERSAMA GUBERNUR ...(Nama Provinsi) DAN
GUBERNUR ... (Nama Provinsi)”;

NOMOR .... TAHUN...;

NOMOR .... TAHUN...;

tulisan "TENTANG”; dan

nama Peraturan Bersama Kepala Daerah yang dibuat secara
singkat dar mencerminkan isi Peraturan Bersama serta

seluruhnya ciketik dengan huruf kapital tanpa tanda baca.

Pembukaan terciri atas:

a)
b)

¢)
d)

frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIA ESA;

GUBERNUR .... (nama provinsgl)] dan (JUBERNUR .... (nama
provinsi);

konsideran "Menimbang” dan "Mengingat”;

tulisan MEMUTUSKAN:;

tulisan Menetapkan: ; dan

nama Peraturan Bersama Kepala Daerah ditulis sama dengan
nama yang tercantum dalam Judul didahului dengan frase
PERATURAN BERSAMA GUBERNUR... (Nama Provinsi) DAN
GUBERNUR... (Nama Provinsi) TENTANG yang seluruhnya diketik

dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Isi terdiri atas:

a)

b)

c)

isi atau batar-g tubuh Peraturan Bersama Kepala Daerah memuat
semua substansi Peraturan Bersama yang dirumuskan dalam
pasal-pasal;
pengelompokan materi Peraturan Bersama Kepala Daerah dapat
disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf; dan
urutan pengeiompokan adalah sebagai bertkut:

(1) bab dengan pasal tanpa bagian dan paragraf;

(2) bab dengan bagian dan pasal tanpa paragraf; atau
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(3) bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal.
4) bagian Akhir terdiri atas :
a) rumusan perintah pengundangan dan penempatannya dalam
Berita Daerah Provinsi ... (Nama Provinsi);
b) penandatanganan penetapan yang memuat:

(1) tempat dan tanggal penetapan;

(2) nama Jabatan para Gubernur (Nama Provinsi);

(3) tanda tangan para Gubernur; dan

(4) nama lenngkap para Gubernur yang menandatangani.

c) pengundangan yang memuat:

(1) tempat dan tanggal pengundangan ((lil_:n‘laat dua kali);

(2) frasa SEKRETARIS DAERAH PROVINSI .. (Nama masing-
masing Provinsi);

(3) tanda tarzgan para Sekretaris Daerah .. (Nama Provinsi);

(4) nama lengkap para Sekretaris Daerah .. (Nama Provinsi); yang
menandatangani tanpa NIP; dan

(5) frasa BERITA DAERAH PROVINSI ... (Nama Provinsi) TAHUN ...
NOMOR ....;

(6) frasa BERITA DAERAH PROVINSI ... (Nama Provinsi) TAHUN ...
NOMOR ....;

d) autentifikasi, terdiri atas :

(1) Peraturar: Bersama Kepala Daerah yang telah ditandatangani
dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi;

(2) Autentifikasi Peraturan Bersarma Kepa lii Daerah adalah salinan
Peraturan Bersama Kepala Dacerah sestial aslinya;

(3) Salinan Peraturan Bersama Kepala Daerah dinyatakan sah
apabila ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(4) Isi salinarz: Peraturan Bersama Kepala Daerah memuat:

(a) frasa ” Salinan sesuai dengan aslinya”;

(b) frasa "KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA” diakhiri
dengarn: tanda baca koma (,);

(c) tanda tangan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

(d) nama lengkap Kepala Biro Hukilpl Sekretariat Daerah

Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta yang
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menandatangani dilengkapi dengan NIP.

c. Contoh Format Pergetikan Peraturan Bersama Kepala Daerah

T Berisi judul
PERATURAN BERSAMA 11 nomor
GUBERNUE PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUK{TA JAKARTA beraturan
DAN ng
GUBERNUR PROVINSI DAERAH TINGKAT XX MMMbMM inenggunnkan
} 2 spast | i kapital
NOMOR ... TAHUN ..
NOMOR ... TAHUN ...
} 2 spasi
TENTANG
} 2 spast Memuat
MMMMBEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MM tentang
) 3 spasi gnformas:
) judul
LCENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA peraturan
) 3 spasi yang di buat,
)
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;
) 3 spasi
Menimbang ! A, bahwa mmmmmmmmmmrmoOmmMTIHINIMTTMmm,;
) 2 spasi Memuat
bahwa mmmmmmmmomnOIENIMIMEMITHNNIBMmm; pertimbangan
dan Se;ezflmﬂyui | | tentang perlu
s .

c. bahwa be‘:“;;sm'kmx pertimbangnn  sebagaimana ;l;t;:::ikamwa
dimaksud dalam lnguf o, huufb, dag seterusnya peraturan
perlu membentizk Peraturan Dewerali tentang
MMM O ONN M AL,

) 3 spasi N
Mengingat ;1. Undang-Undang mmmmninynmounainm|iuiaammm;
} 2 spasi Memuat
2. Peraturan Pemerintah mummoummmming)inihimmm; peraturan
} 2 spasi perundang-
3. Peratwan Presiden mmminhimmans iulimijnitmmn; undang yang
1 2 spasi menjadi dasar
4. Peraturan Menterl maunnunmmmeammmitunmmanm | ditetapkapkanya
} 2 spasi peraturan
5, Peraturan Daerah mmmmmmnmmiommnpiommmimnnm;
) 3 spasi L]
}
MEMUTUSKAN :
} 3 spasi e
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA GUBERNUR DAERAH KHUSUS Memuat tentang
IBUKOTA JAKARTA DAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH L informasi Judul
SETINGKAT MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Peraturan
13 spasi J
}
BAB XX
} 2 spasi R
MMMMMMMMMMMMMMM
} 2 spasi
Pasal XX
) 2 spasi
MnmmmmmmoumommMIETmmn O M AU I TN AU Memuat materi
MMM IMEIUTH AL TR AT peraturan, yang
) 3 spasi | ditulis dalam
bentuk pasa-
(1)  Mmmmmmoemom e UMD U O B mamimm, pasal
) 2 spasi
{2) MmmmmmMOmMmOMIMITTIHTHITE D LU AN O ImITEm
MMMMMOMOUOMOTHTHT T,
BAB XX .
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BAB xx
} 3 spasi
}
MMMMMMMMMMMMMMM
) 2 spasi
Bagian Pertama
} 2 spasi
Mmmnunmmm Mnunmmmmmm
) 3 spasi
!
Pasal XX
} 2 spasi Memuat
Mmisommmnmmornimman MmO O EITIT X LG materi
M. peraturan,
} 2 spasi yeng ditulis
. Mmmmommmoemnoo SO G IR T DI T m dalam bentuk
MOUBIMIN pasal-pasal
} 2 spasi
b, Mmmmmmmoommommm U IR T R m.
minnmnmmm
} 3 spasi
}
BAB XXX
} 2 spasi
MMMMMMMMMMMMMMM
] 2 spasi
Pasal XX
) 2 spasi
MR I T G I ORI IS IR ImI U ima g
momur, -
) 4 spasi
)
)
1. | Tanggel, bulan
Ditetapkan di Jakarta dan tahun
pada tanggal xx Mmmmimn Xxsx disesuaikan
) 2 apasi I dengan waktu
penandatauganan
GUBERNUR PROVINS! GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
TK. XX MMMMMHEM, IBUKQTA JAKAKTA, ™
- Nama jabatan
}5~6 spasi dan nama
Stempel Jabaten) Stempel Jabatan) u g‘::lg;: f ltﬁﬁs
Tanda tangan Tanda tangan Kapital
NAMA JELAS NAMA JELAS —
biundangkan di Jakarta
Pada tanggal xx Mmmmm xxx
Dinndangan di xx
Pada tanggal xx Mounm -~
) 2 spasi
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKKARTR,
) 3-6 apasi

] tanda tangon
}

NAMA JELAS
) 3 apasi

}
SEKRETARIS DAERAH TINGKAT XX....
}5-6 spasi
) tanda tangan
}

NAMA JELAS
}3 spasi

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ... NOMOR .. .

4. Keputusan Gubernur

a. Penjelasan
Keputusan Gubernur adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual,
dan final.

b. Susunan
Susunan Keputusan Gubernur terdiri atas :
1) judul, terdiri atas:

a) frasa KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA
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4

S)
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JAKARTA,
b) kata NOMOR ... TAHUN...;
¢} kata TENTANG; dan
d) nama Keputusan Gubernur yang dibuat secara singkat dan
mencerminkan isi Keputusan Gubernur serta seluruhnya diketik
dengan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda baca.
pembukaan Keputusan Gubernur, terdiri atas:
a) frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;
b} frasa GUBEENUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA diakhiri
dengan tanda baca koma (,);
c) konsideran Menimbang dan Mengingat;
d) kata MEMUTUSKAN:;
e} kata Menetapkan:; dan
f) nama Keputusan Gubernur sama dengal 1iama yang tercantum
dalam judul didahului dengan [rasa KEPUTUSAN GUBERNUR
TENTANG serta seluruhnya diketik dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca titik (.).
isi Keputusan Gubernur dirumuskan dalam diktum KESATU, KEDUA
dan seterusnya.
penutup, terdiri atas:
a) penandatanganan Keputusan Gubernur yang memuat:
(1) tempat dzn tanggal penetapan;
(2) nama Jakatan Gubernur diakhiri dengan tanda koma (,);
(3) tanda tangan Gubernur; dan
(4) nama lengkap Gubernur yang menandatangani.
b) tembusan.
lampiran Keputusan Gubernur, yang memuit!
a) frasa LAMPIRAN;
b) kata KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,;
¢} penulisan NOMOR ....TAHUN ....;
d) penulisan TENTANG dilanjutkan dengan nama Keputusan
Gubernur sama dengan yang tercantum dalam judul;
e} judul Lampiran;
f) isi Lampiran; dan
g) penandatanganan Lampiran yang memuat rnama jabatan Gubernur

diakhiri dengan tanda koma (,), tanda tangan Gubernur dan nama
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lengkap Gubernur.

6) petikan Keputusan, terdiri atas :

a) petikan merupakan pengambilan sebagian dari diktum keputusan
yang diperlukan saja (yang berguna bagi penerima keputusan yang
bersangkutan);

b) petikan keputusan, terdiri atas:

(1) kepala petikan keputusan ditulis lengkap sebagaimana
keputusan;

(2) kata Menimbang dan Mengingat, serta sejenisnya ditulis dan
seterusnya disingkat dst.;

(3) diktum dipetik hanya yang berkaitan langsung dengan
penerima petikan keputusan;

(4) klausul adaptasi ditulis lengkap;

(5) bagian akhir petikan keputusan ditulis lengkap, dengan
catatan, tanda tangan pejabat diganti dengan ttd.
(tertandazangani oleh); dan

(6) pada bagian bawah petikan memuat nama jabatan, tanda
tangan, dan nama lengkap pejabat yang menandatangani, serta

dibubuhi stempel instansi.



24

c. Contoh Format Pengetikan Keputusan Guberimur

LAMBANG GARUDA
} 5 spasi

)
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
) 2 spasi

NOMOR ... TAHUN ...

} 2 spasi

TENTANG

] 2 spasi.

MMMMM2IMMMMMMMMMMMM MM MMMMMMMMMMMM
) 3 spasi

)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
) 3 spasi

)
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
" ) 3spasi
}
a.  bahwa mmmmmmmnomommmiimamen o | ol i irim;
} 2 spasi
b bahwa mmmmmmmnmMMro it hiomm mai infi i oun;
} 2 apasi
¢ dan seterusnys;
) 3 spasi

Menimbang

J .
Undang-Undang mmmmmmmmmmmmnum i ininamg,;
) 2 spasi
2. Mmmmmm mmounmmmm Mo eI nin;
) 2 spasi
3. dan seterusnya;
) 3 spasi

Mangingat S

]
MEMUTUSKAN:
} 3 spasi

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.
) 2 spasi
© Mmmmmmmommommmmmumm mmmmnmoamoin
]2 spasi

Menetapkan

KESATU

KEDUA
)2 spasi
Keputusan ini mulai betrlaku pada tanggal ditetzplkan.
4 spasi
)

KETIGA

Ditetapkan di Jalaouta
pada tanggal xox Mmawmunm xomx
) 2 spast

GUBERNUR DAERAE KHLISUS
IBUKOTA JAKARTA
15 d apani

atempn] jabatan )
} tanda tangan
NAMA JELAS
} 2 spasi

Tembusen:

1 Mmmmmmmmmm
2. Mmmmmmmimmm
3. Dan seterusnya.

Berisi judul
nomor peraturan
yang
menggunakan
huruf kapital

Memuat
pertimbangan
tentang perlu
ditetapkannya
peratuian

Memuat
peraturon
perundang-
undang yang
menjaci dasar
ditetapkapkanya
peraturan

Memuat
substansi
tentang
kebijakan yang
ditetapkean

Tanggal, bulan
dan talmn
disesuaikan
dengan walktu
penandatanganan

Nama jabaten
dan nama
lengkap di tulis
dengan nuuf

kapital J



25

d. Contoh Format Pengetikan Petikan Keputusan Gubernur

LAMBANG GARUDA
} 9 spasi
PETIKAN
} 2 spasi
KEPUTJSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
} 2 spasi
NOMOR ... TAHUN ...
} 2 spasi
TENTANG
) 2 apasi
MMMMMMMMIMMMMMMMMMMMM MM MMMMMMMMM
}3 spasi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
} 3 spasi
GUBERNUE DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
) 3 spasi
Menimbang ;& dst;
) 2 spasi
L dst;
} 3 spasi
Mengingat ¢ 1 dst.; )
} 2 spasi
2, dst.;
} 3 spasi
}
MEMUTUSKAN
} 3 spasi
Menetapkan
) 2 spasi
KESATU : MmmmmmmmmnmEIui e I IR mon
} 2 spasi
KEDUA « Mummmmmmmm mm M EIRITILTIN MR 1
) 2 spasi
KETIGA Keoutusan ini mulai berlaku pada tanggnl ditetapknn
4 spasi
)
!
Ditetapkan dl Jakarte
pada tanggal xx Moumin xxx x
} 2 spasi
GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
}5-6spasi
stempel jabatan }
) tanda tangan
NAMA JELAS
] 2 spasi
PETIKAN : Kegrutusan ini diberikan kepada yang berkepentingan uuituk
dilestahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
} 2 spasi
Untuk PETIKAN yang sah sesuai
Dengnn aslinya,
) 2 spast
KEPALA PERANGKAT
DAERAH,
15 - 6 spasi
)Stempel instansi
Itanda tangan
NAMA JELAS
NiP...
} 2 spasi
Kepruda!

Yang betsanglkutan

Lambanyg
Garicla, nomor,
clan judul
cisesuaika serta
mengguniakan
huruf kapital

Memuat
pertimbangan
daii dasar
terbentukya
keputusan

Memuat
substansi
penetapan
kreputusan

PR ——

l.okasi, tanggal,
hulan, tahun
disesuaikan
dengan waktu
penandatangana
n dan nama
jabatan lengkap
yang disertai
nama jelas
menggunakan
huruf kapital

Penandatanganan
dan nama jabatan
lengkap yang
disertai nama
jelas
menggunakan
Trut kapital
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Keputusan Kepala PD/UKPD

a. Penjelasan

1)

3)
4]

PD/UKPD terdiri atas Sekretariat Daerah, Kota
Administrasi/Kebupaten Administrasi, Badan, Dinas Biro, Suku
Dinas, Suku Badan dan UPT.

Keputusan Kepzla PD/UKPD merupakan Naskah Dinas yang bersifat
penetapan guna memberikan dasar hukum dan/atau kepastian
hukum atas seseorang/sesuatu sesuai petunyjuk peraturan perundang-
undangan diatasnya.

Keputusan bersifat konkret, individual dan final.

Keputusan dapat dibuat petikan.

b. Susunan
Susunan Keputusar: Kepala PD/UKPD terdiri atas :

1) judul, terdiri atas:

2)

3)

a) frasa KEPALA (nama PD/UKPD);
b) kata NOMOR ... TAHUN.. ;
c¢) kata TENTANG;
d) nama Keputusan,;
pembukaan, terciri atas:
a) frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;
b) frasa KEPALA (nama PD/UKPD)
¢) Kornsideran Menimbang dan Mengingat;
d) kata MEMUTUSKAN;:;
e) kata Menetapkan; dan
f) nama Keputusan sama dengan nama yang tercantum dalam judul
didahului dergan frasa KEPUTUSAN KZPALA (NAMA PD/UKPD)
TENTANG serta seluruhnya diketik dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca titik (.).
isi keputusan dirumuskan dalam diktuin KESATU, KEDUA dan
seterusnya.
penutup, terdiri atas:
a) penandatanganan keputusan yang memuad:
(1) tempat dan tanggal penetapan;
(2) nama jabatan;
(3) tanda tangan; dan
(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar dan

pangkat.
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b) tembusan.

Contoh Format Pengetikan Keputusan PD/UKPD

KOP NASKAH DINAS
} 5 spasi

i
KEPUTUSAN KEFALA PD/UKPD
PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

} 2 spasi
NOMOR ... TAHUN...
} 2 spasi
TENTANG
} 2 spasi
MMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMM
} 3 spasi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

] 3 spasl

KEPALA PD/UKPD

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

} 3 spasi
Menimbang a.  bahwa mmmmmmImmMUITIRIG OO R,
} 2 spasi
bahwa mmmmMMMMMMINMMIIIBOUTTD TEHEDY
} 2 spasi
c. dan geterusnya,
] 3 spasi
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun . tentang
}2 spasi
2 Peraturan Pemerintah Nomoy ... Tahun ...tentang
} 2 spasi
3 dan seterusnya;
] 3 spasi
)
MEMUTUSKAN:
} 3 spast
Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA PD/UKPD TENTANG MMM
HMMMMMM MMMMMMMMMMMMM.
) 2 spasi
KESATU ¢ Mmmmmmmommmmim s mnmm g n mn s s,
) 2 spasi
KEDUA M mmmmoumm masms n MO U R R I I T,
} 2 spasi
KETIGA . Mmmmmmmmomy T Umn I e anenmm,
} 4 spasi
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal xx Mimmmum kX
) 2 spasi
KEPALA PD/UKPD
PROVINSI DAERAH KHUSUS THUKOTA
JAKARTA
] 5 - 6 spasi
stempel jabatau )
). tandea tangun
NAMA JELAS
} 2 spasi
Tembusay;

1. Mmmmmmmimm
2. Dan seterusnya

Berisi judul,
nomot peraturan
yang
menggunakan
huruf kapital
serta nama
jabatan pembuat
keputusan

Memuat
pertimbangan
tenntang
Kebijakan yang
ditetapkan

Memuat nlasan
tontang perlu
ditetapkannya
peraturan

Memuat
Peraturan
Perundang-
undang yang
menjadi dasar
ditetapkapkanya
Peraturan

Me muat isi
materi
keputusan

Tanggal , bulan,
tahun
disesuaikan
dengan waktu
penandatanganan
dan nama jabatan
lengkap vang
disertai nama
jelas
imenggunakan
huruf besar
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KOP NASKAH DINAS

} 8 spasi
PETIKAN
) 2 spasi
KEPUTUSAN KEPALA PD/UKPD
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
} 2 spasi
MOMOR ... TAHUN ...
) 2 spasi
TENTANG
) 2 spasi
MMMMMM#MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMM
) 3 spasi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
} 3 spasi
KEPALA PD/UKFD
PROVIFSI DAERAH KHUSUS IBUKDTA JAKARTA,
) 3 spasi
Menimbang : a  dst;
} 2 spasi
b, dst;
} 3 spasi
Mengingat t 1, dst;
) 2 spast
2. dst,;
} 3 spasi
MEMUTUSKAN:
} 3 spasi
Menetapkan
)2 spasi
KESATU ¢ Mmmmmmm IR MmN OO i oy,
12 spasi
KEDUA MmmmommmNmimm R o) BLEsmn e .,
) 2 spasi
KETIGA * Keputusan iu mulai berlaku pada tnanggal it tajlinn.
) 4 spasi
Ditetapkan di Jadarta
pada taniggal xx Mo xxxx
) 2 spasi
NAMA JABATAN
{stempel jabatan )
} tenda tangan
NAMA JELAS
} 2 spasi
PETIKAN : Keputusan ini dibetikan kepada yang berkepentingan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
) 2 spasi

Untuk PETIKAN yang sah sesumi
Dengan aslinya,

) 2 spast

KEPALA PD/UKPD
}5- 6 apasi

stempel jabatan )
tanda tarygan

NAMA JELAS
) 2 spasi

Kepada:
Yang bersangkutan

d. Contoh Format Pengetikan Petikan Keputusan Kepala PD/UKPD

Berisi kop, judul,
nomor
fkeputusan yang
e nggunakan
huruf kapital
serta jabatan
lJembuat
ceputusan denga
hurf kapital

Memuat
dasar/pertimban.
gan
ditetapkapkanya
laputusan

Memuat
peraturan
perundang-
undang yang
menjadi dasar
ditetapkapkanya
keputusan

Memuat
substansi tentang
instrulesi yang
itetaplcan

Tanggal, bulan,
tahun
cisesunaikan
dengan waktu
penandatanganan
dan nama jabatan
lengkap yang
disertai nama
jelas
menggunakan
huruf besar

Memuat kalimat
penegasan tujuan
pembuatan
keputusan

Nama jabatan
cdan nana jelas
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B. Instruksi

1.

Penjelasan
Instruksi merupakan Naskah Dinas yang memuat perintah dan/atau

petunjuk yang bersifat teknis, jelas dan terperinci sebagai pelaksanaan dari

suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Susunan

Susunan instruksi terdiri atas :

a.

kepala, terdiri atas:

1) kata INSTRUKSI ... (nama jabatan yang mengeluarkan);
2) kata NOMOR... TAHUN...;

3) kata TENTANG; dan

4) nama Instruksi.

pembukaan, terdiri atas:

1) tulisan nama jabatan yang mengeluarkan Instruksi;

2) substansi mater: Instruksi;

3) kata Kepada; dan

4) kata Untuk.

isi, dirumuskan dalem diktum KESATU, KEDUA, dan seterusnya.

d. Bagian akhir, terdiri atas :

1) tempat dan tanggal ditetapkannya instruksi;

2) nama jabatan yang mengeluarkan instruksi;

3) tanda tangan pe:abat yang menandatanganl instruksi;
4) nama jelas dan dilengkapi NIP bagi PNS;

5) stempel jabatan, iastansi; dan

6) tembusan sesuai kebutuhan.

Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan, dengan

ketentuan:

a.

Instruksi Gubernur yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat di atas
kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur;

instruksi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas wewenang
jabatannya, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur dibuat di atas kertas
Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi tanpa alamat; dan

instruksi yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD dibuat diatas kerta
Kop Naskah Dinas PD/UKPD tanpa alamat.

instruksi yang ditancatangani oleh kepala PD/UKPD dibuat diatas kertas
Kop Naskah Dinas PD/UKPD tanpa alamat.



30

Contoh Format Pengetikan Instruksi Gubernur

KOP JABATAN GUBERNUR
1§ spast
INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUGUS
IBUKOTA JAKARTA
} 2 spasi
NOMOR ... TAHUN ...
} 2 spasi
TENTANG

) 2 spasi
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

)3 spasi
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
} 3 spasi
Mmmmmmmmmm MmN NI M MM M I M Inm
MMMMIN AN MO TN M D IO T N M I TN NI AT
mmmmmmmmmmmmm, dengan ini menginstruksikan:
) 2 spasi

¢ 1. Mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmaummimnmm;
2 Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmoan mmm
3 Mmmmmmmmminmmmnmmnmmmommmmmm
4. Mmmmmmammmm oo MmN mmn minm
5 dan seterusnya '

Kepada

} 2 spasi
Untuk

) 2 spasi
: Mommmmmmmmm MO I U GIUT TR TN
MmnmmmmmmmmmaumI TG AT,

KESATU

12 spasi

Mmmnummmnmmnmnmnmmﬂmuulqmmm mainthi
MmmmmmmmoMmBm o mminm ) id .

KEDUA

12 spasi

M MmN O NN DRI N i
anmumnmmmmmmnmmnmnmummmun .
) 3 spasi

KETIGA

l
Instruksi Gubernur ini nwilai berlaku pada tanggal ditetapkan.
3 spasi
l

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal xx Minmmmm
KKK

2 spasi

Gubernur Daerah Kkusus
Ibukota Jakarta,

5- 6 spasi

(stempel jabatan }
) tanda tangan

NAMA JELAS
)2 spasi
Tembusgain:

1. Mmmmmminmm
2. Dan seterushya

Kop
menggunakan
jabatan

gube rnur,
nomor,
telitang serta
jabatan,
pemlnatan
instirniksi .
saluruhnya
menggunakan
huruf kapitat

Barisi kalimat
tujuan dari
penerbitat
instruksi

Berisi
informasi
yang dituju
dalam
Instruksi

Memuat
substansi
tentang
instruksd
yang

dite tapkan

Tanggal ,
bulan, tahun
disesuaikan
dengan waktu
penandatangan
an dan nama
jabatan
lengkep yang
disertai nama
jelas
menggunakan
Truf kapital
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Contoh Format Pengetikan Instruksi Kepala PD/UKPD

KOP DINAS
(TANFA ALANAT)
} 5 spasi

}
IFSTRUKSI KEPALA PD/UKPD
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
) 2 spasi
NOMOR ... TAHUN ...
) 2 spasi
TENTANG
) 2 spasi
MMMMMMM MMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
) 3 spasi

]
KEPALA PD/UKPD
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
) 3 spasi

Miim uma i m o MmO R UM AT O AT T I T D M I
nmnimmmiinnuumomnamninMmmnmmmmnnmmmouuoaummounrim, det gan

Ini menginstruksikan:
) 2 spasi

M mm N mmmMInm mImm I M MILTHT T,
Mmmmmmom I mInmm um M oM I Ounnin

MIOmInNmM oMM UMD IR O MM

MmmnmmmInm MO MmO N e nn:

5. dan seterusnya

) 2 apasi

Kepada

PON

Untuk
) 2 spasi

: Mmmmmmmmmamnmmmnm M m i iR
Mimnrmm oI AT S I M M.

KESATU

) 2 spasi

: Momunmominmmmmm M oy i aimm o it
Mmmmm manm mmamn R n maMn i aunm.

KEDUA

] 2 spasi

: Mmosnmnmmminmm rmmm MM mmm AL M Imae i
Mmenmomunmm nmmmIm ADmmm () DM,
} 3 spasi

KETIGA

Instruksi Kepinla PI}/UKPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplan.
] 3 spasi
J
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal xx MmneEntitm xxXx

) 2 spast

Kepala PD/UEPD
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jake-ta
)5 - 6spasi

{stempel instansi
Nama Jelas
NIP....

Tembusan:
1.  Mmmmommimm
2.  Mmmmmmmmmoun
3. Dan seterusnya

|

Menggunakan
kop tanpa
alamat, judnl
instrulest
menggunalcan
hwuf kapital,
nomor serta
nama jabatan
pembuat
keputusan
disesuaikan dan
menggunakan
Iruf kapital

Berisi kalimat
tujuan dari
penarbitan
instruksi

Bedsi Informasi
ditujukan
dalam instniiksi
kepada
pimpinan
Perangkat
Daerah

Memuat
substansi
tenttang
keputuzan
yang

dite tapkan

Tanggal ,
bulan, tahun
disesuaikan
dengan waktu
penandatanga
nan dan nama
jabatan
lengkap yang
disertai nama
jelas
mengpunakan
huruf kapital




32

C. Surat Edaran

1.

Penjelasan

Surat cdaran adalah MNaskah Dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan

dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting

dan mendesak.

Susunan

Susunan surat edaran terdiri atas

a. kepala, terdiri atas:

1) tanggal, bulan dan tahun;
2) kata Kepada;

3) kata Yth.;

4) pejabat/alamat yang dituju;
5) frasa SURAT EDARAN;

) kata NOMOR;

7) kata TENTANG:; dan
8) Judul Surat Edaran.

b. isi, dirumuskan dalam bentuk uraian.

c. bagian akhir surat, terdiri atas:

1) nama jabatan;

2) tanda tangan peiabat;

3) nama jelas (bagi PNS dilengkapi NIP); dan
4) tembusan.

Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a. surat edaran yang citandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur
atas nama Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan
Gubernur;

b. surat edaran yang ditandatangani oleh Sekrela)is Daerah atas nama
Gubernur menggunakan Kop Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa
alamat;

c. surat edaran yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang
jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang
bersangkutan dengan alamat; dan

d. surat edaran yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD ditujukan

kepada internal jajarannya.
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Contoh Format Penget:kan Surat Edaran Gubernur

Mmmmmmmmminman mmm me MmO D O mm
monmmmnmmmmmmmmnosnm, dengan ind sampaikan hal sebagai berikut :
3 spasi
Mmmmmmmmmmmommmmmmm o nmmm M IR RN M
MMM M D  E AT T T D DU M ST M,
} 3 spasi
Mmimmmmmmmmmamm M N AN M I AN Y MBI
MMmMOOMMMTID N M MOE O I MO M.,
) 3 spasi
Mmmmmmmmmmmommmmmnmmommmmm IO Im I Ommmmamm
ITHILUN MM 0 MO X R G IO LR T AL,
) 3 spasi
Edaran ini untuk mejadi perhiadian dan agar dilaksanakan dengan  sebaik-baiknya dan

penuh tanggung jawab
} 34 spasi
}

Gubernur Daerah Khusus
Ibulota Jaknrta,

)3 - 6 spaasi

stempel Instansi )
) tanida tangnn
Nama .Jelas

‘Tebnisan;

1. Mmmuouynmummm

2. Mminmmm:nmmminm
3.Dan seterusnya

—
Menggunakan

kop jabatan
Gubernur

Tanggal, bulan
dan tahun
disesunikan
dengnn
peherbitan surat
edaran dan
identitas pada
yth. berisi nama
jabatan

XOP JABATAN GUBERNUR
) § spasi
. tt Bbblibbh trt)
) 2 spasi
Kepada
Yth,  Mmminm oy miun
Mmminmiwigim
di
Jakaria
)3- 4 spasi
!
SURAT EDARAN
} 2 apusi
NOMOR .../SE/ttt
2 spasi
TENTANG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
) 2 spasi

Jenis dan judul
menggunakan
hunaf kapital dan
penamoeran surat
edaran
disesuaikan

Memuat
substansi dani
surat edaran den
pacla penutup
surat edara berisi
instruksi
pelaksanaan
implentasi dari
surat edaran

Tanggal , bulan,
talmn
disesuaikar
dengan waktu
penandatanganan
dan nama jabatan
lengkap yang
disertai naina
jelns
menggunakan
huruf besar
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5. Contoh IFormat Pengetiikkan Surat Edaran Kepala PD/UKPD
Menggunakan
P r DKI Jakart \
Kop exf,ﬂ:ﬁ‘nmmw ann kop naskah dinas
} 2 spasi tanpa alamat
. tt Bbbbbbb tttt
2 spusi Tanggal, bulan
) dan tahun
Kepada disesuaikan
ep dengan penerbitan
Yth., Mmmmmmmommm
surat edaran dan
Mmummmmmasn identitas berisi
i nama jabatan dan
Jakarts, identitas yth.
}3- 4 spaal Kepala PD
}
SURAT EDARAN
) 2 apasi
NOMOR .../SE/ tttt Penulisan jenis
) 2 spasi surat, nomor
TENTANC surat serta judul
TANG e nggna kan
MMM MMMMMMMMMEMMMMMMMMMMMMMMMMMM I altal
)3 .rm el
Mmnnmmm i mm mm nnm MmO DO T DT AT T 1 N
mmintnnmmmmmmptnmrmnm, dengan ini sampaikan hal sebagai berikut :
} 3 spasi
MmmmmmommmmmnmmIETHH T IO O T DT LTI Memuat
MO N O T T T T N M MM T, N
) 3 spasi substansi dari
surat edaran dan
Mmmmm o M R TN O G T N T T O MG i e pada penutup )
MDA O I GM OE MM I O IUTI RO, surat edara berisi
) 3 apasi instruksi
MmmmmmmmmmImUn NN TN TR M AT S ML pelaksanean
I I T N O LTI T TN MR T, implentasi dari
} 3 spasi surat edaran
Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baikaya dan
peniuh tanggung jawab.
)3 - 4 spasc
)
Kepala PD/UKPD
Provinsi Dnerah Khus:ts ;ﬁtﬁaj’ bulan,
Ibulcota Jekarta, disesuail
)5 _ 6 spasi dengan walctu
penandatanganan
dan nama jabatan
stemipel instansi ) lengkap yang
) tanda tangas .di.sertm neuna
Natua Jelas jelns
} 2 spasi maenggunalan
huruf leapital
Tembusan:
LMnumimnumummm
2. Mmnuninmmim thmms
3.Dan seterusnya
D. Seruan
1. Penjelasan

Seruan adalah Naskah Dinas memuat pemberitahuan yang bersifat imbauan
persuasif yang ditujukan kepada masyarakat unutm untuk melakukan atau

tidak melakukan sesuat.a kegiatan/perbuatan.
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2.  Susunan
Susunan seruan terdir: atas :
a. kepala, terdiri atas:
1) kata SERUAN, diikuti nama jabatan yang nicrigeluarkan seruan;
2) kata NOMOR.., TAHUN...;
3) kata TENTANG; dan
4) judul Seruan.

b. batang tubuh:
Batang tubuh seruan memuat uraian tentang dasar, maksud dan tujuan,
serta hal lain yang diimbaukan kepada masyarakat agar masyarakat
dengan sukarela melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan
dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Naskah dinas Seruan dapat menggunakan salam pembukaan dan salam
penutup.

c. Bagian akhir, terdiri atas:
1) tempat, tanggal, bulan dan tahun dikeluarkarinya seruan;
2) .nama jabatan yang mengeluarkan seruan;
3) tanda tangan;
4) nama jelas; dan
5) tembusan.

3. Seruan Gubernur yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat di atas kertas

Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur.
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Contoh Format Pengetikan Seruan Gubernur

KOP JAB4ATAN GUBERNUR
} 3 spasi
SERUAN GUBEENUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
) 2 spasi
NOMOR ... TAHUN ...
} 2 spasi
TENTANG
} 3 spasi
/

MMMMMMMMMMM MMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MmEmmommmamm D T DN A I ITR O T I [ B mmjinan
MMM TN R L I maun mnmnunounmmm. Mimmnunm  ouainmmm s (o)
NI MM 0 DL mminm

} 3 spasi

MmmmmniTinm I i T M G M A NIRRT I U T AT T T
AMMIMIMMMOUTINIn I inmmaunmEmunmnaommnmmon . Mounmmm mmm nmmmoauningunm
IMMIMUINITNMDMUINNOID M mMmmainmnunm.

} 3 spasi

Mmnmmmmmmmon g u MmN IITE O NI ORI MO NI I Nm R
MM T N N MO T MR R O U I DR G T T TSI R TR A Im m
probestusterrestenestestertesbyeteciansestantovtvobenbusenstantesd

} 4 spasi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal xx Mosmmmin
XEXX
) 2 spasi
Gubetnur Daerah Kimisus
Ibukota Jakaita
} 5 -6 apasi

{stempel jabatan )
1 tanda tanguan
NAMA JELAS

E. Surat Perintah

1.

Penjelasan

Surat Perintah adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan kepada

Menggunakan
kop jabatan

gubsrnur

Penomoran
yang berurutan
dalaum satu
tahun takwin,
penulisan jenis
seruan, dan
judul seruan
me

huraf kapital

Memuat maleri
atas seruan dan
penulisan isi
substansi
seruan
nemperhatikan
atuion eyd

Lokasi dan
tanggal
penandatanganan
disesuaikan pada
saat dilakukan
Penandatangan
serta
menggunakan
Nama Jelas

bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

Susunan
Susunan Surat Perintah terdiri atas :
a. kepala, terdiri atas :
1) frasa SURAT PERINTAH,;
2) kata NOMOR ... ...
3) kata TENTANG; dan
4) nama/judul perintah.
b. isi, terdiri atas:
1) pertimbangan dikeluarkannya surat perintah;
2) kata MEMERINTAHKAN:;
3) kata Kepada;
4) nama pejabat dan jabatan yang diberi tugas;

5) jenis/tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan;
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6) waktu pelaksanaan tugas;

7) pembiayaan dar: lain sebagainya; dan

8) ke.tentuan‘ lain yang dianggap perlu misalnya pembebanan anggaran,
ketentnan waktu pelaksanaan, dan kewajiban melapor bagi penerima
tugas.

c. bagian akhir, terdiri atas:

1) tempat, tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya surat perintah;
2) tanda tangan pejabat;
3) nama jelas pejabat bagi PNS dilengkapi NIP; dan
4) tembusan.
3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a. surat perintah yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur
dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur;

b. surat perintah yang ditandatangani oleh Sekriftaris Daerah dan Kepala
PD/pejabat lainnya atas nama Gubernur dibuar di atas kertas Kop Naskah
Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa alamat; dan

c. surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang
jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang

bersangkutan tanpa alamat.
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Contoh Format Pengetixan Surat Perintah Guberrzur

KOP JABATAN GUBERNUR
13 spasi

SJRAT PERINTAH
) 2 spasi
NOMOR .../...
} 2 spasi
TENTANG

} 2 spasi
MMMMMMMMMMMMMMMM
} 3 spasi

Mmmmmmmn eI I O NN LRI S,
Mmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmomomnn dengai in

] 3 spasi
MEMERINTAHKAN:

} 2 spasi

Kepada :

nama Mmmenmmmmmmmmmmmmmng,
} 2 spasi

NIP FOTOE KK XKKKKIK
) 2 spasi

jabatan MmpmmmmmmmmmmmmmmInmmnoum
} 2 spasi

untuk
} 2 spasi

1. Mmmummmm o R AN DAL R N N
I MMM MRS MO,
} 2 spasi
2. MmmmmmmmomEmm oMM n MR AT M AIREIR m

Petintah Inf dibuat untuk dilaksanakan dengan sobaik-baik tya rlan
penuh tanggung jansb,
14 spasi

Dikeluarkan di Jakaiia
pada tanggal xx Mmmm xxxx
12 spasi

Gubernur Daerah Kirasus
Ibukota Jakarta,
15 - 6 spasi
stempel instansi )
) tanda targan

Nama Jelas
)2 spasi

Tembusan:

1. Mmmmmmmmmm

2, Mmnmmmmmmmmm
3. dan seterusnya

Menggunakan
kop jabatan
gubermur dan
PenoImor
disesuaikan
benuutan dalam
satu tahun
talcwin,
pengetikan jucul
nnskah dinas
manggunakan
husuf kapital

Berisi identitas
penerima perintaly

Memuat isi perintah

Lokasi dan
penanggalan

dise suaikan dengan
waktu
penandatanganain
serta pembubuhan
tanda tangan
disertai nama jelas
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Contoh Format Pengetikan Surat Perintah Kepala PD/UKPD

Menggunakan kop
KOP NASKAH DINAS ] naskah dinas
(PANEA ALAKAT) tanpa alamat
} 3 spasi
SURAT PERINTAH
} 2 epasi
NOMOR .../...
) 2 spasi Identitas jenis
TENTANG surat, 110101,
12 spasi tentang surat
MMMAMMMMMMMMMMMM menggunakan
}3 spasi Laruf kapital

Mmmmmmmmommmmummmmmmnmammnmmnmbimm
Mmmminmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmin dengan ind

] 3 spast
MEMERINTAHKAN:
} 2 spasi
Kepada .
12 spasi
nama . Mmmmmmmmmommminmommmm
} 2 spasi
NIP XX KIOTIOKKK
12 epasi
jabatan . MMM T M U T T
12 spasi
untuk
} 2 spasi

1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmommmnm IR GO AR
MMTUTUTIT MER UMM NI,
} 2 spasi
2. Mmmmmmmmomn T GG MMM MO IALT
Bestaateshisiaatestecticioabir sisssniobeatsaneisostistila s
} 3 epasi

Perintahy i dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan
penuh tanggung jawab.,
)4 spasi
}

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal xx Mmmnmummm xxxx
) 2 spast

Kepala PD/UKPD
Provinsi Daerah Khusus
Thukota Jakarta,

}5-6 spasi

stempel instansi )
] tanda tangan

Nama Jelas
NIP ..

} 2 spasi

Tenibusan:

1. Mmmmmmmmmm

2, Mmmmmmmmmmmm
3.  danseterusnya

Berisi identitas
penerima perintah

Memuat isi perintah

Lokasi dan
penanggalan
disesuaikan dengan
waktu
penandatanganan
serta pesnbubuhan
tanda tangan
disertai nama jelas
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F. Surat Tugas

1.

Penjelasan
Surat tugas merupakan Naskah Dinas yang mernuat kehendak Kepala

PD/UKPD yang ditujukan kepada bawahan dui dtau pejabat/pegawai

instansi lain untuk melaksanakan tugas tertentu.

Susunan

Susunan surat tugas terdiri atas :

a. kepala, terdiri atas:

1)
2)
3)
4)

frasa SURAT TUGAS;
kata NOMOR .../...;
kata TENTANG: dan

nama/judul surat tugas.

b. batang tubuh, terdir atas:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

pertimbangan dikeluarkannya surat tugas;

kata MENUGASEAN:;

kata kepada:;

nama pejabat/pegawai yang ditugaskan/kati tim dengan susunan
terlampir;

kata Untuk:;

jenis/maksud pekerjaan yang harus dilaksanakan;

waktu pelaksanaan tugas;

pembiayaan; dar:

ketentuan lain yang dianggap perlu antara lain kewajiban melapor

bagi penerima tugas, dan seterusnya.

¢. bagian akhir, terdiri atas:

1)
2)
3)
4)
5)

tempat, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya surat tugas;
nama Jabatan yang mengeluarkan surat tugas;

tanda tangan dan stempel;
nama |elas selain Gubernur dilengkapt NIP bagi PNS; dan

tembusan.

Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a. surat tugas yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur

dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur;
b. surat tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama

Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta tanpa alamat; dan
c. surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang



41

jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang

bersangkutan tanpzs alamat.

Contoh Format Pengetikan Surat Tugas

KOP NASKAH DINAS
{tanpa alamat)
} 3 spast
SURAT TUGAS
| 2 spasi
NOMOR.../...
} 2 spasi
TENTANG
) 2 spasi
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
) 3 spasi
!
Mmmmmmmmoammmmmmommmmma OO TR AN nm
MMINMOMBmOMmImOommmmommmmoonn, dengan in

)} 3 spasi
MENUGASKAN:
) 2 spasi
Kepada : Tim dengan susunan terlampir
} 2 spasi
Untuk :
) 2 spasi
a  Mmmmmmmmmnemmmonmon IO M TR M DT M,
) 2 spasi
b MmmmmmmmmonmmmmmnmEO OO DI LIS MR,
) 2 spasi
¢ Mmmmmmmmmsmmmmmmmom ot mm A I N G I,
) 3 spasi
Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baikiiya dan penuh
tanggungjawab.
) 4 spasi
Dikelurkdn i Jukarta
Pada tangpal k% Mmm xxx
)2 5‘1’ma‘
NamaJabaian,
} 58 spasi
(stempel {nstansi)
Nama Jelas
) 2 spasi
Tembusan:

1. Mmmmmmmm
2. Mmmmmmmm
3. dan seterusnya

Menggunakan kop
naskah dinas
{tanpa alamat)
serta ukuran kop
disesuaikan
dengan aturan
yang berlaku dan
penulisan jenis
surat dan judul
menggunakan
huruf kapital,
Untuk penomoran
diseuaikan dengan
urutan

Berisi isi tugas
(penulisan
menggunakan
aturan eyd)

Penandatangan
menggunakan
nama jelas dan
nip setta
penanggalan
disesunikan
dengan waktu
penandatanganan




A. Nota Dinas
1.
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BAB IV

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS KORESPONDENSI

Penjelasan
Nota dinas merupakar: naskah dinas internal antar pejabat di lingkungan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau antar pimpinan atau dari pejabat

bawahan kepada atasan yang memuat/berisi pemberitahuan, permintaan

penjelasan, laporan dan sebagainya.

Susunan

Susunan Nota dinas terdiri atas:

kepala, terdiri atas:

a.

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)

frasa NOTA DINAS;

kata Kepada dilkuti dengan narna pejabat/«lainat yang dituju;
kata Dari ditkuti dengan nama pejabat yang 'ttie_i'lgiriln;

nomor, dapat ditambah kode sesuai kebutuhan;
sifat/klasifikasi;

lampiran; dan

hal.

isi, dirumuskan dalam bentuk uraian.

c. bagian akhir, terdiri atas:

1)
2)
3)
4)
S)

tanggal, bulan dan tahun;

nama jabatan;

tanda tangan dan stempel;

nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan

tembusan.

Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang diguiikan dengan ketentuan:

Nota dinas yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur atas

a.

wewenang jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan

Gubernur;
Nota dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Kepala PD

atas nama Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta dengan/tanpa alamat; dan
Nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang

jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas instansi PD/UKPD

yang bersangkutan tanpa alamat.
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4. Contoh Format Pengetikan Nota Dinas

KOP WNASKAH DINAS e
) 3 spasi Menggunakan kop dinas
NOTA DINAS j’ perangkat daerah
) 3 spasi
Kepada
) 2 spasi
Dari Disasuaikan dengan
) 2 apasi perangkat daerah/
Nomor unit yang dituju,
) 2 spasi 1 pengrim,
Sitat Penoniosan
) 2 spasi cisesuaikan dengan
Lampiran wrutan satn tahun
) 2 spasi takwin, banyak
Hal larnpiran, serta hal
)3 spasi [~ | mengenai nota
dinas
Mmmmmmmmmm mmmmmm mmymmm mmmymmmmmm mmmmommm mmmm mmm u
MMMMMMM mmm mmmm mmmmm amm. . Memuat laparan,
12 spasi Pemberitalman,
) arahan, peringatan,
Mmmmmmmmmm mmmmmm mmmmynm mmmmymmmynmm mnmmmmmm mnrEm mmmm saran, peryatasnn
mmMMMmm mmm mmmm Mmyvm nRmm. ] M atau IlJermintaLm
12 spasi berupa catatan
ringkas terhadap
Mmmmmmmmm  mmmmmm - mmmmmm mmmmmmmmm. Mmmmmmm - Mrmmmmmm suaty masalah
MMM mmm mmmm mmmmns mmm. |
) 4 spasi
Jakarta, xx Mmmmmm xxxx
1 2 apasi Lolkasi dan
Nama Jastan . penanggalan
) 5-6 spasi disesuaikan dengan
waktiz
. . penandatanganan
stempel instansi ) serta pembububan
Ytanda tewjie tandatangan
NIP Jhiama Jetas disertai nama jelas
o dan nip
) 2 spasi
Tembusan:
1. Mmmmmmmmm
2 Mmmmmmmmm
3 dan seterusnya

B. Nota Kesepakatan
1. Penjelasan
Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan Permerintah Provinsi DKI Jakarta yang bersifat
mengikat.
2. lsi nota kesepakatan, terdiri atas:

a. komparisi;

b. para pihak dalam nota kesepakatan;
c. premis/recital;

d. konsideran;

e.

nota kesepakatan, paling kurang memuat:
1) latar beiakang;

2) maksud dan tujuan;
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3) lokasi sinergi;
4) objek sinergi;
S) ruang lingkup;
6) tugas dan tanggungjawab;
7) pelaksanaan;
8) Jangka waktu;
9) pembiayaan; dan
10) lain-lain.
f. penutup.
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3. Contoh Format Pengetikan Nota Kesepakatan

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PEMERINTAI?IA]BDAERAH ........
TENTANG
NOMGR @ iriviiiieriiiinneceniiarncecvenn s
Pada hari ini, ...c.coceeeee , tanggal .....ovennes bulan ....... tahun ........... (wv woomieln), kami
bertandatangan di bawah ini :
e e *  sveewneos berkedudukan di ..., jalan

.o, dalam hnal inl bertindak untuk
dan atas nsma Provinsi Daerah
Provinsi DKl Jakarta selanjutnya

disebut PIHAK KESATU,
O O , berkedndukan di...., jalan
voeey dalam hal Inl bertindak untuk
dan atas narjui Pemerintah Daerah
v, selangutnya  disebut  PIHAK

_ KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-saina dalam
Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sencliri-sendiri disebut

PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. TSRS ¢ £ 3
2 ke ettt tieetaierearhesreettaareatentenetas hrhtn. trnnkE s ah e an b v A e kn tan et ittt eranrnnre et ernns dst

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Nota Keszpakatan ........, dengan ketentuan dan syarat-syarat

sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal ...
dan seterusnya
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di .............. pada
hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (...........) bermaterai cukup,
masing-masing mempunvai kekuatan hukum yang sama,

PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU,
Cap dan Tandatangan Cap dan Tandatangan

......................................................................

(nama tanpa gelar) mama tanpa gelar)
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C. Kesepakatan Bersama

1.

Penjelasan
Kesepakatan bersama merupakan Naskah Dinas yang dibuat oleh pejabat

yang

berwenang dengan pihak lain sebagai langkah awal untuk

mempersiapkan suatu perjanjian kerja sama.

Susunan

a. Bagian kepala, terdiri atas :

1)

2)
3)
4)
5)

1)

Lambang/Logo:

a) untuk Kkesepakatan bersama antara dncrah dengan daerah
menggunakan lambang garuda.

b) untuk kesepzakatan bersama antara daerah dengan pihak ketiga,
lambang Jaya Raya di sebelah kanan atas dan logo pihak ketiga
diletakkan di kiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama
lembaga:

Kata KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA.......... DAN ......... ;

Kata TENTANG;

Judul Kesepakatan Bersama; dan
Kata NOMOR yang diikuti dengan nomor Kesepakatan Bersama.

Pembuka, terdiri atas:

hari, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya kesepakatan bersama,

dilanjutkan dengan frasa kami yang hertandilangan di bawah ini;

2) identitas pihak kesatu yang memuat anture lain nama, pekerjaan
jabatan, alamat can kedudukan/kewenangan bertindak pihak kesatu;

3) Irasa selanjutnya disebut PIHAK KESATU/frasa secara bersama-sama
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

4) identitas pihak kxedua yang memuat antara lain nama, pekerjaan
jabatan, alamat can kedudukan/kewenangan bertindak pihak kedua;

5) frasa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/frasa secara bersama-sama
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; dan

6) dasar pertimbangan.

c. Batang Tubuh

Batang tubuh kesepakatan bersama sama memuat semua

substansi/materi kesepakatan bersarna yang dirumuskan dalam pasal-

pasal, paling sedikit memuat:

1)
2)
3)

-maksud dan tujuan kesepakatan bersama;

objek;

ruang lingkup kesepakatan bersama;
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pelaksanaan kegiatan;

5) jangka waktu; can

6)

surat menyurat.

. Penutup:
Penutup adalah bagian akhir dari kesepakatan bersama, terdiri atas :

1)

2)

3)

rumusan pernyataan telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan
bersama dengan frasa sebagai berikut : Demikian Kesepakatan
Bersama ini dibuat dan ditandatanganidi ......... pada hari dan tanggal
tersebut di atas dalam rangkap ..... (....) bermaterai cukup, masing-

masing memiliki kekuatan hukum yang sama.;

frasa PIHAK KESATU, diikuti dengan pentlisan nama jabatan, nama

lengkap pihak kesatu (huruf kapital); dan
frasa PIHAK KEDUA, diikuti dengan penulisan nama jabatan, nama

lengkap pihak k=dua (huruf kapital).
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Contoh Format Pengetikan Kesepakatan Bersama Daerah Dengan Daerah

LAMBANG GARUDA

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINS DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
PEMERINTAH DAERAH ........

TENTANG

Pada hari ini, ., .........., tanggal .... ........ bulan ....... tahun ......... {0 eomen o}, kami
bertandatangan di bawah ini :

+ voveninsy berkedudukan di ..., jalon ....,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Provinsi Dacrah Provinsi DKI
Jakarta selanjutnya disebu: PIHAK
KESATU.

n. e e st aaeaeseres , betkedudukan di...., jalan ...,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama  Pemerintah Daerah ... ,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU dan PIHAX KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendin-sendiri
disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahuki1 menerangkan hal-hal sebagai berikut :

v o tlst
e o e fhesanL s s ek st a b A re s Shebsaeren s s se st sta st vanre ohbnns semsratesensannens (LB
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakai ujituk
melaksanakan Kesepalkatar: Bersama ........, dengan ketentuan dan syacst-ayunt
sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal ...
dan seterusnya
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangami di ......... .. . pada
hari dan tanggal tersebut & atas dalam rangkap ... {.........., ) bermaterai cukup,
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATUJ,

PIHAK KEDUA,
Cap dan Tandatangan

Cap dan Tandatangan

{nama tanpa gelar) (nama tanpa gelar)

Lambang Gamda
dengan warna
emas, judul
kesepakaton
menggunakan
huruf kapital
secara

ke seluruhan
termasuk nama
pemerintal daerah
dan nomor

clisa suailan
dengan urutan
salil tabun takwin

Berlsi tanggn],
bulan dan tahun
pelaksanaan

kesepakatan

Memuat identitas
para pihak

Meinuat substansi
e sepakatan
bersama

Memuat substansi
peruntukan
Jesepakatan
baysama

Identitas jelas kedua
belah pihak pada
bagian
pendandatanganan




Contoh Format Pengerikan Kesepakatén Bersama Daerah Dengan Pihak .
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4.
Ketiga
Logo kedua belah
pihak, judul
kesepakatan
AL menggunakan
KESEPAKATAN BERSAMA huruf kapital
ANTARA secara
PEMERINTAH PROVIMSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA kessluruhan
DAN termasuk nama
PEMERINTAH DAERAH ....... pemetintah daerah
dan nomor
dise suaikan
TENTANG dengan urutan
satu tahun takwin
Pada hari ini, ........ ..., tanggal ....—....... bulan ....... tahun ........... ( meee ey kami E\e,;amn ;a;gtg:lll,un
bertandatangan di bawah ini : pelaksanaan
kesepakatan
L wssenen oy Derkedudukan di ..., julan ...,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama  Pemerintah  Daerah ...
selanjutnya disebut PIHAK KESATU. Memuat identitas
. - veseonvenery Derkedudukan di..., jalan ..., paun pihak
berdasarkan Anggaran Dasar PT ...

yang- dibuat dihadapan Noteris ..,
vang telah disahkan oleh Menteri .. ...,
berdasarkan Keputusan Nomor ... ,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
PT ...., selanjutnya disebut PIHAK
' KEDUA
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendir:-sendiri

disebut PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulv. menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal terssbut diatas, sesuai dengan keduduk=n dan
kewenangan masing-masitg, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk

Memuat substansi
ke sepakatan
bersatna

melaksanakan Kesepakatan 3ersama ........, dengan ketentuan dan syarat-syacat -
sebagai berikut: Mesnuat substansi
peruntukan
kesepakatan
Pasal 1 bersama
KAKSUD DAN TUJUAN
Pasal ...

dan seterusnya

Demikian Kesepakatan Bers - a ini dibuat d;m.aitanc'iah;n'é;m oo pada

pR———

heri dan tariggal tersebut di atas dalam rangkap ... {..........) bermaterai culap, o
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lﬁ:ﬁ ;;;ﬁf:&?ua
bagian
PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU, pendandatanganan
Cap dan Tandatangan Cap dan Tandatangan
{nama tanpa gelar) (nama tanpa gelar)

-

D. Surat Undangan

1. Penjelasan
Surat undangan merupakan Naskah Dinas yang perisi permintaan kepada

yang bersangkutan untuk hadir dalam rapat/perternuan/sidang, seminar,

upacara dan lain-lain pada waktu, tempat dan aca-n yang ditentukan.
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Susunan

Susunan surat undangan terdiri atas:

a. kepala, terdiri atas:

1) tanggal, bulan, dan tahun;

2) kata Kepada;

3) kata Yth.;

4) Kkata Nomor, Sifat, Lampiran dan Hal; dan
5) pejabat/alamat yang dituju.

b. isi, terdiri atas:
1) maksud dan tujuan atau latar belakang;
2) hari dan tanggal penyelenggaraan;
3) pukul penyelenggaraan;
4) tempat penyelenggaraan;
5) acara yang akan diselenggarakan; dan
6) kata penutup.

c. bagian akhir, terdir; atas:
1) nama jabatan yang mengundang;
2) tanda tangan pejabat yang mengundang;
3) nama Jelas pejabat selain Gubernur dilengkapi NIP;
4) stempel jabatan,/instansi; dan
5) tembusan.

Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a. surat undangan yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur
dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur:

b. surat undangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Kepala
PD atas nama Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan alamat; dan

c. surat undangan yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas
wewenang jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas instansi

PD /UKPD beralamaz.
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Contoh Format Pengetikan Surat Undangan

KOP NASKAH DINAS
13 spasi
Nomor X Mmmmmmine: XX
Sifat } 3 apasi
Lampiran . Kepada
Hal ¢ Mmmmmmmninua Yth., Mmmumemmanurinim
MmEMMmMmmn
di
Jakarta
] 3-4 spasi
Mmmmmnunmommmmmmmmmmmmmmmmmm mmoun U mm
Minmmnmnmmmemmmmmmmmmmam dengan ini mebgharapke: | leelindican
Suudara dalam pertexzuan yag akan diselenggarakan pada
hari : Mmmmmm
} 2 spasi
tanggal Xo0X HoHM KRXKHKKK
) 2 epasi
pukul : xxxx s xoox
) 2 spasi
tempat Mmmmmmmmmmmmmmm
acara : Mmmmmmmmmmmmmnmmmmoinmmoumnmimnm
MMM T
] 3 spasi
Atas perhatian dan kehadiran Saudara, Saya ucapkan terima kasih.
J3-4 spast
!
Nama Perangkat Daerah
)5-6 spusi
/
/
(stempel jabatan |
J tanda tangan
NAMA JELAS
NIP e e e e
J3 spasi
)
Tembusan

1. Mmmmmmnimn tunmmmimm
2. Mmmmmmmmimmmuusiunm
3. dan seterusnya

Menggunakan
kop naskah
dinas, tanggal
dan tempat
pembuatan
disesuatkan

lsi pembukaan
surat

Informasi
pelaksanaan
kegiatan

Lokasi dan
penanggalan
disesuaikan
dengan waktu
penandatanganan
serta
pembububan
tanda tangan
membuat nama
jelas




52

E. Surat Biasa
1. Penjelasan
Surat biasa merupakan Naskah Dinas yang antara lain berisi pemberitahuan,
pertanyaan, permintaaz jawaban dan saran.
2. Susunan
Susunan surat biasa terdiri atas :
a. kepala, terdiri atas:
1} tanggal, bulan, dan tahun;
2) kata Kepada;
3) kata Yth.;
4) kata Nomor;
5) kata Sifat;
6) kata Lampiran;
7) Kkata Hal; d_an
8) pejabat/alamat vang dituju.
b. isi,dirumuskan dalam bentuk uraian.
c. bagian akhir, terdiri atas :
1) nama jabatan;
2) tanda tangan pe:abat;
3) nama jelas (diler:gkapi NIP bagi PNS);
4) stempel jabatan,instansi; dan
5) tembusan.
3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a. surat biasa yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur
dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Girubernur;

b. surat biasa yang ditandatangani oleh Sckretarfs Daerah atas wewenang
jabatannya, Sekretaris Daerah atau pejabat laln atas nama Gubernur
dibuat di atas kertas kop naskah dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dengan alamat; dan

c. surat biasa yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang
jabatannya dibuat di atas kertas kop naskah dinas PD/UKPD yang

bersangkutan dengan alamat.
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4. Contoh Format Penget:kan Surat Biasa Gubernur

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Temmbusan:

3 dan seterusnya

K(» JABATAN GUBERNUR
] 3 spasi
tt Bl bbb et
) 2 npeusi
: Minninicmn Kepadn
Yih, Mowmfisininsimm
di
Jakarta
13 -’ 4 spasi

Mmmmmmmmmmainmn MmN MM imm
MMM ORI MO M RN M TINm
MMNOENMMMIMOIM MM AU mm.

} 3 spasi

Mmmommmmmommmmm M O MMM T IAm
MMMMORLMIMIMG OGN TN N MMM O T 0
MMMTEOMOINYAT R ATHINTOAIm,

3 spasi
Mmmnmmmmmmmmmmmmmmmmm M nmnmaunmm
MMM O GO MM MMM QI
MM NMIEN MMM G T VR AHILIT.

} 3 - 4 spasi
Gubernur Daerah Klusus
Ibukota Jakara
}5-0 spasi
stempelinstnasl )
) brednt
tangan
Natna Jeins
12 spasi

1. Mmmmmmmmnun
2. Mmmmnmmmmitmm

Penggunaan
kop jabatan
Gubertiuar

Tanggal,
bulan dan
tahun
disesuaikan
dengost
penerbitan
surat,
penujuan
kepada yth.
menggunakan
nama jabaton

Memuat
materi
substansi daii
swat

Penandatanganan
dan nama jabatan
lenglkap yang
disertai nama
jelas

me nggunakan
hurad besar
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5. Contoh Format Pengetikan Surat Biasa Kepala PD/UKPD

Pengpunaan kop
KCP NASKAH DINAS PD naskah dinas
(dengan ala.mat) beralainat
3 spasi

Tanggal, bulan
Nomor H tt Bbobbbb tttt dan tahun
Sifat . ) 2 spasi disesuaikan

Lampiran dengan
Hal ¢ Mmmarnmm Kepada penerbitan surat,
Yth. Mmmmmmmmmm penujuan,
d kepada yth.
menggunakan
Jakarta nama jabatan

13 -4 spasi L

b beeTestarberseetoabeatoatestuatsstrdlostasteatediesisniosteisestasreflea-trastailbeibethates}
MU MM EMN NN TN OI MmN M3 UD [mhummnmm
Prriseitebeeivenabstloniotivsbasiasisazeiisivesiniieeigsinn iy

} 3 spasi "
Memuat materi
Mnmmmmommoummm TN NI C o L UL nln mm substansi dar
MU TN DOmMInEI i mmmou i idmmo nibil s inmm penerbitan
NMUTITINE AU I O T, surat
} 3 spasi
Mmnoummmmmonm ORI maU N Mm R nmm
MMM MRMOIMIM DDA MM O G TIInRm
MMMIMNOUMOMI R ORI TR, L
} 3 -4 spasi
Kepala PD/UKPD
Provinsi Daerah Khusus
Thukota Jakarta Penandatanganan
)5 ~ 6 spasi dan nama jabatan
lengkap yang
disertal nama jelas
. : dan nip
stempel instansi )
}tanda tangan msngguna.kml
huruf kapital
Nama Jelas
NIP ...

} 2 spasi

Termbusan:

1. Mmmmmmnmmm

2., Mmmmmmmmmmmm
3. den seterusnya

F. Surat Panggilan
1. Penjelasan
Surat panggilan merupakan Naskah Dinas yang digunakan untuk memanggil
instansi/badan/perseorangan guna diminta dan/atau diberikan keterangan
mengenai suatu persoalan.
2. Susunan
Susunan surat panggilan terdiri atas :
a. kepala, terdiri atas :
1) tanggal, bulan dan tahun;
) kata Kepada;
3) kata Yth.;
)

kata Nomor, Sifat, Lampiran, dan Hal; dan
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5) nama dan alamat instansi/badan hukum/swasta/ perseorangan yang
dipanggil.

b. isi, terdiri atas :

1) hari, tanggal, waktu, nama pejabat pemanggilj clan
2) maksud surat panggilan.
c. bagian akhir, terdiri atas :
1} nama jabatan dan tanda tangan pejabat;
2} nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan
3} tembusan.
3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a. surat panggilan yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur
dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur;

b. surat panggilan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama
Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta tanpa/dengan alamat; dan

c. surat panggilan yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD  atas

wewenang jabatannva dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas instansi

PD/UKPD yang bersangkutan dengan alamat,
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Contoh Format Pengetikan Surat Panggilan

EOP NASKAH DINAS
}3 spasi
Nomor Xxxx Mmmminineim xxoo
Sifat } & spasi
Lampiran Kepada
Hal Mmminmmaunsim Yth. Minmmmmnminmmim
IMUTHIUNAUDR I NI
dy
Jakarta
] 3-4 spus:
Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor xoomiom 0 gy Rxoos
Mmmmommmmmmmmmmmmmmm
} 2 spasi
hari T Mmmmmm
. 12 spasi
tanggal ¢ Xoom KR XAXKXHNX
} 2 spasi
pukul : xxxax 8.d xxxx
12 spasi
tempat : Mmmmmmmmmmommmir
Menghadap kepada : }2spmsi
untuk T Mommmmmmumommo eI gnmm
MMM AN OISO T
)3 spasi
Mmmmmmmmounmm mmmmmmmmm mm mm ma i S mm.
J3-4 spasi
!
Nama Perangkat Daerak:
}5-6 spasi
J
J
(stempel jabatan )
) tanda tangan
NAMA JELAS
NIP. ......
13 spasi
}
Tembusan :

1. Mmmmmmiunmmmmmupim
2. Mmmmmmnmmminmmmin
3. dan seterusnya

Menggunakan
kop naskah dinas
perangkat daerah,
tanggal dan
tempat
pembuatan
disesuaikan

Is1 pembukaean
surat

Informasi
pelaksanaan
pemanggilan

Lokasi dan
penanggalan
disesuatkan
dengan walktu
penanilatanganan
serta
pembubuhan
tenda tangan
membuat nama
jelas
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G. Telaahan Staf

1. Penjelasan
Telaahan stal dibuat oleh staf atau bawahan yang memuat analisis,

pertimbangan, pendapat dan saran-saran tentang suatu masalah.
2. Susunan
Susunan telaahan staf terdiri atas :
a. kepala, terdiri atas:
1) frasa TELAAHAN STAF;
2) kata Kepada;
3) kata Dari;
4) kata Nomor; dar
5} kata Hal.
b. isi, terdiri atas:
1) pokok persoalan:
2) praanggapan;
3) [lakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan;
4) pembahasan/analisis;
5) kesimpulan; dan
6) saran tindak.
c. bagian akhir, terdiri atas:
1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun;
2) nama jabatan;
3) tanda tangan pejabat;
4) nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan
5) tembusan.
3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas  yang digunakan dengan
ketentuan, telaahan Staf yang ditandatangani olihh Kepala PD/UKPD atas
wewenang jabatannya dibuat di atas kerta Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang

bersangkutan tanpa alamat.



4.
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Contoh Format Pengetikan Telahaan Staf

Kepada

Dari

Nomar

Hal

KOF NASKAH DINAS
)3 spasi
TELAAHAN STAF
)3 spasi

Mmran Moo T M DN M WM N O D m,
MMM OUR

]2 spasi
Mmnanmmmmmmm T LT IO DO RN AT ) Dm
MOENELMATLDmINn

] 2 spasi
MonEnmmmm IO IO GO MBI AN Y TIm
MMEMNEMN MMM

) 2 spasi
MmmansunmmmmmImman MmN U TN UM onms
MMERGEUGANNIITDIMm

] 2 spasi

1. Pokok Persoalan

1. Praanggapan

Mmmmmmm TR TN O AT I UIunm
MMMMIOMMMMDTIMO GO
]2 spasi
* Mmmmmommmomm T TG I LT UG AT 0
MMM AT TN,
} 2 apast

II. Fakta dan Data Berpenga-iih terhadap Persoalan

MmmmmmmmmmomOmmmmm ORI IOEUn UM o onmmm.

minnm

IV. Pembalisan/
Analisis
V  Simpulan

VI. Saran Tindak

Tembusan :

) 2 spaai
M mmm Mo o md ML RS U N nnim
MMOUMMANIIIN MO TR UG
. ) 2 spasi
Mmmmmmmmmmmmmmmmamm oo o ooy nnoun
nmMmMmmmmMOMMOnIT NI

} 4 spasi

Jakarta, XX nunmm XXX
12 Spasi
Nama Jalmtan,
}5-6 apuai
I}

1

(stempel jabatan )
) tanda tangan
NAMA JELAS
I\ £ RN .
13 spasi

Menggunakan

kop naskah
dinas perangkat
daerah, untuk
peruntukan,
nomor, dan hal
terkait naskah
dinas
disesuaikan

Berisi materi
terkait pokok
yang menjadi
telaahan

Lokasi dan
penanggalan
disesuaikan
dengan waktu
penandatanganan
serta
pembubuhan
tanda tangan
membuat nama
jelas ‘

1. Mmmmmmmmmmmmmmm
2. Mmmmmmmmummmmmmam
3. dan seterusnya
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H. Laporan

1.

Penjelasan

a.

b.

C.

laporan merupakar Naskah Dinas dan merupakan alat pemberitahuan
atau pertanggungjawaban dari pejabat bawahan atau dari suatu tim kerja
kepada atasan;

laporan terdiri atas laporan Insidental dan laporan berkala; dan

laporan Insidental ¢apat berbentuk surat biasa atau nota dinas.

Susunan
Susunan laporan Insidental berbentuk surat sama dengan susunan surat

dan susunan Laporan berbentuk Nota Dinas sama dengan susunan Nota

Dinas.
Laporan berkala disusun secara lengkap, sislematis, dan kronologis.

Susunan laporan berkala terdiri atas :

a.

d.

kepala, terdiri atas:

1) kata LAPORAN;

2) kata NOMOR;

3) kata TENTANG; dan

4)- nama/judul Laporan.

isi, dirumuskan dalem bentuk uraian dengan sistematika sebagai berikut:

1) pendahuluan yang memuat penjelasan/ gambaran umum, latar
belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika
Laporan;

2) materi laporan, terdiri atas kegiatan yang herupa program kerja dan
hasil pelaksanaan kegiatan, jenis, volume keglatan, pembiayaan dan
sebagainya;

3) permasalahan dan pemecahannya yang berisi hambatan yang
dihadapi dan upaya mengatasinya; dan

4) simpulan dan saran yang berisi rangkaian pelaksanaan tugas dan
saran sebagai banian pertimbangan.

bagian akhir, terdiri atas:

1) tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya laporan;

2) nama jabatan d-—1tanda tangan pejabat;

3) nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan

4) stempel jabatan/nstansi.

lampiran (jika dianggap perlu)

Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

a.

laporan yang ditandatangani oleh Gubernur atiui Wakil Gubernur dibuat
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di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Guberniur; dan
b. laporan yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang
jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah IDinas PD/UKPD yang

bersangkutan tanpa alamat.

4. Contoh Format Pengetikan Laporan

Kop naskah dinas
KOP NASKAH DINAS ] disesuaikan
) 3 spasi dengan perangkat
LAPORAN deerah
) 2 spast
NOMOR .. /... ) Penulisan
] 2 spasi laporan, nomor
TENTANG i serta jucul
MMMV laporon
MMMMIMMMMMMIMMMMMMANIM MM ot kepitel
} 3 spasi
I PENDAHULUAN
) 2 spasi
Mmmmmmmmmm mimmm MMM MMMTHTMmmMT mmm mimmm
MMMMMIMMMMTT T MMM .
) 3 spasi

1. PROGRAM KERJA DAN HASIL PELAKSANAANNYA
) 3 spasi

1. Mmmmmmmmmmm
a Data dan Fakta
Mmmmmmem mmmmmmmmmm mmmmm mmm mouHimmminminn g
MMMMMm Mmm MMM i i mrmmimnny nmmmne

[} Mmmmmirenin mmmm mmmmmmm mmmmmmmIEnmmnmn
NMIMMMMMETIT mmmmm.
¢ Mmmmmmmmmm mmrymm  mmmmmmm mmmmm mmmm TEnTmmn
NIMMM MMRmmnmmmmm, T
) 2 spasi penulisait isi
2 Mmmmmmmmmme pendahuluan,
a Mmmmmmmammm mmmmmmmmmmmmmm. mmmmmT. mMmmmnm program kega dan
mmmmmmrTImmmmmm . hasil,
b Mmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmrmm mmm mmmremmm permasalahan dan
mmmMmMTAMM MMM mmm pemcahan serta
c. Mmmmmmmmmmmimm  mmmmimm mitmmm. mmmmmmmm Mmmm simpulan dan
MMM MmN MMM mm saran )
) 3 apasi menyesuaikan
. PERMASALAHAN DAN PENECAHANNYA atwran eyd
) 2 spasi
1 Mmmmmmmmm ......._... dan seterusnya .
] 2 spasi
2 Mmmmmmmmm .. . .. dan seterusnya
} 3 spasi
V. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Mmmmmmmmm mm mmmm mmmmmrmmmmmmmTmn MaEmm mrim mmmen mm
MMMMMANT MPMTMMIMNIDM MMMT MM mmmT.
) 2 spasi
2. Saran
Mmmmmmmmm  mmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm mmmrmi mmm e mmmmmm
mmmMmmmM MMMmMMMmMem mmmnm Mmmmm Dmnmm.
} 2 spasi
Mmmmmmm mmmmmm mmemmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm (mm mnmeim. Hmmm
MMEMM MMM MmN Nmmmmm mmmmmm.
)4 spasi
NMmmmm, xx Mawin 20xx Penulisan tempat,
12 spast tanggal, nama
Nama Jabaean, lengkap ditulis
de ngaus huruf awal
1 5- 6 spasi kapital dan
dibubuhi tanda
stempelinstansi ) tamxia tangan tangan dan cap
stempe] dan NIP
Nama Jedas




61

BAB YV

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS KHUSUS

A. Perjanjian Kerja Sama
1. Penjelasan
a. perjanjian kerja sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah
Provinsi DKI Jakartz dengan daerah lain dan/ atau Daerah dengan Pihak
Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban;
b. perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan,;
dan
c. perjanjian kerja sama dengan daerah atau dengan pihak ketiga
ditanclatangani olel pejabat yang diberikan kuasa oleh Gubernur untuk
menandatangani.
2. Susunan
Susunan perjanjian keria sama, terdiri dari :
a. Kepala, terdiri dari :
1) lambang/logo:

a) untuk perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dengan daerah, Lambang Pemerintah Daerah selaku
insiator kerja sama yang diletakkan yang diletakkan di sebelah
kanan atas dan dan lambang daerah miira diletakkan di kiri atas;

b) untuk perjanjian- kerja sama antara Zeinerintah Provinsi DKI
Jakarta dengan pihak ketiga, Lambang Jaya Raya yang diletakkan
di sebelah kanan atas dan dan logo pihak ketiga diletakkan di kiri
atas,

c¢) untuk perjaniian kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dengan daerah yang melibatkan lebih dari dua pihak,
lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku insiator kerja
sama yang dilzstakkan yang diletakkan di sebelah kanan atas dan
Lambang Pemerintah Daerah Mitra diletakkan berurutan di
sebelah lambang Pemerintah Daerah inisiator, disesuaikan dengan
ruang pada bagian Naskah Dinas; dan |

d) untuk perjanfian kerja sama antara Pemerintah Provinsi 'DKI
Jakarta dengan pihak ketiga yang melibatlkin lebih dari dua pihak,
Lambang Jaya Raya diletakkan di sebelah kanan atas dan logo
pihak ketiga diletakkan berurutan di sebelah lambang Jaya Raya,

disesuaikan dengan ruang pada bagian Naskah Dinas;
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3)
4)
5)
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kata PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA.......... DAN ......... ;
kata TENTANG;

judul perjanjian; dan

kata NOMOR yang diikuti dengan nomor perjanjian kerja sarma.

. Pembuka, terdiri atas :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

hari, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Perjanjian Kerja Sama,
dilanjutkan dengan frasa kami yang bertandatangan di bawah ini;
identitas pihak pertama yang memuat antara lain nama, pekerjaan
jabatan, alamar dan kedudukan/kewenangan bertindak pihak
pertama;

frasa selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA/frasa secara bersama-
sama selanjutnya disebut PARA PIHAK;

identitas pihak kedua yang memuat antara lain nama, pekerjaan

jabatan, alamat dan kedudukan/kewenangin bertindak pihak kedua;

‘frasa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/frasi secara bersama-sama

selanjutnya diseout PIHAK KEDUA; dan
dasar pertimbangan.

. batang tubuh
batang tubuh perjanjian kerja sama memuat semua substansi/materi

perjanjian kerja sama yang dirumuskan dalam pasal-pasal, paling sedikit

memuat:

1) maksud dan tujuan kerja sama;
2) objek;

3) ruang lingkup kerja sama;

4) pelaksanaan kegiatan;

5) hak dan kewajiban para pihak;
6) pembiayaan;

7) jangka waktu;

8) penyelesaian perselisihan;

9) keadaan kahar; dan

10) pengakhiran kerja sama.

. Penutup
penutup adalah bagian akhir dari perjanjian kerja sama, terdiri atas :

1)

rumusan pernyataan telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerja
sama, dengan frasa sebagai berikut : Demikian Perjanjian Kerja Sama
ini dibuat dan ditandatangani di ......... pada hari dan tanggal tersebut

di atas dalam rangka ..... (...J bermaterai cukup, masing-masing
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memiliki kekuatan hukum yang sama,;

2) frasa PIHAK PERTAMA, diikuti dengan penulisan nama jabatan, nama
lengkap pihak pertama (huruf kapital); dan

3) frasa PIHAK KEDUA, diikuti dengan penulisan nama jabatan, nama
lengkap pihak kedua (huruf kapital).

3. Contoh Format Pengetikan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta dengan Daerah lain.

Logo kedua pihal,
judul kasepakatan
menggunakan
huruf kapital
KESEPAKATAN BERSAMA secara
ANTARA tmselurhan

; -~ rmasuk nema
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA pemerintah daerah

DAN den nomor
disa suaikan
dengan urutan
TENTANG satu tahun takwin

bulan dan tahun
pelaksannan
}o sapakatan

Pada hari ini, . ..........., tanggal .............. bulan . ... tahun ... . {oor veeme i)y kauni

} Berisi tanggal,
bertandatangan di bawah ini :

reereranen, Derkedudukan di ..., jalen ...,
berdasarkan surat kuasa llmsus
Gubernur/Bupati/ Walikota .. .., nomor
-... tanggal ....., daleun hal ini bortindak
untuk dan atas oama Pemepintnh
Provinsi DKI Jakarta, sclaujutya
disebut PIHAK PERTAMA.
rereecener; berkeduduhkan di...., jalon ..., Memuat identitas
berdasarkan (Surat kuasa |diusus M| pera piliak
Gubernur ...... nomor ... taiggal ... .,
dalam hal ini bertindak untul dan atas
nama Pemerintah Daeah .. (atau)
Anggaran Dasar PT ... yang dibuat di
hadapan Notaris ..., yang telah
disahkan oleh Menteri .... berdasarkan
Keputusan Nomor ....., dalan hal ini
bertindak untuk dan atas nama PT ....
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara send:ni-sendiri
cisebut PIHAK. Memuat substansi
~ kesepakatan

bersama

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berilaat :

POV &1
U SO PRI . 1
Berdasarkan hai-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ........, dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut:

D L LT

N

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal ...
dan seterusnya

Demikian Perjanjian Kerja Sama int dibuat dan ditandatangani di ....... ... puda
hari dan taiiggal tersebut di atas dalam rangkap ... {...........} bermaterai cukup,
masing-masing iiempunyai kekuatan hukam yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, - N
Cap dan Tandatangan Cap dan Tandatangan Identitas jelas kedua
ap don lark & ap 8 belah pihak pada
bagian
pendanidatanganan

{nama. tanpa gelar} (nama tanpa gelar)
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B. SURAT KETERANGAN

1.

Penjelasan
Surat keterangan adalah Naskah Dinas yang berisi pernyataan tertulis dari

pejabat sebagai tanca bukti untuk menerangkan atau menjelaskan

kebenaran sesuatu ha..

Susunan

Susunan surat keterangan terdiri atas :

a.

kepala, terdiri atas:

1) frasa SURAT KETERANGAN;

2) kata NOMOR ... TAHUN ..... ;

3) kata TENTANG; dan

4) nama/judul keterangan.

isi, terdiri atas:

1} [frasa Yang bertanda tangan dibawah ini;

2) nama dan jabatzn yang menerangkan;

3) frasa dengan ini menerangkan bahwa;

4) nama, pangkar, golongan/ruang, umur, kebangsaan, agama,
pekerjaan, alamat, dan identitas lain yang diperlukan dari pihak yang
diterangkan; dan

5) maksud keterangan.

bagian akhir, terdiri atas:

1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keterangan,

2) nama jabatan dan tanda tangan pejabat;

3) nama jelas selain Gubernur dilengkapi NIP bagi PNS; dan

4) tembusan.

Penandatanganan dan Eop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a.

surat keterangan vang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil
Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur:;
surat keterangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas
wewenang jabatannya, Sekretaris Daerah dan Kepala PD atas nama
Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta tanpa alamat;

surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas
wewenang jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD
yang bersangkutan tanpa alamat; dan

surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala bagian atas wewenang
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jabatannya dibuat di atas kertas tanpa kop.

Contoh Format Pengetikan Surat Keterangan Gubernur

KO2 GABATAN GUBERNUR
3 spasi

SURAT KETERANGAN
} 2 spasi

HOMOR ... TAHUN ...
12 apasi
TENTANG
12 spasi

MMMMMMMMMMMMMMMMM
13 spasi
Yang beztanda tangan di bawah ini :

] 2 spasi

a. Nama :
)1 atau 1,5 spasi
b, Jabatan :
} 2 spasi
dengan ini mene rangkan bahwa :
a.  Nama
} 1 atau 1,5 spasi

b,  Pangkat, golengan/mang :
} 1 atau 1,5 spasi

c. Umur H
} 1 atau 1,5 spasi
d  dst :
} 2 spasi
bermaksud :

Mmiminmmmmo:m mmounmmmmmas i amaun o MMt B I MO mm
IR O R RN AT T AT T TR M A DT
} 3 spasi
Keteraagan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
} 4 spasi

!

Jakarta, xx Mmmmmmm XXX
} 2 spasi
Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
)5 - € spasi

{stempel jabatan )
) tanda tangan
NAMA JELAS
} 2 spasi

Tembusan:

1. Mmmmummmmm

2, Mmmmmmmmmmmm
3. dan seterusnya

Mengunakan

kop jabatan
gubernur

Berisi identitas
pemberi, dan
penesima surat

keterangan
ditulis secara

lengkap

Berisi identitas
pemberd , dan
penerima surat
keterangan
ditulis secara

lengkap

Penandatanganan
dan nama jabatan
lengkap yang
disertai nama
jelas dan
menggunakan
huruf kapital
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Contoh Format Pengetikan Surat Keterangan Kepala PD/UKPD

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

(tanpa alamat)

) 3 spasi

ZURAT KETERANGAN
) 2 spasi
MOMOR ... TAHUN...
) 2 spasi
TENTANG
) 2 spasi
MMMAMMMMMMMMMMM MMM
) 3 spasi
Yang bezmanda tangan di bawah ini:
2 spasi

¢. Nama
)1 atau 1,5 spasi

d.  Jabatan :
) 2 spasi

dengan ini mensrangkan bahwa :
a. Nama :
)1 atau 1,5 spasi

f.  Pangkat, goloagan/tang :
)1 atau 1,5 spasi

g Umur
)1 atau 1,5 spasi
L. dst
) 2 spasi
bermaksud ;

Mmmmmmmmman RO O T TN AT D T
MMM G TN MO I T D m,
) 3 spasi
Keteranigan ini dibuat untuk dipergunakan se bagaimana mestinya.
) 4 spasi

)

Jakaita, 3 Mmaknsing XXX
) 2 spasi
K pala. PD/URPLI
15-6 spani

stempel jabatan )
) tenda tangan
NAMA JELAS

) 2 spasi

Tembusan:

1. Mmmmmmmmm

2. Mmommminmmmmmn
3. dan seterusnya

Mengguntiakan
kop naskah
dinas PD/UKPD
tanpa alamat

Identitas jenis
surat, nomor,
tentang surat
me nggunakan
huruf kapital

Barisi identitas
pemberi, dan
penerima surat
keterangan
ditulis secara
lengkap

Berisi naksud
dari penerbitan
surat keterangan

Disesuaikan
dengan waktu
penandatanganan

Penandatanganan
dair nama jabatan
lengkap yang
disertai nama
jelas
menggunakan
huaf kepital
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C. Surat Kuasa

1.

3.

Penjelasan
Surat kuasa merupakzn Naskah Dinas yang berisi pemberian mandat atau

dari pejabat tertentu kepada seorang atau sekelompok

kuasa

pejabat/pegawai untuk bertindak dan atas nama pejabat pemberi kuasa

dalam rangka mengurus atau menyelesaikan suatu masalah.

Susunan

Susunan surat kuasa zerdiri dari :

a. Kepala, terdiri atas:

1)
2)
b. isi,
1)
2)

3)

4)
S)
6)
7)

frasa SURAT KUASA; dan

Nomior.

terdiri atas:

nama jabatan dan nama pejabat yang memberi kuasa;

frasa MEMBERI KUASA:;

kata kepada;

nama pejabat, NP dan nama jabatan yang diberi kuasa;

frasa khusus;

kata untuk; dac

hal yang menyangkut jenis tugas/tindakan/kegiatan

dikuasakan.

c. bagian akhir, terdiri atas:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan;
frasa pemberi kuasa;

nama jabatan pemberi kuasa;

tanda tangan pemberi kuasa;

stempel jabatan/instansi;

nama jabatan penerima kuasa;

tanda tangan penerima kuasa; dan

nama jelas penerima kuasa dilengkapi NIP.

yang

Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a. surat kuasa yang ditandatangani oleh Guberrzur atau Wakil Gubernur

dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur;
b. surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas

kewenangannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas

Provinsi DKI Jakarta tanpa alamat; dan
c. surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Kepala PD atas

kewenangannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD yang

Pemerintah



68

bersangkutan tanpa alamat.

Contoh Format Pengetikan Surat Kuasa

KOP NASKAH DINAS
} 3 spasi
SURAT KUASA
) 2 spasi
Yang bertandoe tangan di bawah i :

Namn O RN

Jabatan A AR Ee et T At bt s st s raraare Smen b

MEMBERI KUASA:
) 2 spasi
Kepada
) 2 spasi
} 2 spasi
Jabatan . T iraeeh e b oA s e e s Resesen sy aassasiens b

} 2 spasi

Jabatan Cearrrehbe resiversussessatane waae e exassbesstee b rereeets

) 2 spasi

Untuk

) 2 spasi
Mmmmm mmmmmmmm 2mem MnammmmmonmmmIIIILTIGINLI DIOoUnn Qnm
mmmin.

) 3 spasi
Surat Kuasa ini dibuat untux dipergunakan sebagaimena mestinya.
) 4 spasi

Jakarta , xx Mmummmn oo
) 2 spasi

Yang Membeti Kuasa

Yang Diberi Kuasa
1 2 spasi

Nama .Jabatan,

Nama Jabatan,
)5 ~ 6 spaai

ster—~-1 jabatan )

) tanda tangan ) tanda tangan

Nama Jelas
NIP ...

Nama Jelas

Kop dinas
digesunikan
dengan perangkat
daeral

Berisi
informasi
pemberi dan
penerima
kuasa.
penulisan

dise suaikan
dengan atuan
EYD

Berisi

peruntukan
pesiggunaan
surat kuasa

Disesuaikan
dengan
penarbitan
surat kuasa

Penandatangan
pemberi dan
penerima kuasa
menggunakan
nama jelas serta
NIP
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D. Berita Acara

1.

Penjelasan
Berita acara berisi pernyataan yang bersifat pengesahan atas suatu kejadian,

peristiwa, perubahan status, dan hal lain mengenai suatu permasalahan.
Susunan
Susunan Berita Acara -erdiri atas :
a. kepala, terdiri atas:
1) frasa BERITA ACARA;
2) nama/judul ber:ta acara; dan
3) kata NOMOR.
b. isi, terdiri atas:
1} tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun;
2) nama dilengkapi NIP, pangkat dan alamat yang membuat Berita Acara;
3) permasalahan pckok; dan
4) kalimat penutup Berita Acara.
c. bagian akhir, terdiri atas:
1) tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya berita acara;
2) tulisan para pihak yang terlibat dalam berita acara;
3) tanda tangan para pihak yang terlibat;
4) nama lengkap pinak pejabat yang terlibat di dalamnya;
5) stempel jabatan/instansi;
6) frasa Dilakukan dihadapan ... (siapa yang menyaksikan Berita Acara
tersebut);
7) tanda tangan yang menyaksikan; dan
8) -nama Jelas dilengkapi NIP.

Penandatanganan

a. berita acara ditandaangani oleh para pihak yang terlibat di dalamnya,
termasuk pejabat yang menyaksikan;

b. untuk keperluan tertentu berita acara dibuat di atas kertas bermeterai;

c. jika diperlukan, penandatanganan berita acara dapat dilakukan di
hadapan pejabat tertentu atau saksi-saksi; dan

d. berita acara yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Kepala

PD/UKPD dibuat di atas kertas tanpa Kop Naskah Dinas.
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Contoh Format Pengetikan Berita Acara

)7 spasi
]

BERITA ACARA MMMMMMM
)2 spasi

}
N2MOR .../....

Pada hari ini MMM R IMU MD U NI R
MMM MMM INMUTOOMMITIMImm MMM T
MMM MG IO TG T

)2 spasi
1. Mmmmmmmmunmmmmmmooummmmmnmmm disebut Pihak Kesatu
2 spasi
2. Mmmmmmmmmmmmmmmoanmmmmomnmmoom disebut Pihak Kedua
)3 spasi
J
Mmmmmmmmmmmm  MEUmnOOEUImein 0o SmI me
MMM I, MMAmm MBI Tmmm . T mmmmmmm,
12 spasi
Mommmmmmmmmmm:  Manmnmonnonm SO nn G Lnna
MmMoIMMM MM MmmMmn MOUmMOOmOmmmm . nmmnmmmmmmmn.
]2 spasi
Berita acara mi dibuai; Mmmmmmmmmounm —mmmmmIOEELDn
MMmMmMMMMMIOnMmm.m  SUIMTAMMnImm - MIMmmn  Mmmmmmoenmnn:

MMM I nun.

W spasi
)
Jakarta, xx MMM xsx
12 spasi
Para Pihak Penanda Tangan,
} 2 apasi
Mmmmmmmmom, Mmmmmmmmmm,
) 5-6 spasi
) tanda tangan
Nama Jelas Nama Jelas

1 2 spasi NIP (i
Dilakukan di hadapan
Mmmmmmmmmmamm,

JTanda Tangan
MATERAL

T ———— 3

Nama Jelas

Penulisan judul
naskah dinas
menggunakan
huauf kapital
serta nomor
harita acara
clisesuaikan
dengan aturan
penomoan yang
hedaku.

Kalimat pembuka
di sasuaikan
dengan waktu
beralngsungiya
berita acara

Berisi uraian pihak
pertama dan pihak
kedua, penulisan
sesuai aturan

EYD

Penulisan
tempat, tanggal
dan nama
lengkap ditulis
dengan huruf
kapital dan
tanda tangan
kedua belah
pihalk dan saksi
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E. Pengumuman

1.

Penjelasan
Pengumuman berisi pemberitahuan yang ditujukan kepada masyarakat atau

kelompok pegawai yang merupakan penjelasan, pernyataan atau saran, dan

petunjuk lebih lanjut mengenai suatu urusan.

Susunan

Susunan pengumuinan terdiri atas:

a.

kepala, terdiri atas:

1) kata PENGUMUMAN;

2) kata NOMOR...TAHUN..;
3) kata TENTANG; dan

4) nama/judul pengumuman.

isi, dirumuskan dalam bentuk uraian.

c. bagian akhir, terdiri atas:

1) tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya pengumuman;
2) nama jabatan yang menetapkan pengumuman;
3) tanda tangan dan stempel; dan

4) nama jelas pejabat selain Gubernur dilengkapi NIP.

Penandatanganan dan Xop Naskah Dinas yang Digunakan

a.

pengumuman yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur
dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Ciubernur;
pengumuman yang ditandatangani oleh Sekreteris Daerah dan Kepala PD
atas nama Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta tanpa alamat; dan

pengumuman yang citandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang
jabatannya dibuat ci atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang

bersangkutan tanpa alamat.
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Contoh Format Pengetikan Pengumuman

e .

KGE NASKAH DINAS

) 3 apasi
SENGUMUMAN
] 2 spasi
TENTANG
]2 epasi
MMeMMMMMMMMMMM
MVMMMMMMNMM
)} 3 spasi
Mmmmmm mmmMmmMmmsEm mmmmmmmm mmmmummmmnmMITImeTHmmim
mmmmmmmmmmmmmm mmmm.
) 3 spasi
Mmmmmm MMMIMEGMmmm mmmmmmmm mmmmnmmimnimmm
Mmmmmmmmmmmm mmmmmnmEENMnmmMmMmmmmnm mmmmimm
) 3 spasi
Mmmmmm mmmimsmmmm mmmmmmmm mmmmEnnITEAnYTImm
Mmmmmmmmmmmmm mmmmmMMMCrImmMmmmmmmmm mmmminm

) 3 spasi

Ditetapkan di Jararta
pada langgal xx Llmiin xxx
)2 spasi

hama Jabatan
} 5 -6 spaal
} fanda tangan

Nama Jelas
NIP...

Kop naskah dinas
disesuaikan
dengan perangkat
daerah

Penulisan
menggunakan
huruf kapital

Berisi materi
pengumuman

Penulisan
termpat, tanggal,
dan nama
lengkap ditulis
dengan Inuuf
awal kapital dau
landa tangan
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F. Surat Pengantar

1.

Penjelasan
Surat pengantar merupakan surat yang berbentuk daftar yang dipergunakan

sebagai pengantar untuk mengirim suatu naskah dinas/barang dan
sebagainya yang pada umumnya tidak memerlukan penjelasan.
Susunan
Susunan surat pengantar terdiri atas:
a. kepala, terdiri atas:
1) pejabat/alamat vang dituju;
2) kata SURAT PENGANTAR; dan
3) kata NOMOR.
b. isi, terdiri atas:
1) kolom nomor vrut;
2) kolom jenis barang;
3) kolom banyaknya; dan
4) kolom keterangan.
c. bagian akhir, terdiri atas:
1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya surat pengantar;
2) nama |abatan dan tanda tangan pejabat yaiy mengirim;
3) nama jelas pejabat yang mengirim dilengkapl NIP;
4) stempel instansi; dan
5) tanda penerimaan.
Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:
a. surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD dibuat di atas
kertas Kop Naskah Dinas instansi PD/UKPD yang bersangkutan dengan

alamat; dan

b. surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat atas nama Kepala

PD/UKPD, dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD dengan

alamat.
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4. Contoh Format Pengetikan Surat Pengantar

al
KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH DENGAN ALAMAT ﬁi;“l’,%‘, UKPD
} 4 spasi beralamat
Kepada
Nomor Yth. Mmmmmmmmmmm Tujuan surat
MMMmMMMmmmmm undangan {nama
d jabatan)
Jakarta
} 3-4 spasi
SURAT PENGANTAR
) 3 spasi L
N Jenis Barang Banyaknya Keterangan
Inforinasi detaid
peugpitaran
-
} 3 spasi
Mmmm, xx Mmmm 20xx N
) 2 spasi
Penulisan
a.n Kepala Perangkat Daerah tempat, tanggal,
Sekretaris/Kabag/Kasubaag, dan nama
o ) lengkap ditulis
Diterima tanggal xx Mmm xxx )stempel instans: | dengan huruf
. ) 56 spasi awal capital dan
Yang Menerima tanda tangan
}tanda tangan ) tanda tangan J dan cap stempel
Nama Jelas Narna Jelas
NIP ... NIP

G. Surat Perjalanan Dinas
1. Penjelasan
Surat perjalanan dinas adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat
pembuat komitmen dalamn rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat

negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.
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Contoh Format Pengerikan Surat Perjalanan Dinas

a. Tampak depan

Yo e r——————

KOP MASKAH DINAS TANPA ALAMAT

) 3 spasi

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

NOMOR .

] 2 spasi

e
) 2 spasi

TENTANG

} 2 spasi

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

} 3 spasi

} 2 spasi
Pejabat yang memberi serintah
} 2 spasi

} 2 spasi

Nama/NIP pegawai yang diperintahlcan

mengadakan perjalanaz dinas
} 2 spasi

o Pangleat dan Golongen
b. Jabatan

Maksud Pegjalanan
) 3 spasi

& Tempat Berangkat
b. Tempat Tujuan

& Lama perjalanan Dinas
b. Tangpal Barangkat
¢, Tanggal hatus Kembadi

Alat angkutan yang dipergpunakan

Pengilkut Naina

2. Dan Seterusnya

Pembebanan anggaran

& lnstansi
L. Pasgal an

arat

10.

Keterangan lain
) 3 spasi

Menggunakan kop
naskah dinas
(tanpa alamat serta
ulsuran kop
disesuaikan dengan
aturan yang
berlalu

Pemulisan jenis
surat, nomor, dan
jadul
menggunakan
huruf kapital

Penulisan dan
pengisian
disesuaikan dengan
evcl

Dikeluarkan di Jakarta
Pada taniggal xx Mmmmm xxx
} 2 spasi
Nama Jabatan,

} 8 - 6spasi
(s tempel aistansi)

Neama Jelas
NIP ..

Penandatangan
menggunakan
nama jelas dan nip
serta penanggalan
disesuaikan dengan
walkti
penandatanganan
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Berangkat dari
ftempat kedudukan] ..
Pada tanggal .

[ oane)

Ke
Kepala
. )
} 3 spasi
L Tiba di Berangkat dari :
pada tanggal : Ke :
Kepala Pacla tanggal
Kepala
IO RN R RRTrey N WSTETIRTRT TN DR B
1. Tiba di Beraogkat dat :
pada tanggal . Ke :
Ke pala Pada tanggal
Kepala
{ ooz [P
L Tiba di : Berangkat dari ;
pada tanggal : Ke .
Kepala : Pada tanggal
Kepala

(

Tiba kembali di ccovveevvees creanne

Pejabat yang memberikan
Parintah

(tempat kadudukan) ...............

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa
yang tersebut di atas benar dilaksnnakan
sesuai dengan perintah dan dzlam waktu
yang sesingkat-singkatnya

Pejabat yang memberikan
Perintaly

Berisi
informasi
pelaksatiaan
perjalanan
dinas,
penulisan di
lakukan
secara jelas
dan detail
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H. Surat Izin

1.

Penjelasan
Surat Izin acalah Naskah Dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu

permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Susunan

Susunan surat izin berbentuk surat terdiri atas:

a. Kepala, terdiri atas:

1) kata SURAT IZIN ... atau IZIN ...;
2) kata NOMOR...,...;
3) kata TENTANG;dan
4) nama judul surat izin.
b. Isi, terdiri atas:
1) pertimbangan dikeluarkannya izin;
2) kata MEMBERI IZIN
3) kata Kepada
4) nama, jabatan dan alamat penerima izin;
5) kata untuk; dan
6) kegiatan/perbuatan yang diizinkan

c. bagian akhir, terdiri atas:

1) tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkan Surat Izin:

2) nama jabatan yang menetapkan Surat Izin:

3) tanda tangan pe:abat yang memberi izin;

4) nama jelas pejabar yang memberi izin selain Gubernur dilengkapi NIP
bagi PNS;

5) stempel jabatan,instansi; dan

6) tembusan sesuai kebutuhan.

Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang di gunakan dengan ketentuan:

a. surat izin yang ditandatangani oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Wakil
Gubernur atas name Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas
Jabatan Gubernur;

b. surat izin yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas wewenang
jabatannya dan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur dibuat di atas
kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa alamat;
dan

c. surat izin yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang
jabatannya dan pejabat atas nama Kepala PD/UKPD dibuat di atas kertas

Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang bersangkutan tanpa alamat.
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Contoh Format Pengetikan Surat Izin Gubernur

KOP JABATAN GUBERNUR
} 3 spasi
SURAT IZIN MMMMM
} 2 spasi
NOMOR .../...
2 spasi
TENTANG
MMMMMMMMMMMMMMMM
} 3 spasi

4 Mmunmmmmmommm oo s mm am i a
MmounmmmmnEEnUnoURINILLT;
)2 apasi
b, Mmnmmimmmmmommm o M OnmEanmmnun
MMONMNIONNN O ORI T,

3 spasi
KMEMBERI IZIN:
} 3 spasi

Dasat

Kepada :

Mmmmmmmmmmmmmmmm mmm
} 2 spasi

Mmmmmmmmmmmmommmmmin
} 2 spasi

Mmmmmmmmmmmmmmmaomnoun
12 spasi

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
) 3 spasi

Mmmmmmmmmm mmmmIrmmnmmn Mo MUEHm s
MMM TN TN M AT NI TN M s rinim.
14 spasi
}

Nama
Jabatan
Alamat

untuk

Dikeluarkan ci Jalcas ta
pada tanggol xx Mmun ximex
) 2 spasi
Gubernur Daerah Ehtisus.
Ibukota Jakarta,
} 5 -6 spasi

stempel instansi )
{ tanda
tangan
Nama Jelas
} 2 spast

Tembusan:

1. Mmmmmmmmmm

2.  Mmmmmmmmmmmm
3. dan seterusnya

Menggunakan

kop jabatan
Gubernur

Identitas jenis
surat, nomor,
tentang surat
menggunakan
huruf kapital

Memwuat/ berisi
dasar
pembanan izin

sorttsmm st ssrmtraa]

Berisi
identitas
penerima izin

Nauma jabatan
gubernur
disertai nama
jelas i bawah
lokasi tanda
tangun
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5. Contoh Format Pengetikan Surat Izin Kepala PD/ UKPD

Dasar

Kepada :

Nama
Jabatan
Alamat

untuk

Tembusan:
1. Mmmmmmmmmm

3.  danseterusnya

EOP DINAS TANPA ALAMAT
) 3 spasi
SURAT IZIN MMMMM
)2 spasi
NOMOR ... /...
} 2 spasi
TENTANG
MMMMMMMMMMMMMMMM
} 3 spasi

; a. Mmmmmmmnmmmmmiunounmmmmaainnm
Mmmmmm MR T TN 0
} 2 spasi
b. Minmmmmmaimoimmmmmm mmm e msm mm
IMMMMTIITINM NI T TN TITmmm.
} 3 spasi
MEMBERI IZIN:
) 3 spasi

Mmmmmmmmmmmmmmminmmm
| 2 spasi

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
)2 spasi

Mmmmmmmmmmmmmmmmmaoun
)2 spasi

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

)3 spasi

Mrsnmmmmmmmmmmmmommmmmmzimm mnunmimmimnmim
MU MO TN O MDY T THYL,

) 4 spasi
)

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal xx Mmummmmm xoc

} 2 spasi
Nama jabatan,
} 8 ~0spasi

stempelinsinns )
) tanda

J

Nama Jolas
NIP...

larigan

]2 spast

2, Mmmmmmmmmmmm

Menggunakan
kop naskaly
dinas pd/ukpd
tanna alamat

Identitas jenis
surat, nomor,
tentang surat
menggunakan
huruf kapital

Memuat / berisi
dasar
pemberian izin

Berisi identitas
penerima izin

Nama jabatan,
disertai nama
jelas di bawah
lokasi tanda
tanean
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BAB VI

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS LAINNYA

A. Notulen Rapat
Notulen Rapat terdiri atas Notulen Rapat Hasil Sidang dan Notulen Rapat Hasil
Rapat
1. Notulen Rapat Hasil Sidang

a. Penjelasan
Notulen rapat hasil sidang merupakan catatan atau laporan singkat yang
berisi, waktu, peserta dan hal yang dibicarakan dalam sidang.
b. Susunan
Susunan notulen rapat hasil sidang terdiri atas:
1) kepala, terdiri atas:
a) frasa NOTULEN RAPAT HASIL SIDANG:;
b) keterangan tentang sidang/rapat terdiri atas:
(1) nama sidang/rapat;
(2) hari, tanggal;
(3) waktu sidang/rapat;
(4) tempat;
(5) acara;
(6) pimpinan sidang/rapat;
(7) ketua;
(8) sekretaris;
(9) pencatat; dan
(10) peserta sidang/rapat.
2) isi, terdiri atas.
a) kata pembukaan;
b) pembahasan;
¢) pembacaan hasil rapat; dan
d) waktu penutupan.
3) bagian akhir, terdiri atas:
a) nama jabatan
b) tanda tangan; dan
¢) nama jelas dilengkapi NIP.
4) penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan
ketentuan:
a) notulen rapat ditandatangani oleh:

(1) ketua;
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(2) sekretaris; dan
(3) pencatat/penulis cepat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

b) notulen rapat yang ditandatangani oleh pejabat sidang dan

pimpinan sidang dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas

PD/UKPD dengan alamat.

c. Contoh

Format Pengetikan Notulen Hasil Sidaxg

TANPA KOP NASKAH DINAS

NOTULEN RAPAT

] 3 spasi
Haori
Tanggal
Waktu
Tempat
Pimpinan Rapat
Acara HN
Peserta Rapat N U UU

) 2 spasi
A.  BAHASAN RAPAT

1 I spasi
1. Mmmmmmmmmm O M AT M I T G R

2. Mmmmmmoa eI M mmmr R G M ma g
3 Mmmmmmmmmommmoomummmmmnn oo nImmn

a.

b. Mimunmmin, mmmumnmm MUmomm MmO maim. Iunam
c Mmmmm mmmmm mmmmmmmmnm ATMIUTNNINTUTIN TUTHTHIL
d

Dst
4 Mmmmmmmomom smnmmminm ommmnm o ammmmm
5 dst
)2 spasi
KESIMPULAN
) 1 spasi

1. Mmmmmmmmmmmmmmmnnnmmmmrmmmmmmnmmnummnmmm minnunnimmmm

MMM INMMnm
2, Mmmthnmau I T MM T AT D M
3. Mmmmmmmmnmommonmmmmmmmrmm rmammmm,
4 dst,
} 2 spasi
TINDAK LANJUT
} 1 spasi
1 Mmmmmmmmmmmmm o i m a i m ey e mrmm MG AU M A nmn

bt eevectaetedertoetislsbtoe (ohorbindiothste
2. MmmmmmmmmmmmmnmInnmm I B MmO mmmm
3

dst.

) 2 spasi
Jakasta, xx MMM xxx
} I spasi
Mengetahui, Notulis,
Nama Jabatan
) 3 spasi
)Tanda Tangan JTanda Tangan
Nama Jelas

Nama Jelas

NIP ... NIP ..

Mengpgunakan
kop naskah dinas
dengan alamat

Disesuaikan
dengon

pelaksanaan
ageidla rapat

Bahasan rapat,
kesimpulan,
dan tindak
lanjut
disesuaikan
dengan EYD

Penulisan hama
lengkap notulis
dan pejabat yang
mengetahui
diketik dengan
huruf awal
kapital dan
tanda tangan
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2. Notulen Rapat Hasil Rapat

a. Penjelasan
Notulen rapat hasi’ rapat merupakan catatan atau laporan singkat yang

berisi, waktu, peserta dan hal yang dibicarakan dalam rapat.
b. Susunan
Susunan notulen rapat terdiri atas:
1} Kepala, terdiri atas:
a) frasa NOTULEN RAPAT;
b) keterangan tentang sidang/rapat terdiri atas:
(1) hari;
(2) tanggal;
(3) waktu;
(4) tempat;
(5) pimipinan rapat;
(6) acara; dan
(7) peserta rapat;
2) isi, terdiri atas:
a) bahasan materi rapat;
b) kesimpulan; dan
c) tindak lanjut.
3) bagian akhir, terdiri atas:
a) tanggal, bulan dan tahun;
b) frase notulis;
c) frase mengetahui;
d) nama jabatan; dan
€) nama lengkap dengan NIP.
c. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yuhg digunakan dengan
ketentuan:

1) notulen rapat yang ditandatangani oleh Pelaksana sebagai peserta
rapat, dibuat di atas kertas berukuran F4, tanpa Kop Naskah Dinas
dan diketahui oleh atasan langsungnya; dan

2) notulen rapat yang ditandatangani oleh pejabat struktural dibuat di
atas Kkertas berukuran F4, tanpa alamat dan diketahui atasan

langsungnya.
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d. Contoh Format Penagetikan Notulen Rapat Hasil Rapat

TANPA KOP NASKAH DINAS

NOTULEN RAPAT
13 spasi
)
Sidang/Rapat Mmmmmmmmmmmmmmmmmmim Hmmmm . aiknr
Hari dan Tanggal Mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmn - Disesuatkan
Waklu Sidang/Rapat MmmmmmmmmmRImIMmmErnmImi Hmmmin dengan
Temapt Mmmmmmmmmmumnmmmmmmmmmmm pelaksanaan
Acara Mmmmmmmmmmam mmm mmmimmmmin raput dan
} 3 spasi penuh.smx
seslad
) B dengan EYD
Pimpinan Sidang/Rapat WM MMM MMM MITMMMMmmm
13 apasi
)
Ketua Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnimmmm
Sekretaris . Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmms: »
Pencatatan Mmmmmmmmmmminmmmmmmnin mpmm
} 3 spasi Penulisan
) nama lengkap
. ditulis dengan
Peserta Sidang/Rapat 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn huraf awal
2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmpimmmn kapital d
} 3 spasi apit an
) tanda tangan
Kegiatan Sidang/Rapat Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
} 2 spasi
1 Kata Pembukaan . Mmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmm
2 Pembahasan Mmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmm
3 Putusan Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
} 3 spasi

}
Mmmmm mmmmmmne mmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm - MTmmmsEmImm - mmmmnm Kalimat

mmmm) mmy 1
Mm mm mmmommmn perutup

] 4 spasi
)

Pemimpin Sidang /Rajial

14 apaai
Panulisan
nama lengkap
Nama Jabatan, pejabat
}5-6 spast Peminipin
)tanda tangan

Nama Jelas
NIP...

B. Sertifikat
1. Penjelasan
Sertifikat merupakan tanda bukti seseorang ielih mengikuti kegiatar
tertentu.
2. Susunan
Susunan sertifikat terdiri atas:
a. kepala, terdiri atas:
1) frasa SERTIFIKAT.....; dan
2) kata NOMOR..../....
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b. Isi, terdiri atas :
1} nama yang menerima sertifikat;
2) NIP yang menerima sertifikat;
3) nama instansi vang menerima sertifikat; dan
4) jenis/nama kegiatan yang diikuti lengkap dengan tanggal dan tempat
pelaksanaan.
c. bagian akhir, terdiri atas:
1} nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
2) nama jabatan yang memberikan sertifikat;
3) tanda tangan pejabat yang memberikan Sertifikat;
4) nama jelas pejabat yang memberikan sertifikal; dan
5) stempel jabatan/instansi yang memberikan sertifikat.
3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a. sertilikat yang ditanndatangani oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dibuat
di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur;

b. sertifikat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Kepala PD atas
nama Gubernur menggunakan Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta tanpa alamat; dan

c. sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala PD atas kewenangannya

menggunakan Kop Ivaskah Dinas PD yang bersangkutan tanpa alamat.



4. Contoh Format Pengetikan Sertifikat
7 f :} Meangpgunalian Kop
. Jabatan Gubernur/ Kop
Z Kop J Naskah Dinas PD
/4 ‘f“‘i Ly Penjenamaan Kota
SERTIFIKAT +JAKARTA Jakarta, kolaborator dst
J 3 spasi s s i
)
Diberikan kepada : —
) 3 spasi
}
Nama
} 2 spast Disesuaikan dengan
NIP Data Penerima
12 spasi T Sertifikat
Instansi
) 3 spasi
/ |J
Sebagai/Mas partisipasinga dalam ..................yang diselenggsakan oleh Kalimat Penjelasan
v e v iieeinee .. dan tanggal  s.d. rmireeeeeeee DETEMPAt  di Pemberian Sertifikat
) 3 spasi
Mmmmnmmm, xoc Minmm xo -
) 2 apasi
GUBERMUR DAERAH KHUISLIS
[BUKOTA JAKARTS,
Penulisan nama lengkap
) 56 spasi ditulis huruf kapital,
dibubuhi tanda tangan,
dan cap stempel basah
(stempel jabalan )
) tanda tangan
)
NAMA JELAY
C. Piagam
1.  Penjelasan
Piagam berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan
yang telah diwujudkan.
2. Susunan

85

Susunan Piagam terdiri atas:

a. kepala, terdiri atas:
1) frasa PIAGAM.....; dan
2) kata NOMOR.../ ..;

b. isi, terdiri atas:
1) nama pejabat yang memberikan penghargaiui;
2)
3)
4)
S)
6)

c. bagian akhir, terdiri atas:

1) nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;

nama yang menerima penghargaan;

nip yang menerima penghargaan;
nama jabatan yang menerima penghargaan: dan

nama instansi penerima penghargaan.

nama tempat, tanggal lahir yang menerima penghargaann;
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2) tanda tangan pejabat yang memberikan penghargaan;

3) nama jelas pejabat yang memberikan penghargaan; dan

4) stempel jabatan/instansi yang memberikan penghargaan.

Penandatanganan dar: Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a. piagam yang ditancatangani oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dibuat

di atas Kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; dan

b. piagam yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas kewenangannya
menggunakan Kcp Naskah Dinas PD/UKPD yang bersangkutan tanpa

alamat.

Contoh Format Pengetikan Piagam

KoP

} 3 spasi
)

FIAGAM PENGHARGAAN
) 2 spasi

NOMOR : wcos wverenn/avmrnonssvesrinnins

)2 s’pasi"
)
DIBERIKAN KEPADA :

Nama

) 2 spasi
Tempat/ Tangge! Lahir v e e
) 2 spasi
NIP ceerrraeer s ans

)2 spasi

Jabatan

) 2 spasi
Inistansl

) 3 spasi
)

) 4 spasi
J
}
Mmmammmin, xo Mmmm xxoo0
) 2 spasi
GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

)5~ 6 spasi

)Stempel Jabatan
JTanda Tangan
Nama Jelas

Logo
+JAKARTA

Menggunakan kop
jabatan Guberniur/ kop
naskah dinas PD

Logo Penjenamaan kota
jekarta, kolaborator, dsb

Menggunakan huruf
kapital

=

Disesuaikan dengan
data penerima
penghargaan

I

Kalimat penjelasan
pemberian

penghargaan

Penulisan nama
lengkap ditulis
sesuai dengan
eyd, dibubuhi
tanda tangan,
dan cap stempel
basal
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D. Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan (STTPP)

1.

Penjelasan
Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan (STTPP) merupakan naskah

dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan

pelatihan tertentu.

Susunan
Susunan STTPP terdiri atas :

a.

d.

kepala, terdiri atas:

1) frasa SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN;dan
2) kata NOMOR:..../...

isi, terdiri atas:

1) nama pejabat yang memberikan STTPP;

2) nama yang menerima STTPP;

3) nama tempat, tanggal lahir yang menerima S1'[PP;
4) -NIP yang menerima STTPP;

5) nama jJabatan yang menerima STTPP; dan

6) nama instansi yang menerima STTPP.

bagian akhir, terdiri atas:

1) nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun;

2) tanda tangan pejabat yang memberikan STTPP;

3) nama jelas pejabat yang memberikan STTPP; dan
4) stempel jabatan/instansi yang memberikan STTPP.

halaman belakang dapat dicantumkan agenda pembelajaran.

Penandatanganan dan Eop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a.

STTPP yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat di atas kertas Kop
Naskah Dinas Jabatan Gubernur: dan

STTPP yang ditandatangani oleh Kepala P> atas nama Gubernur
menggunakan Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi tanpa alamat.
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Contoh Format Pengetikan STTPP

LAMBANG GARUDA

Bagian Depan

)} 4 spasi

SURAT TaliDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
) 2 spasi
NOMOR .. TAHUN .
) 3 spasi

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 200(:, an ketentuan-
ketentuannya menyatakan bahwa

12 spasi
Tempat, tanggal lank
12 spasi
NIP
1 2 spasi
Pas Foto Pangkat, Golongar#Ruang : )2 spasi
4x6 Jabatan
} 2 apasi
Instansi
} 2 spasi
LULUS
12 apasi
Kualifikasi
3 t)p«ut

Pada Pendidikan dan Pelathan ................... Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang
diselenggarakah oleh Badan Pemgembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DIl Jokata di
dari tanggal Sampai dengan yang meliputi
’ ) 4 spasi
}

Mmmmmmmimm, xxx Mmmmrim xxox

) 2 spas
GUBERMUR DAERAH KH.JSilJsi
IBUKOTA JAKARTA.

} 5-6 spasi

{stempel Jabatan )
)} tanda tangan

NAMA JELAS

Lambang Garuda
dan nama jabatan
yang telah
dicetak,
berukuran 3,14
cmx 3,14 am.

Penomoran
yang berurutan
calam satu
tabun takwin

Penulisan nama
lengkap diketik
dengan Inuuf
kapital dibubuhi
tanda tangan, dan
cap stempel basah

Kalimat penatup

Yo

Nwunea jabatan
Gubernur dan nama

lengkap
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. { ) Diketik dengan
Bagian Belakang | 4 spasi }' huruf kapital
AGENDA PEMBELAJARAN
)3 apasi
}
TEMA
Umum * (ditentukan Badan Diklat Ferangkat Daerah),
o Memuat
R o informasi
i } 2 spasi - pelatihan
Khusus (ditentukan oleh penyelenggaraan dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual setempat)
)4 spasi
Mmmmmmmmm, o Mmmmnum xox
]2 spasi
Nama Jabatan, Pemulisan
- nama lengkap
/5~ 6 spasi diketik dengan
huruf kapital
(stempel jabatan ) ;iﬁ‘l‘;b:;?: _
) tanda langan dan cap gan,
MAMA JELAS stempel basah
MIP . ..

E. Memo
1. Penjelasan
a. Memo merupakan suatu bentuk naskah dinas yang materinya
mengandung pemberitahuan, permintaan, atau pertanyaan atas suatu
permasalahan yang dapat digunakan oleh atasan kepada bawahan atau
antarpejabat yang setingkat;
b. memo ditandatangani oleh pembuat memo;
c. memo tidak dibubuhi stempel; dan
d. isi memo dapat diketik atau ditulis tangan.
2. Susunan

Susunan memo terdirl atas :

a.

kepala, terdiri atas:

1) kata MEMO;

2) kata Dari untuk memuat nama si pengirim Memo; dan

3) kata Kepada untuk memuat nama alamat/ pejabat yang dituju.
isi, memuat materi/ungkapan permasalahan.

bagian akhir, terdiri atas:

1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya memo; dan

2) tanda tangan atau paraf pembuat memo.

Penandatanganan dan Kep Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a.
b.

memo dibuat di atas kertas ukuran 16 cm x 21 em (setengah folio);

Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur bagi memo yang ditandatangani
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oleh Gubernur atau Wakil Guber_nur} dan

c. Kop Naskah Dinas instansi PD/UKPD tanpa alamat bagi memo yang

ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD yang bersangkutan.

Contoh Format Pengetikan Memo

KOP NASKAH DINAS
)} 3 spasi
MEMO
} 3 spasi
Kepada
} 3 spasi
Mmmmmmn  mmommmmomm - ommmmmomm mmnmnm mOMnmmmmn
mmaminmoummoin . MOMNmm momonn mmmoim MOmmounm o CounOMImmimm
MMIMUNOUNOMNM IMOUIME MO MmN MmO MIG DM mmin.
) 3 spasi
Mmmmmmm  mooonmmmnmn MOommoouimnmn O nnmone mmoannmmm
mmmmminmmmn - mmmon - Qunomomn. Inmmmmm OOmmImmm OO o i amm
mmmmmmmomin mMmOUnm MOETIRILMING QMM IR MM mm,
)} 3 spasi
Jakarta, xx MMM xxx
} 2 apasi
Nranal Jud ity
i8-8 apasi

Watda m'ngan,
Kama Jelas
NIP...

Menggunakan
kop perangkat
daerah

Disasnaikan
dengan
identitas
pengirim dan
pentetima

Lﬁ*\mr_}

Isi memo ]

Disesuailan
dengan Lokasi
pada saat
penandatangan
Memo

Penulisan nama
lengkap ditulis
dengau lnurudf
awal kapital dan
tanda tangan
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F. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas

1.

Penjelasan
Surat keterangan melaksanakan tugas merupakan Naskah Dinas yang

memuat pernyataan pejabat yang berwenang kepada seorang atau

sekelompok pegawai pada posisi atau jabatan untuk melaksanakan

pekerjaan/kegiatan tertentu.

Susunan
Susunan surat keterangan melaksanakan tugas terdirt atas kepala, isi dan

bagian akhir surat.

a.

kepala, terdiri atas:

1) [rasa SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS: dan

2) Kkata NOMOR.../....

isi, terdiri atas:

1) nama jelas pejabat yang mengeluarkan surat keterangan
melaksanakan tugas;

2) NIP, pangkat/golongan, dan jabatan pejabat yang mengeluarkan surat
keterangan melaksanakan tugas;

3) frasa Dengan ini menerangkan dengan sesu ngguhnya bahwa:;

4) nama jelas pegawai;

S5) NIP, pangkat/golongan, dan jabatan pegawai;

6) frasa yang diangkat berdasarkan Peraturain ... Nomor ... terhitung ...
telah nyata menjalankan tugas sebagai ...di...; dan

7) kalimat penutup surat keterangan melaksanakan tugas.

bagian akhir, terdiri atas:

1) tempat dan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya surat
keterangan melaksanakan tugas;

2) nama jabatan yang berwenang; dan

3) tanda tangan dan stempel.

Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan

ketentuan:

a.

surat keterangan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh
Gubernur atau Waki. Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas
Jabatan Gubernur;

surat keterangan yang ditandatangani olch Sckretaris Daerah dan Kepala
PD atas nama Gubernur dibuat di atas kerlus Kop Naskah Dinas
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa alamat; dan

Surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas
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wewenang jabatannya dibuat di atas kertas Kop Nuskah Dinas PD/UKPD

yang bersangkutan dengan alamat.

Contoh Format Pengetikan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas

KOP NASKAH DINAS
13 spasi
SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

12 spasi
NOMOR ...... [oenicnen

Yang bertanda tangan di baweh ini:

Nama
11 spasi
) 1 spasi
Pangkat, (Golongan/ Ruang
) 1 spast
Jabatan
12 spasi
Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:
Nama
} 1 spasi
NIP
) 1 spasi
Pangkat, Golongan/ Ruang .
} 1 spasi
Jabatan
} 3 spasi
Yang diangkat berdasarkan Pecaturan ........c.coereenn.... Nomor .......... terhitung . ......
telah nyata menjalankan tugas sebagai ......cocerievers di eeveoeveresserensssesernsnn,
134 spast

)
Demildan Surat Keterangan Melaksanakean Tugas ini saya buat dengan sesungguhnya
dengan mengingat sumpah/pegawai negeri sipildan apabila dikemudian hasi isi surat
pemyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi Negara, maka saya

Menggunakan
kop pd/ukpd,
tanggal dan
tempat
pembuatan
disesuaikan

Informasi
pemberi
keterangan dan
penerima
keterangan

Penutup surat

bersedia menanggung kerugian tersebut.

Lokasi dan
penanggalan
disesuaikan
dengan waktu
penandatanganan
serta
pembubuhan
tanda tangan
membuat nama
jelas

G. Rekomendasi

1.

1 spasi
/
Jakarta, XX mmmm XXX
Namna Perangkat Daerah
15-0 spasi
}
/
(stempel jabatan )
) tanda tangen
NAMA JELAS
NIP ... .cociinn
13 spasi
}
Penjelasan
Rekomendasi merupakan Naskah Dinas yang

memuat keterangan,

penjelasan, atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang suatu hal,
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urusan, dan/atau masalah yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi
yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.
Susunan
Susunan Rekomendasi terdiri atas :
a. kepala, terdiri atas:
1) kata Nomor, Sifat, Lampiran, dan Hal;
2) pejabat/alamat vang dituju; dan
3) kata REKOMENDASI.
b. Isi, dirumuskan dalam bentuk uraian.
c. bagian akhir, terdiri atas:
1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Rekomendasi;
2) nama jabatan dan tanda tangan pejabat;
3) nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan
4) stempel jabatan, instansi.
Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:
a. rekomendasi yang Zitandatangani oleh Gubemur atau Wakil Gubernur
dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur: dan
b. rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang
jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang

bersangkutan dengan alamat.
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4. Contoh Format Penge:ikan Rekomendasi

Nomor
Sifat

Hal

a.

Lampiran

Mmmmmmmmmmmmmn
MMMmMMIMTMANIT T DT Dmmmm mmm mmmrnmornrmmm famnimm mmmim

MMM mmnm

Mmmmmmmmmy
MMM

Mmmmmmmmm
MM mmmm

Mmmmmmmmm

KOP NASKAH DINAS

) 3 ~4 spasi
XX Mmmmm xxxx
} 3 spasi
Mmmmmmmnmmmmm Kepada
Yth. Mirmpinmim mmm
di
Jahana
)3 ~4 spasi
REKOMENDAS!
] 3 spasi

MAMMTRMIITITIRTTm MHmmimm mEmRmmmmmm

MMM MMM nrEm

Mmmmmrmmmm

[l algialeigiala'algla'alilalo])

) 2 spasi
IMMMIMMMIMMMNMIMNMm. MmN mormrrsnm.— mommm
MINTMNGMIm

) 2 spasi
MMAMMAMRRRIMINONMOTNINmm . (mnamsenm mnmm
TR
} 2 spasi
MMMMIm  OMIMImOmHRIRTNMmOm mmmmem. immm
} 3 spasi
mmmemm gigiaialalals'aglat'ainlatalatala Tttt figl) mmmm
} 4 epasi
Mmmim, s Mmmm 20xx
) 2 spasi
Nama Jabatan
}5- 6 spasi
stempel jgbntan )
) tanda tatigan
Nama Jelas

NiP

KOP naskah
dinas PD

Tanggal dan
tempat
pembuatan

Tujua surat
uilangan
(nama
Jabatan)

Berisi materi
rekomendasi.
penulisan
sesuai dengan
evd

Penulisan
tempat,
tanggal, dan
nama lengkap
ditulis dengan
huruf awal
kapital dan
tanda tangan
dan cap
stempel
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BAB VII

PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, UNTUK
PERHATIAN, PELAKSANA TUGAS, DAN PELAKSANA HARIAN

A. Atas Nama Dan Untuk Beliau

1.

2.

Penjelasan

a. atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang
dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat di
bawahnya; dan

b. untuk beliau yang disingkat u.b. digunakan jika pejabat yang diberikan
kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya,
sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas nama (a.n.).

Pelimpahan wewenang u.b mengikuti urutan sampai 1 (satu) tingkat

struktural dibawahnysz.

B. Untuk Perhatian, Pelaksana Tugas, Dan Pelaksana Harian

1.

Untuk perhatian
a. untuk perhatian yang disingkat u.p. digunakar: untuk mempermudah dan

mempercepat penyampaian naskah dinas kepada seorang pejabat yang
dituju, tetapi surat terlebih dahulu disampaikan/dialamatkan kepada
atasan pejabat yang dituju untuk diketahui; dan
b. untuk pejabat yang menerima naskah dinas u.p. harus melaporkan hasil
tugasnya kepada atasan langsung.
Pelaksana tugas
Pelaksana tugas yang selanjutnya disebut Plt. merupakan pejabat sementara
pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan  wewenang
penandatanganan Naskah Dinas karena pejabat definitif berhalangan tetap.
Pelaksana harian
Pelaksana harian yang selanjutnya disebut b, merupakan pejabat
sementara pada jabatan tertentu yang mendapit pelimpahan wewenang

penandatanganan Naskah Dinas, karena pejabat definitif berhalangan

sementara.
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C. Contoh Pengetikan Atas Nama, Untuk Beliau, Untuk Perhatian, Pelaksana Tugas
Dan Pelaksana Harian.

a. Contoh penulisan atas nama

a.n. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Kepala Bagian Tatalaksana,

b. Contoh penulisan untuk beliau

a.n. Kepala Biro Organisasi dan Relormas| Birokrasi
Kepala Bagian Tatalaksana,
u.b.

Kepala Subbagian Tata Usaha

c. Contoh penulisan untuk perhatian

Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

u.p. Kepala Bagian Tatalaksana

d. Contoh penulisan untuk pelaksana tugas

a.n. Pejabat Definitif Berhalangan Tetap

Pzjabat Penerima Tugas,

Ttd

Nama lengkap

e. Contoh penulisan ur:tuk pelaksana harian

a.n. Pejabat Definitif Berhalangan Sementara

Pejabat Penerima Tugas,

Ttd

Nama lengkap
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BAB VIII

PENULISAN NAMA, PEMARAFAN, PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN

TINTA UNTUK NASKAH DINAS

A. Penulisan Nama

1.

Penulisan nama Gubernur dan Wakil Gubernur atas wewenang jabatannya
pada Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah
menggunakan huruf kapital serta tidak menggunakan gelar.

Penulisan nama Wakil Gubernur atas nama Gubernur pada Naskah Dinas
dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah menggunakan huruf
kapital serta tidak menggunakan gelar.

Penulisan nama Sekretaris Daerah, dan Kepala PD/UKPD atas wewenang
jabatannya pada Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum
daerah menggunakan huruf kapital dan tidak men ggnnakan gelar.,
Penulisan nama Sekretaris Daerah dan Kepala PD alas nama Gubernur pada
Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah
menggunakan huruf kapital dan tidak menggunakan gelar.

Penulisan nama Gubernur atas wewenang jabatannya pada Naskah Dinas
dalam bentuk dan susunan surat dapat menggunakan gelar.

Penulisan nama Wakil Gubernur atas wewenang jabatannya dan atas nama
Gubernur pada Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat dapat
menggunakan gelar.

Penulisan Nama Sekretaris Daerah, Kepala PD/UKPD, atas wewenang
jabatannya dan atas nama pada Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan

surat dapat menggunakan gelar dan Nomor Induk Pegawai (NIP).

B. Pemarafan

1.

Setiap Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat penandatangan
terlebihh dahulu dilakukan pemarafan/ diparaf.

Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah sebelum
ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.

Paraf sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh
pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.

Paraf sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3

merupakan bentuk keterkaitan, memberikan koreksi/usulan, persetujuan
terhadap konsep naskah dinas serta ikut bertanggung jawab atas muatan

materi, substansi, redaksi dan pengetikan.
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Paraf sebagaimana dimaksud pada angka 4, meliputi:

a.

paraf hierarki, yang dilakukan paling sedikit cleh satu pejabat pada satu
jenjang struktural di bawahnya;

paraf koordinasi, yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari
PD /UKPD terkait;

Kepala satuan pelaksana dan/atau satuan pelayanan dan/atau yang
setingkat dengan sebutan lain pada UPT/UKPD selaku pengonsep Naskah
Diﬁas, harus memberikan paraf pada Naskah Dinas;

Naskah Dinas dalam bentuk produk hukum daerah atau dalam bentuk
surat yang akan ditandatangani oleh Gubernur/Wakil
Gubernur/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah harus melalui
prosedur paraf koordinasi dalam lembaran perbal baik secara horizontal
ataupun vertikal;

pemaraf serta perbal dilakukan oleh pimpinan PD/UKPD pengonsep dan
pejabat/pifnpinan PD/UKPD yang karena fungsi dan pembidangannya
ikut bertanggungjawab atas materi konsep naskah dinas;

pemaraf serta pertama adalah Kepala PD/UKPD dan dilanjutkan oleh
Kepala PD/UKPD terkait;

urutan pemaraf serta mencerminkan tingkat kepentingan dan keterkaitan
PD/UKPD tersebut terhadap substansi perbal;

khusus untuk alur proses pembentukan naskah dinas dalam bentuk
produk hukum (Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur),
dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pembentukan produk
hukum daerah;

Untuk naskah dinas dalam bentuk Keputusan Gubernur dan non produk
hukum, Kepala Biro Kepala Daerah memberikan paraf serta pada perbal

setelah meneliti perbal atas redaksi dan format: dan
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j. format lembaran perbal:

PERBAL NASKAH DINAS

DHSI OLEH UNIT YANG MENANGAN] DIISI OLEH BIRO UMUM DAN ADM. SEKDA/ BIRO
KESEKRETARIATAN/ BIRO UMUM DAN KDH/ BIRO HUKUM BAGIAN UMUM DAN

ADM. SEKDA/ BIRO KDH/ BIRD HUKUM/ PROTOKOL

BAGIAN UMUM DAN PROTQKOL
SEBAGAI PENGONSEPR

1. Dikerjakan oleh 1. Diterima oleh Pengendali Surat
2. Dinomori oleh

2. Diperiksa oleh 3. Diketik oleh
4. Ditaklik oleh

3. Diedarkan oleh 5. Diterima oleh Pengirlm Surat
6. Dikirim oleh
7.

4. Net telah disetujui oleh Perbal dan pertinggal disimpan
Unit yang menangani oleh
Kesekretariatan/ Biro
Umum dan Adm. Sekda,
Biro KDH/ Biro Hukum/
Bagian Umum dan
Protokol :

DIMAJUKAN PADA TGL. ctoveeeeesricereeearieteeeseieeeetseeee e s e

Hal/ Judul Naskah Dinas :

Nomor : Jakarta, ... 20....... .
Sifat
Lampiran :
Pemaraf Serta :
Tembusan :

Ditetapkan oleh -

Setelah selesai pembuatan naskah dinas,
perbal asli dan pertinggal diseraskan kepada
Biro Umum dan Adm. Sekda/ Biro KDH/ Biro
Hukum/ Bagian Umum dan Protokol

Pelaksanaan pemarafan pada Naskah Dinas dan pada lembaran perbal dapat

dilakukan secara elektronik.
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C. Penandatanganan Naskah Dinas

1. Gubernur
a. Gubernur menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan

produk hukum daerah, terdiri atas:
1) Peraturan Daerzah;
2) Peraturan Gubernur;
3) Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
4) Keputusan Gubernur.
b. Gubernur menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan
surat, terdiri atas:
1) instruksi;
2) kesepakatan bersama
3) perjanjian kerja sama
4) nota kesepakatan
5) surat edaran;
6) surat biasa;
7) surat keterangan;
8) surat perintah;
9) surat izin;
10) surat perjanjian:
11) surat tugas;
12) seruan.
13) surat kuasa;
14)
15) surat keterangan melaksanakan tugas;

surat undangan;

16) surat panggilan;
17) nota dinas;

18) pengumuman;
19) laporan;

20) rekomendasi;
21) berita acara;

22) lembar disposisi;
23) piagam;

24) sertifikat;dan
25) memo.

c. Gubernur dapat melimpahkan atau mendelegasikan wewenang kepada

pejabat dibawahnya.
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Wakil Gubernur
Wakil Gubernur sesuai kewenangan menandatangani Naskah Dinas dalam
bentuk dan susunan surat, terdiri atas:

a. surat biasa;

b. surat keterangan;

c. surat perintah;

d. surat izin;

e. surat keterangan melaksanakan tugas;

f. nota dinas;

g. surat undangan,;

h. telaahan staf;

laporan;

e
.

j. rekomendasi;

k. lembar disposisi; dan

1. memo.

Sekretaris Daerah menandatangani Naskah Dinas sesuai kewenangannya,
terdiri atas:

a. keputusan;

instruksi;

surat edaran

a0 o

surat biasa;
surat kKeterangan;
surat perintah;

surat izin:

R oo

surat kuasa;

o
.

surat undangan;

surat keterangan melaksanakan tugas;

—,

k. surat panggilan;

[u—

nota dinas;

. lembaran disposisi;
telaahan staf;
pengumuman;
laporan;

rekomendasi;

" QT oo B oy

berita acara;

notulen;

@

t. piagam;



102

u. sertifikat; dan

V. Imemo.
Asisten Sekretaris Daerah atas wewenang jabatanrya menandatangani Naskah

Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
nota dinas;
. laporan;
. surat pengantar;

. notulen;

a.
b
c
d
e. Iemo;
f. surat undangan;
g. lembar disposisi; dan
h. surat biasa.
Kepala PD
a. Kepala PD atas wewenang jabatannya menandalangani Naskah Dinas,

terdiri atas:

1) Keputusan Kepala PD sesuai kewenangannya;

2) instruksi;

3) surat edaran;

4) surat biasa;

5) surat keterangan;

6) surat perintah;

7) surat izin;

8) surat kuasa;

9) surat undangan;

10) surat keterangan melaksanakan tugas;

11) surat panggilan;

12) nota dinas;

13) telaahan staf;

14) pengumuman;

15) surat pengantar;

16) laporan;

17) rekomendasi;

18) berita acara;

19) lembar disposisi;

20) sertifikat;

21) piagam: dan

22) memo.
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Dalam hal tertentu. dapat berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI
Jakarta selaku Kepala PD atas nama Gubernur menandatangani
naskalh dinas dalam bentuk dan susunan surat, yaitu STTPP.

2) Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan
Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta juga berwenang
menandatangani Surat Edaran yang ditujukan kepada semua Kepala

PD/UKPD.

Wakil Kepala PD
Wakil Kepala PD atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas

dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:

a.

o

c
d
e
f.
g
h

i.

surat keterangan;

surat perintah,;

. surat izin;
. surat keterangan mzlaksanakan tugas;

. nota dinas:

telaahan staf:

. rekomendasi;

. lembar dispsosisi; dan

memo.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta atas

wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan

susunan surat, terdiri atas:

a.

=

[
.

PROM oo a0

Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI
Jakarta;

surat biasa;

surat keterangan;

surat perintah;

surat izin;

surat kuasa;

surat undangan;

surat keterangan melaksanakan tugas;

surat panggilan;
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nota dinas;

o

lembar disposisi;

telaahan staf:

:—4

. pengumuinan;
. laporan;
rekomendasi;
berita acara;

lembar disposisi; dan

2T oo 8 g

meIno.
Kepala UKPD

Kepala UKPD atas wewenang jabatannya menandalangani Naskah Dinas,
terdiri atas:

Keputusan Kepala UKPD sesuai kewenanganitya;

instruksi;

surat edaran;

surat biasa;

surat perintah;

surat tugas;

surat kuasa;

B®ome a0 oo

surat undangan;

surat keterangan;

e

surat keterangan melaksanakan tugas;

W(_a

surat panggilan;

—

surat pengantar;
. nota dinas;
telaahan staf;
pengumuman;
laporan;

rekomendasi;

"0 0T o 5oy

berita acara;
piagam;
sertifikat:

. lembar disposisi; dan

S g oo

I:emao.

Sekretaris PD
a. Sekretaris PD yang membidangi ketatausahaan menandatangani

Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan sural yang bersifat internal,
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terdiri atas:
1) surat biasa;
2) surat keterangen;
3) surat perintah;
4) surat kuasa;
5) surat undangan;
6) nota dinas;
7) lembar disposisi;
8) telaahan staf;
9) laporan; dan
10) memao.
b. Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sebagélimana dimaksud
dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan jabatannya

10. Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada PD

a. Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada PD/UKPD menandatangani Naskah
Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang bersifat internal, terdiri atas:
1) surat perintah;
2) nota dinas;
3) surat keterangan;
4) surat izin;
5) notulen;
6) telaahan staf;
7) laporan;
8) surat undangan; dan
9) surat biasa,
b. Kewenangan penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud
dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan jabatannya.

11. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang atau Kepala Seksi pada PD/UKPD
menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk clain susunan surat yang
bersifat internal, terdiri atas:

a. telaahan staf;

b. laporan;

c. surat kKeterangan;
d. notulen; dan

surat biasa.

®
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12. Walikota /Bupati
Walikota/Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan
surat, terdiri atas:

. Keputusan Walikota/Keputusan Bupati;

instruksi;

surat edaran;

surat biasa;

surat keterangan;

surat perintah;

surat izin;

PR o™me e oo

surat kuasa;
surat undangan,;
surat keterangan melaksanakan tugas;

—e
.

J-

k. surat panggilan;
1. nota dinas;

m. pengumuman;
n. surat pengantar;
o. laporan;

p. rekomendasi;

q. berita acara;

r. piagam;

s. sertifikat:

t. lembar disposisi: dan
u. telaahan staf;
V. memao.
13. Wakil Walikota /Wakil Bupati
Wakil Walikota/Wakil Bupati atas wewenang jabatannya menandatangani
Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan suraf, terdiri atas:
. surat biasa;
. surat Keterangan;

. surat perintah;

a
b

c

d. surat izin;
e. surat keterangan melaksanakan tugas;
f. nota dinas;

g. undangan;

h. telaahan staf;

laporan;

[
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j- rekomendasi;
k. lembar disposisi: dan
1. memo.
14. Sekretaris Kota /Kabupaten
Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi ata. wewenang jabatannya

menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri

atas:

a. surat biasa;

b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat izin;

surat kuasa;
surat undangan,;

surat keterangan melaksanakan tugas;

oomoth oo

. surat panggilan;
nota dinas;

telaahan staf:

[y

.

k. pengumuman,;

[a—

laporan;

. rekomendasi;
berita acara;
notulen;
sertifikat;

lembar disposisi; dan

e T oo 5o

memo.
15. Asisten Sekretaris Kota /Kabupaten
Asisten  Sekretaris Kota/Kabupaten atas wewenang jabatannya
menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri
atas:
a. nota dinas;
b. lembar disposisi;
c. telaahan staf;
d. laporamn;

surat pengantar;

®

notulen; dan

™

g. memo.
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16. Camat
Camat atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas, terdiri

atas:
a. keputusan camat sesuai dengan kewenangannya;

b. surat biasa;

c. surat keterangan;
d. surat perintah;

e. surat izin,

f. surat kuasa;

g. surat undangan;
h. surat keterangan melaksanakan tugas;
i. surat panggilan;
j. nota dinas;

k. telaahan staf;

1. pengumuman;
m. laporan;

n. rekomendasi;

0. berita acara;
p. lembar disposisi: dan
g. memo.

17. Wakil Camat
Wakil Camat atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas

dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
a. surat biasa;

. surat keterangan;

. surat perintah;

. surat izin;

b

C

d

e. nota dinas;
f. telaahan staf:
g. laporan;

h. rekomendasi;

lembar disposisi; dan

e

j. memo.
18. Sekretaris Kecamatan
Sekretaris Kecamatan atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah

Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:

a. surat biasa:
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. surat keterangan;
. surat perintah,;

. surat undangan;

b

C

d

e. nota dinas;
f. surat keterangan melaksanakan tugas;
g. laporan;

h. lembar disposisi; dan

memao.

[
.

. Lurah

Lurah atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas, terdiri
atas:

a. Keputusan Lurah sesuai dengan kewenangannya;

surat biasa;

surat keterangan;

surat perintah;

surat izin;

surat kuasa;

surat undangan;

A

surat keterangan melaksanakan tugas;

surat panggilan;

p—to

nota dinas;

telaahan staf:

- e

pengumuman;
. laporan;

rekomendasi;

berita acara;

lembar disposisi; dan

SR

memao.

. Wakil Lurah
Wakil Lurah atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas

dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
. surat biasa;
. surat keterangan;

. surat perintah;

a
b
c
d. surat keterangan melaksanakan tugas;
e. nota dinas;

f.

telaahan staf;
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rekomendasi;

0

h. memo;

i. surat undangan,

j. lembar disposisi; dan

k. laporan.

Sekretaris Kelurahan

Sekretaris Kelurahan atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah
Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:

a. surat biasa;

o

surat keterangan;

surat perintah;

e o

surat undangan;
nota dinas;
telaahan staf;

memo,

=

. lembar disposisi; dan

.p-a.

laporan.

D. Pelaksanaan Penandatanganan Naskah Dinas Atas Nama Dan Untuk Beliau

1.

Penandatanganan Naskah Dinas atas nama dan/atau untuk beliau,
dilaksanakan apabila pejabat yang seharusnya menandatangani Naskah

Dinas berhalangan tetap/sementara.

Penandatanganan Naskah Dinas dapat dilakukan secara elektronik dan
dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. efisiensi;

b. kecepatan pelayanan mendesak/darurat;

c. kecepatan pelayanan administrasi;
d

. situasi dan kondisi;

®

alasan obyektif;

beban dan volume kerja; dan

]

g. sifat dan substansi surat.

E. Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas

1.

Tinta yang digunakan untuk menulis/mencetak naskah dinas, berwarna

hitam.
Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf Naskah Dinas,

berwarna biru tua.

Tinta yang digunakan untuk stempel berwarna ungu.
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4. Tinta yang digunakan untuk keperluan keamanan Naskah Dinas berwarna

merah.
F. Contoh Penulisan Nama Dan Pemarafan Naskah Dinas
1. Untuk Naskah Dinas vang ditandatangani oleh Gubernur dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan produk
hukum daerah berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada
sisi kiri nama jabatan Gubernur diparaf oleh Sekretaris Daerah dan pada
sisi kanan nama jabatan Gubernur diparaf oleh Kepala Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

b. Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa
Keputusan Gubernur dan Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat
pada sisi Kkiri nama jabatan Gubernur diparaf oleh Sekretaris Daerah dan
pada sisi kanan nama jabatan Gubernur diparaf oleh Kepala Biro Kepala

Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

c. penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah berupa Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur, sebagai berikut:

(x) GUBERNUR DAERAI1 KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, (xx)

NAMA JELAS

Keterangan : (x) Paraf Sekretaris Daerah
(xx) Paraf Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta

d. penulisan nama dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah berupa Keputusan
Gubernur, sebagai berikut:

(x) GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA. (xx)

NAMA JELAS

Keterangan : (x) Paraf Sekretaris Daerah
(xx) Paraf Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta
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e. penulisan nama dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan surat, sebagai beriluuil:

(x) Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, (xx)

Nama Jelas

1

Keterangan : {x) Paraf Sekretaris Daeralh
ixx) Paraf Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas wewenang
jabatannya, sisi kiri nama jabatan Wakil Gubernur diparaf oleh Sekretaris
Daerah dan sisi kanan nama jabatan Wakilb Gubernur diparaf oleh Kepala
Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan
Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan surat, sebagai berikut:

(x) Wakil Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, (xx)

Nama Jelas

Keterangan : (x) Paraf Sekretaris Daerah
(xx) Paraf Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Naskah Dinas yang dizandatangani oleh Sekretaris Daerah atas wewenang
Jabatannya, sisi kiri nama jabatan Sekretaris Daerah diparaf oleh kepala
biro/kepala PD Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Sekretaris Daerah
diparaf oleh Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah dengan
ketentuan berikut:

a. penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah sebagai berikut:

(x) SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, (xx)

NAMA JELAS
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b. penulisan nama dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan

dalam bentuk dan susunan surat, sebagai berikut:

ix) Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, (xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan : (x) Paraf Kepala Biro/ Kepala PD pengonsep
(xx) Paraf Kepala Biro Umum

Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas
wewenang jabatannya, sisi kiri nama jabatan Asisten Sekfetaris_ Daerah
diparaf/disetujui oleh Kepala Biro/Kepala PD pengonsep dan sisi kanan
nama jabatan Asisten Sekretaris Daerah diparaf oleh Kepala Biro
Administrasi Sekretariat Daerah P rovinsi DKI JAkarta, dengan Penulisan
nama dan pemarafan/persetujuan pada Naskah Dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan surat ketentuan sebagai berikut:

(x) Asisten ...
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, (xx)

Nama Jelas

NIP ...
Keterangan : (x) ParafKepala Biro/ Kepala PD pengonsep
(xx) Paraf Kepala Biro Administrasi Sekretariat

Daerah.

Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Biro atas wewenang
jabatannya, sisi kiri nama jabatan Kepala Biro diparaf oleh Kepala Bagian
pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Kepala Biro diparaf oleh Kepala
Subbagian yang menangani ketatausahaan, berlaku ketentuan sebagai

berikut:
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a. Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah, sebagai berikut:

(x) KEPALA BIRO ...
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, (xx)

NAMA JELAS

b. Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan

dalam bentuk dan susunan surat, sebagai berilcud;
(x) Kepala Biro ...

Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, (xx)

Nama Jelas
NIP ...
Keterangan : (x) Paraf Kepala Bagian pengonsep
(xx) Paraf Kepala Subbagian yang menangani
ketatausahaan

Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Walikota, sisi kiri nama jabatan
Walikota diparaf/disetujui oleh Sekretaris Kota dan sisi kanan nama jabatan
Walikota diparaf oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol, berlaku ketentuan
sebagai berikut.

a. Penulisan nama dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan

dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah, sebagai berikut:

(x) WALIKOTA JAKARTA ..., (xx)

NAMA JELAS
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b. Penulisan nama dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan surat, sebagai berikut:

(x) Walikota Kota Administrasi Jakarta ..... , (xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan : (x) Paraf Sekretaris Kota Administrasi
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol

Untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Walikota atas
wewenang jabatannya, sisi kiri nama jabatan Walikota diparaf/disetujui oleh
Sekretaris Kota dan sisi kanan nama jabatan Walikota diparaf oleh Kepala
Bagian Umum dan Protokol dengan penulisan nama dan pemarafan pada
Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat sebagai
berikut:

(x) Wakil Walikota Jakarta ....., (xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan : (x) Paraf Sekretaris Kota
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol

Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kota atas wewenang
jabatannya, sisi kiri nama jabatan Sekretaris Kota diparaf oleh Kepala UKPD
pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Sekretaris Kota diparaf oleh Kepala
Bagian Umum dan Protokol, dengan penulisan nama dan pemarafan pada
Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk diin susunan surat dengan
ketentuan sebagai berikut:

(x) Sekretaris Kota Administrasi Jakarta ..... , (xx)

Nama Jelas
NIP ..

Keterangan : (x) Paraf Kepala UKPD pengonsep
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol
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Naskah Dinas yang ditandatangam oleh Asisten Sekretaris Kota atas
wewenang jabatannya, sisi kiri nama jabatan Asisten Sekretaris Kota diparaf
oleh Kepala UKPD Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Asisten Sekretaris
Kota diparaf oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol dengan penulisan nama
dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan

susunan surat dengan ketentuan sebagai berikut:

(x) Asisten ...
Sekretaris Kota Administrasi Jakiuta ..., (xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan : (x) Paraf Kepala UKPD pengonsep
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol

Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati, sisi kiri nama jabatan
Bupati diparaf oleh Sekretaris Kabupaten dan sisi kanan nama jabatan
Bupati diparaf oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol, berlaku ketentuan

sebagai berikut:

a. Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan

dalam bentuk dan susunan produk hukum daerali, sebagai berikut.

(x) EUPATI KEPULAUAN SERIBU, (xx)

NAMA JELAS

b. Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan

dalam bentuk dan susunan surat, sebagai berikut:

(x) Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu, (xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan : (x} Paraf Sekretaris Kabupalen
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol
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11. Untuk Naskah Dinas vang ditandatangani oleh Wakil Bupati atas wewenang
jabatannya, sisi kirl nama jabatan Wakil Bupali ciparafl oleh Sekretaris
Kabupétcan dan sisi kanan nama jabatan Wakil Bupati diparaf oleh Kepala
Bagian Umum dan Protokol dengan penulisan nama dan pemarafan pada
Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan

ketentuan sebagai berikut:

(x) Wakil Bupati
Kabupaten Kepulauan Seribu, (xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan : (x) Paraf Sekretaris Kabupalten
(xx) Paraf Kepala Bagian Uimum dan Protokol

12. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabupaten atas
wewenarng jabatannya, sisi Kiri nama jabatan Sekretaris Kabupaten diparaf
oleh Kepala UKPD dan sisi kanan nama jabatan Sekretaris Kabupaten diparaf
oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol, dengan penulisan nama dan
pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan

surat dengan ketentuan sebagai berikut:

(x) Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu, (xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan : (x) Paraf Kepala UKPD perigonsep
(xx) Paraf Kepala Baglan Uinum dan Protokol

13. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Kabupaten atas
wewenang jabatannya, sisi kiri nama jabatan Asisten Sekretaris Kabupaten
diparaf oleh Kepala UKPD pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Asisten
Sekretaris Kabupaten diparaf oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol,
dengan penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang
dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai

berikut:
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(x) Asisten ...
Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan : (x) Paraf UKPD pengonscp
(xx) Paraf Kepala Bagian Uinum dan Protokol

14. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD, pada sisi kiri nama
jabatan Kepala PD diparaf oleh Kepala UKPD/Bidang/Bagian pengonsep dan
sisi kanan nama jabatan Kepala Perangkat Daerah diparaf oleh Sekretaris

PD, berlaku ketentuan sebagai berikut.

a. Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan

dalam bentuk dan susunan produk hukum dazrah.

(x) KEPALA PD........
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
(xx)

NAMA JELAS

b. Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan

dalam bentuk dan susunan surat.

(x) Kepala PD .....
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan : (x) Paraf Kepala UKPD/ B:dang/ Bagian pengonsep
(xx) Paraf Sekretaris PD
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16.
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Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Kepala PD atas wewenang
jabatannya, sisi kiri nama jabatan Wakil Kepala PD diparaf oleh Kepala UKPD
Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Wakil Kepala PD diparaf oleh
Sekretaris PD dengan Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas

yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan

sebagai berikut:

(x) Wakil Kepala PD ...
Provinsi Daerahh Khusus Ibukota Jakarta, (xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan : (x) Paraf Kepala UKPD pengonsep
(xx) Paraf Sekretaris PD

Naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala UKPD atas wewenang
jabatannya, sisi kiri nama jabatan Kepala UKPD diparaf oleh Pimpinan
Kepala Seksi/Kepala Subbagian Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan
Kepala UKPD diparaf oleh Kepala Subbagian yang menangani ketatausahaan,
dengan penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang
dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai
berikut:

(x) Kepala Suku Dinas/Badan ...
Kota Administrasi Jakarta ..., (xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan : (x) Paraf Kepala Seksi/ Subbagian pengonsep
(>x) Paraf Kepala Subbagian tata usaha

Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi DKI Jakarta atas wewenang jabatannya, sisi kiri nama
jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
diparaf oleh pejabat Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Sekretaris
DPRD diparaf oleh Kepala Bagian yang menangani Ketatausahaan, dengan

penulisan nama dan pemmarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan dalam
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bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai berikut:

(x) Sekretaris DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan : (x) Paraf Kepala Bagian pengonsep
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum

18. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Camat, sisi kiri nama jabatan Camat
diparaf oleh pejabat pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Camat diparaf
oleh Sekretaris Kecamatan dengan penulisan nama dan pemarafan pada
Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan
ketentuan sebagai berikut:

(x) Camat Kecamatan ..., (xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan : (x) Paraf Subbagian/kasie pengonsep
(xx) Paraf Sekretaris Kecamatan

19. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Camat atas wewenang
jabatannya, sisi kiri nama jabatan Wakil Camat diparaf oleh pejabat
pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Wakil Camat diparaf oleh Sekretaris
Kecamatan déngan penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang
dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai
berikut:

(x) Walikota Camat Kecamaran ..... , (xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan : (x) Paraf Subbagian/ Kasie pengonsep
(xx) Paraf Sekretaris Kecamatan



121

20. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan atas

21.

wewenang jabatannya, sisi kiri nama jabatan Sekretaris Kecamatan diparaf
oleh Kepala Subbagian Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Sekretaris
Kecamatan diparaf oleh Subbagian yang menangani Ketatausahaan dengan
penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan dalam

bentuk dan susunan surat berlaku ketentuan sebagai berikut:

(x) Sekretaris Kecamatan ..., (xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan : (x) Paraf Subbagian/ Kasie pengonsep
(xx) Paraf Subbagian yang menangani ketatausahaan

Naskah dinas yang ditandatangani oleh Lurah, sisi kiri nama jabatan Lurah
diparaf oleh pejabat pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Lurah diparaf
oleh Sekretaris Kelurahan dengan penulisan nama dan pemarafan pada
Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan

ketentuan sebagai berixut:

(x) Lurah Kelurahan ..... , (xx)

Nama Jelas
NIP ..

Keterangan : (x) Paraf Pejabat pengonsep
(xx) Paraf Sekretaris Kelurahan
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22. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Lurah atas wewenang

23.

jabatannya, sisi kiri nama jabatan Wakil Lurah diparaf oleh pejabat
pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Wakil Lurah diparaf oleh Sekretaris
Kelurahan dengan penulisan nama dan pemarafan pada naskah dinas yang

dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai

berikut:
(x) Walikota Lurah Kelurahan ....., (xx)
Nama Jelas
NIP ...
Keterangan : (x) Paraf Pejabat Pengonsep

(xx] Paraf Sekretaris Kelurahan

Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan atas wewenang
jabatannya, sisi kiri nama jabatan Sekretaris Kelurahan diparaf oleh pejabat
pengonsep dengan penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang
dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai

berikut:
(x) Sekretaris Kelurahan ..., (xx)

Nama Jelas
NIP ..

Keterangan : (x) Paraf pengonsep
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BAB IX

PENOMORAN NASKAH DINAS

A. Penomoran Produk Hukum Daerah
Penomoran Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah

(baik peraturan maupun keputusan) terdiri atas dua komponen, yaitu nomor urut

dan tahun penetapan yang dibatasi dengan kata TAFHUN dengan ketentuan

sebagai berikut:

NOMOR XX TAHUN XXXX
» i.xxX :nomor urut
L ii. xxxx: tahun penetapan/

dikeluarkan

B. Penomoran Persuratan
Penomoran Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan

sebagai berikut:

1. Penomoran surat dalam bentuk dan susunan instruksi berlaku mutatis
mutandis dengan ketentuan penomeran produk hukuiun daerah.

2. Surat edaran terdiri atas tiga komponen, yaitu nomor urut, tulisan surat
edaran dan tahun pembuatan yang masing-masing dibatasi garis miring

dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor: XX/SE/XXXX

» i XX : nomor urut

» ii. SE : Surat Edaran

— iil. XXXX :tahun pembuatan
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3. a. Penomoran Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat lainnya terdirj
atas dua komponen, yaitu nomor urut dan kode klasifikasi yang dibatasi

garis miring dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor: XX/XX.XX.XX

N i. XX : nomor urut

| i.  XX.XX.XX : kode Klasifikasi

b. Untuk penomoran Naskah Dinas Elektronik diawali dengan huruf E
(diberikan secara otomatis oleh sistem), dengan ketentuan sebagai

berikut:
Nomor: EXX/XX. XX. XX

» i. E : Identitas Elektronik

» i1 XX : nomor urut

» jii, XXXX.XX :kode klasifikasi

4. Penomoran seruan dan pengumuman terdiri atas dua komponen, yaitu
nomor urut dan tahun pemkuatan yang dibatasi dengan kata TAHUN dengan

ketentuan sebagai berikut:

NOMOR XX TAHUN XXXX
» i. XX : nomor urut
Ly ii.  XXXX : tahun pembuatan

S.  Nomor peraturan, kepurusan, instruksi, surat edaran, seruan, pengumuman
dan surat lainnya yang menggunakan kode klasifikasi, masing-masing yang
dicatat dalam buku tersendiri.

6. Penomoran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan
angka 3 dimulai pada awal bulan Januari dan berakhir pada akhir bulan
Desember.

7. Penomoran Naskah Dinas dilakukan oleh induk tata usaha.

8. Penomoran seluruh Naskah Dinas non produk hukum yang ditandantangani

oleh Gubernur dilakukan oleh Biro Kepala Daerpda Sekretariat Daerah
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Provinsi DKI Jakarta.

Penomoran seluruh Naskah Dinas produk hukum yang ditandantangani oleh
Gubernur dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI
Jakarta.

Penomoran seluruh Naskah Dinas yang ditandatangant oleh Walkil Gubernur
baik karena kewenangannya atau atas nama Gubernur dilakukan oleh Biro
Kepala Daeral Setda Provinsi DKI Jakarta.

Penomoran seluruh INaskah Dinas yang ditandatangani olehh Sekretaris
Daerah atas nama Gubernur dilakukan oleh Biro Kepala Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Daeranh Khusus Ibukota Jakarta.

Penomoran seluruh Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah karena kewenangannya dilakukan oleh Biro Umum dan Administrasi
Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Penomoran seluruh Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD atas
nama Gubernur, dilakukan oleh Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta.

Penomoran seluruh Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Asisten
Sekretaris Daeral atas kewenangannya yang bersilat internal dilakukan oleh
Biro Umum dan Administrasi Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
DKI Jakarta.

Penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD atas
kewenangannya, dilakukan oleh Sekretariat/Subbagian Ketatausahaan.
Penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Walikota atau Wakil
Walikota dilakukan olen Bagian Umum dan Protokol.

Pencmoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
dilakukan oleh Bagian Umum dan Protokol.

Penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kota atas
nama Walikota, Sekretaris Kota bertindak atas wewenang jabatannya,
Asisten Sekretaris Kota, dilakukan oleh Bagian Unwum dan Protokol.
penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabupaten
atas nama Bupati, Sekretaris Kabupaten berltindak atas wewenang
jabatannya, Asisten Sekretaris Kabupaten, dilakukan oleh Bagian Umum dan
Protokol.

penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD atau Kepala
UKPD, pejabat lain atas nama kepala PD/UKPD, dilakukan oleh

Sekretariat/Subbagian Ketatausahaan.
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BAB X

STEMPEL

A. Jenis Stempel

Jenis stempel, terdiri atas:

1.

2
3.
4

stempel Jabatan Gubernur;

stempel Pemerintah Prcvinsi DKI Jakarta;
stempel PD; dan

stempel UKPD.

B. Bentuk Stempel

Bentuk stempel adalah bundar dan terdiri atas:

1.

2
3.
4

garis lingkaran luar;
garis lingkaran tengah;
garis lingkaran dalam; dan

isi stempel.

C. ukuran stempel

1.

Ukuran garis tengah lingkaran antara lain:

a. lingkaran luar sebesar 4 cm (empat sentimeter);

b. lingkaran tengah sebesar 3,8 cm (tiga koma delapan sentimeter); dan

c. lingkaran dalam sebesar 2,7 cm (dua koma tujuh sentimeter).

Ukuran garis tengah dapat diubah sesual dengiut kebutuhan pemberian
pelayanan.

Perubahan ukuran dilakukan oleh dan dengan keputusan kepala PD yang

bersangkutan dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

D. Isi Stempel

1.

Isi stempel Jabatan Gukernur, terdiri atas:

a. sebutan Gubernur DKI Jakarta; dan

b. lambang negara Garuda Pancasila.

Isi stempel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terciri atas:
a. sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan

b. lambang daerah Jaya Raya.

Isi stempel PD, terdiri atas:

a. sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

b. sebutan PD; dan
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c. lambang daerah Jaya Raya.

Isi stempel UKPD, terdiri atas:

a. sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
b. sebutan PD;

c. sebutan UKPD; dan

d. lambang daerah Jaya Raya.

E. Penggunaan Stempel

1.

Penggunaan stempel jebatan Gubernur, untuk mengesahkan Naskah Dinas
yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.

Penggunaan stempel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengesahkan
Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama
Gubernur atau pejabat lain atas nama Gubernur.

Penggunaan stempel PD, untuk mengesahkan Naskah Dinas yang
ditandatangani oleh Kepala PD, Wakil Kepala PD atau pejabat lain atas nama
Kepala PD.

Penggunaan stempel UKPD, untuk mengesahkan Naskah Dinas yang
ditandatangani oleh Kepala UKPD, Wakil UKPD atau pejabat lain atas nama

Kepala UKPD.

F. Penanggung Jawab Penggunaan Dan Penyimpanan Stempel

1.

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel jabatan
Gubernur, stempel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Kepala Biro
Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel PD, terdiri atas :

a. stempel Sekretariat Daerah adalah Biro Umum dan Administrasi
Sekretaris Daerah Sekertariat Daerah Provinsi DK! Jakarta.

b. Stempel Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, stempel dinas, stempel badan,
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta adalah Sekretaris.

c. stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI
Jakarta adalah Kepala Bagian yang menangani ketatausahaan pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

d. stempel kota administrasi dan kabupaten administrasi adalah Bagian
Umum dan Protokol.

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel kecamatan adalah

Sekretaris Kecamatan.

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel kelurahan adalah
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Sekretaris Kelurahan.
5. Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel UKPD adalah
kepala subbagian yang menangani ketatausahaan pada UKPD yang

bersangkutan.

G. Contoh Stempel

1. Stempel Jabatan Gubernur

2. Stempel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

o DA

| ]
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3. Stempel PD
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BAB XI

KOP NASKAH DINAS

A. Jenis Kop Dinas

Jenis Kop Naskah Dinas terdiri atas:

1.
2.
3.

Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur;
Kop Naskah Dinas PD; dan
Kop Naskah Dinas UKPD.

B. Bentuk Kop Naskah Dinas

Bentuk Kop Naskah Dinas, zerdiri atas :

1.
2.

Kop Naskah Dinas tanpa alamat; dan
Kop Naskah Dinas dengan alamat.

C. Ukuran Kop Naskah Dinas
Ukuran huruf Kop Naskah Dinas diatur dengan perbandingan 1: 2: 3 (satu

berbanding dua berbanding tiga), dengan rincian:

1.

Ukuran huruf 1 (satu) antuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon, nomor
faksimile, situs, e-mail dan kode pos;

Ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
atau kota administrasi/kabupaten administrasi; dan

Ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan nama PD/UK?D.

D. Isi Kop Naskah Dinas

1.

Isi Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur

Isi Kop Naskah Dinas Gubernur terdiri atas tulisan Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta dan lambang negara berwarna kuning emas, yang

ditempatkan secara simetris pada bagian tengah atas halaman Kop Naskah

Dinas.

Isi Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

a. isi Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa alamat,
terdiri atas tulisan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
ditulis tebal, dan lambang daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang
ditempatkan secara simetris pada bagian tengah atas halaman Kop
Naskah Dinas; dan

b. isi Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan alamat,
terdiri atas tulisan Pzmerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ditulis tebal, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile, situs, e-
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mail, kode pos dan menggunakan lambang daerah Jaya Raya berwarna
hitam, yang ditempatkan pada bagian kiri atas serta dibatasi dengan satu
garis lurus panjahg dengan ketebalan 2,25 (dua koma dua puluh lima)
point.

3. Isi Kop Naskah Dinas PD, terdiri atas :

a. isi Kop Naskah Dinas PD tanpa alamat, terdiri atas tulisan nama PD,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditulis tebal, dan menggunakan
lambang daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan secara
simetris pada bagian tengah atas halaman Kop Naskah Dinas.

b. isi Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah dengan alamat, terdiri atas
tulisan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PD ditulis
tebal, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile, situs, e-mail, kode
pos dan menggunakan lambang daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang
ditempatkan pada dagian kiri atas serta dibatasi dengan garis lurus
panjang dengan ketebalan 2,25 (dua koma dua puluh lima) point.

4. Isi Kop Naskah Dinas UKPD, terdiri atas :

a. isi Kop Naskah Dinas UKPD tanpa alamat, terd:ri atas tulisan nama UKPD
dan nama PD yang bersangkutan ditulis tebal dan menggunakan lambang
daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan secara simetris pada
bagian tengah atas halaman Kop Naskah Dinas.

b. isi Kop Naskah Dinas UKPD dengan alamat, terdiri atas tulisan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota, miuna PD, nama UKPD yang
bersangkutan ditulis tebal, alamat lengkap, nomor telepon, nomor
faksimile, situs, e-mzil, kode pos, dan menggunakan lambang daerah Jaya
Raya berwarna hitam, yang ditempatkan pada bagian kirl atas serta
dibatasi dengan garis lurus panjang dengan ketebalan 2,25 (dua koma dua

puluh lima) point.

. Penggunaan Kop Naskah Dinas

1. Penggunaan Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur
Penggunaan Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur digunakan untuk Naskah
Dinas yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.

2. Penggunaan Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Penggunaan Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan
untuk Naskal Dinas yang ditandatangani oleh Sekrelaris Daerah atas nama
Gubernur atau pejabat lain atas nama Gubernur.

3. Penggunaan Kop Naskah Dinas PD
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a. penggunaan Kop Naskah Dinas PD tanpa alamat untuk Naskah Dinas
yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan produk hukum dan dalam
bentuk dan susunan surat tertentu; dan

b. penggunaan Kop Naskah Dinas PD dengan alamat untuk naskah dinas
yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat.

Penggunaan Kop Naskah Dinas UKPD
Penggunaan Kop Naskah Dinas UKPD digunakan untuk Naskah Dinas yang
ditandatangani oleh Kepala UKPD atau pejabat lain atas nama Kepala UKPD.

F. Penanggung Jawab Penggunaan Dan Penyimpanan

1.

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah Dinas,
Jabatan Gubernur, Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
adalah Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Penanggung jawab penggunaan dan penyimpianan Kop Naskah Dinas
Sekretariat Daerah adzlah Kepala Biro Umum dain Administrasi Sekretariat
Daeral Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah Dinas
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Biro Kepala Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi DEKI Jakarta atau dengan sebutan lain dan
membawahi/menangari urusan ketatausahaan.

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah Dinas PD
adalah sekretaris PD atau dengan sebutan lain dan membawahi/ menangani
urusan ketatausahaan.

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah Dinas UKPD
adalah kepala subbagian yang menangani ketatausahaan pada UKPD yang

bersangkutan.

G. Pemenggalan Kalimat/Kata
Dalam menuliskan nama PD dan/atau UKPD tetap mengacu pada kaidalh Bahasa

Indonesia Ejaan Yang Disempurnakan.
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H. Contoh Kop Naskah Dinas
1. Kor Naskah Dinas Jabatan Gubernur

s
Lambang Negara

. berwarna kuning emas

Wt

A

GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

2. Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

a. tanpa alamat

PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon ... Faksimile

Website ... E-mail ...
JAKARTA
Kode Pos : xxxxx
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3. Kop Naskah Dinas PD
a. tanpa alamat

1) Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah

JAYA AYA

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

2) Kop Naskah Dinas PD

DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

b. dengan alamat

1) Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon ... Faksimile ...
Website ... E-mail ...
JAKARTA
Kode Pos : xxxxx
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2) Kop Naskah Dinas PD

JAYARAYA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jalan ........oeeiin .»... Telepon ... Faksimile ...
Website ... E-mail ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxxx

4. Kop Naskah Dinas UKPD
a. tanpa alamat

1) Kop Naskah Dinas UKPD

JAYA AYA

SUKU BADAN KEPEGAWAIAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

2) Kop Naskah Dinas UPT

UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA
DINAS PEMUDA DANOLAHRAGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA
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3) Kop Naskah Diras Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

b. dengan alamat

1. Kop Naskah Dinas UKPD

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN
SUKU DINAS PERHUBUNGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Jalar: ....... Telepon ...., Faks. ... Website ... E-mail ...
JAKARTA
Kode Pos : xcoox

2) Kop Naskah Dinas UPT Badan

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH
Jalan ............... Telepon ...., Faksimile ... Website ... E-mail ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxxx
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3) Kop Naskah Dinas Biro Sekertariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM
dJalan .......ccooeveiniiiiinininnn, Telepon ...., Fax. ...
Website : ....... Email : ....... a,....com
JAKARTA

Kode Pos : xxxxx
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BAB XII

PAPAN NAMA

A. Jenis Papan Nama

Jenis papan nama terdiri atas :

1.
2.
3.

Papan Nama Kantor Gubernur;
Papan Nama Kantor PD; dan

Papan Nama UKPD.

B. Bentuk Papan Nama
Papan nama kantor Gubernur, kantor PD, dan kantor UKPD, berbentuk empat

persegi panjang dengan perbandingan ukuran 2 : 1 (dua berbanding satu).

C. Ukuran Papan Nama

1.

Ukuran papan nama untuk kantor Gubernur dan kantor PD/UKPD dapat

dibuat serasi sesuai dengan luas areal dan besar bangunan.

Ukuran standar papan nama untuk kantor Gubernur adalah 400 cm x 200

cm (empat ratus sentimeter kali dua ratus sentirneter).

Ukuran standar papan nama untuk kantor PD adalah 300 ecm x 150 cm

(empat ratus sentimeter kali dua ratus sentimeter).

Ukuran standar papan nama untuk kantor Walikota/Bupati adalah 300 cm

x 150 cm (tiga ratus sertimeter kali seratus lima puluh sentimeter).

Ukuran standar papan untuk kantor Camat adalah 200 cm x 100 cm (dua

ratus sentimeter kali seratus sentimeter).

Ukuran standar papan nama untuk kantor Lurah adalah 150 cm x 75 cm

(seratus lima puluh sernmimeter kali tujuh puluh lima sentimeter).

Ukuran standar papan nama unit kerja pada UKPD adalah 250 cm x 125 cm

(dua ratus lima puluh sentimeter kali seratus dua puluh lima sentimeter)

Papan nama kantor Gubernur, menggunakan warna dasar hitam dengan

tulisan berwarna kuning emas, dengan perbandingan ukuran huruf 2 : 3 (dua

berbanding tiga), denga= rincian:

a. ukuran huruf 2 (dua; untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon, dan
kode pos; dan

b. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan kantor Gubernur DKI Jakarta.

Papan nama kantor PD menggunakan warna dasar putih dengan warna

tulisan hitam, perbandingan ukuran huruf 1 : 2 : 3 (satu berbanding dua
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berbanding tiga), dengan rincian:

a. ukuran huruf 1 (sazu) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon, dan
kode pos;

b. ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan

c. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan sebutan Kantor PD yang
bersangkutan.

Papan nama kantor UKPD, menggunakan warna dasar putih dengan warna

tulisan hitam, perbandingan ukuran huruf 1 : 2 : 3 (satu berbanding dua

berbanding tiga), dengan rincian:

a. ukuran huruf 1 (satu) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon dan
kode pos;

b. ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan

c. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan nama UKPD.

Ukuran papan nama instansi lain yang berkantor dalam kawasan kantor

Gubernur, kantor PD dan/atau kantor UKPD, tidak boleh lebih besar dari

papan nama kantor Gubernur, kantor PD dan/atau UKPD.

D. Isi Papan Nama

1.

Isi papan nama kantcr Gubernur, terdiri atas tulisan Kantor Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, alamat lengkap, nomor telepon dan kode
pos serta menggunakan lambang negara berwarna kuning emas, yang
ditempatkan pada bagian tengah atas.

Isi papan nama kantor PD, terdiri atas tulisan Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, kantor nama PD yang bersangkutan, alamat
lengkap, nomor telepor: dan kode pos serta menggunakan lambang daerah
Jaya Raya berwarna hitam putih, yang dilempatkan pada bagian tengah atas.
Isi papan nama UKPD, -erdiri atas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebutan
PD yang bersangkutan, nama UKPD yang bersangkutan dengan
menyebutkan wilayah kota administrasi yang bersangkutan/kabupaten
administrasi Kepulauan Seribu, alamat lengkap, nomor telepon, nomor
faksimile dan kode pos, serta menggunakan lambang daerah Jaya Raya

berwarna hitam, yang ditempatkan pada bagian kiri atas.

E. Bahan Dan Penempatan

1.

Bahan papan nama kantor Gubernur, kantor Walikota/Bupati dapat

menggunakan marmer, beton atau bahan lainnya.
Bahan huruf pada papan nama kantor Gubernur, kantor Walikota/Bupati

dapat menggunakan cat, seng/plat atau bahan lainuya.
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3. Penempatan papan nama kantor Gubernur, kantor Walikota/Bupati, di
tempat yang strategis mudah dilibat dan serasi dengan letak dan bentuk
gedung/bangunannya. dengan tinggi paling kurang 1 (satu) meter dari
permukaan tanah.

4. Bahan papan nama PD/UKPD dapat menggunakzn kayu, beton, seng/plat,
atau bahan lainnya

S. Bahan huruf pada papan nama PD/UKPD dapat menggunakan cat, semen,
seng/plat atau bahan ‘ainnya.

6. Penempatan papan nama PD/UKPD di tempat yang strategis, mudah dilihat
dan serasi dengan letak dan bentuk gedung/bangunannya, dengan tinggi
paling kurang 1 (satu) meter dari permukaan tanah.

7. Bagi beberapa PD/UKPD yang berada di bawah satu atap atau komplek

perkantoran, dapat dibuatkan papan nama yang bertuliskan nama-nama

PD/UKPD dalam satu papan nama yang serasi.
8. Bentuk, ukuran dan isi papan nama PD/UKPD disesuaikan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penempatan papan nama diletakkan di tempat yang strategis, mudah dilihat

dan serasi dengan letak dan bentuk gedung/bangunannya.

F. Contoh Bentuk, Ukuran, Dan Isi Papan Nama

1. Papan Nama Kantor Gubernur

e

— Lambang Negara
5 berwarna kuning
emas

KANTOR GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jalan Medan Mer-eka Selatan Nomor 8-9 Telepon ...
JAKARTA

Kode Pos: xxsoex
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Papan Nama PD

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon ... Faksimile ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxxx

PEMERINTAE PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Jenderal Achmad Yani Kav. 64 Nomor ... Telepon ... Faksimile ...
JAKARTA

Kode Pos : xxoxx

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS KESEHATAN

dJalan ..., Telepon ... lfaksimile ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxxx

PEMERINTA=] PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KANTOR WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jalan ..o Telepon ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxxx
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KANTOR BUPATI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
calan ..o Telepon
JAKARTA

Kode Pos : xxoxx

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

[ PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
l ‘ KANTOR CAMAT

KECAMATAN JAGAKARSA
Jalan ... Telepon ...., Faksimile ...
JAKARTA

Kode Pos : xocx

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN DUREN SAWIT

KANTOR LURAH
KELURAHAN PONDOK KOPI
dJalan ..., Telepon ...., Faksimile ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxxx

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN

SURKU DINAS PERHUBUNGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

dJalan ... Telepon ...., Faksimile ...
JAKARTA

Kode Pos : xxxx
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BAB XIII

LOGO

Penggunaan lambang/logo dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

penggunaan lambang/logo selain lambang daerah Jaya Raya tidak diperkenankan
pada isi Kop Naskah Dinas Jabatan dan Kop Naskah Dinas PD;

penggunaan lambang/logo selain lambang daerah Jaya Raya diperkenankan pada
sampul Naskah Dinas Jabatan dan Sampul Naskah Dinas PD di sebelah kanan:

dan

penggunaan lambang/logo selain lambang daerah Jaya Raya dapat diperkenankan
pada setiap pendukung kegiatan antara lain berupa spanduk/banner, souvenir,
plakat, piala/thropy, brosur, seragam olahraga dan topi.
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BAB XIV
PEMBINAAN

Pembinaan Tata Naskah Dinas dilaksanakan oleh:

A. Sekretariat Daerah melalui biro yang bertanggung jawab/menangani bidang
kelembagaan dan ketatalaksanaan bertanggung jawab melakukan pembinaan,
meliputi:

1. sosialisasi;

2. pendampingan;
3. fasilitasi; dan
4

konsultasi.

B. Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Provinsi DKl Jakarta yang melakukan
pembinaan terhadap PD/UKPD, meliputi:
1. bimbingan teknis; dan

2. supervisi.
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BAB XV
PENYIMPANAN NASKAH DINAS

Penyimpanan Naskah Dinas d=ngan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan pengelolaan Naskah Dinas keluar harus didokumentasikan oleh unit
pengelola dan unit kearsipan yang berupa sarana pengendalian Naskah Dinas
dan pertinggal Naskah Dinas keluar;

b. pertinggal Naskah Dinas keluar yang disimpan merupakan Naskah Dinas asli
yang diparaf oleh pejabat sesuai dengan jenjang kewenangannya;

C. penyimpanan pertinggal Naskah Dinas keluar diberkaskan menjadi satu
kesatuan dengan Naskah Dinas masuk yang memiliki informasi atau subjek yang
sama; dan

d. penanggung jawab terhadap arsip adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakarta.
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BAB XVI

PELAKSANAAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK

A. Naskah Dinas Elektronik
Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik

sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ atau diterima oleh pejabat
yang berwenang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
dalam sebuah sistem yang meliputi perangkat lunak dan basis datanya yang
terhubung dengan jaringan intra pemerintah dan dapat diakses oleh semua

pengguna aplikasi Naskah Dinas Elektronik

B. Desain Sistent
1. Arsitektur Naskah Dinas Elektronik
Arsitektur Naskah Dinas Elektronik yang menggambarkan proses dan
hubungan antar entitas di dalam sistem Naskah Dinas Elektronik dan

terhubung dengan jaringan intra pemerintah ke seluruh PD/UKPD, BUMD

dan/atau lembaga lain.

0o emsmam——

~ ﬂ e P EMINDAIAN
i AT A <
VENYEDIAKAN-~——>1 DOKUMEN

-0

SERVER APLIKASI 3
DAN NDE PENGGUNA
DATABASE

MENGAKSES
APLIKASI

PENGGUNA

Gambar 1
Arsilelctur Naskah Dinas Elelkironik

2. Cakupan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik
a. komunikasi internal
Komunikasi internzl merupakan proses penyampaian informasi
kedinasan yang dilakukan antar pejabat di lingkungan Pemerintah
Daerah yang meliputi :

1) Naskah Dinas masuk internal
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Naskah Dinas rmasuk internal merupakan Naskah Dinas yang dikirimn
oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada
pejabat PD/UKPD. Dalam pengelolaan Naskah Dinas masuk internal,
aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyedialan fasilitas manajemen
agenda Naskah Dinas masuk internal secara otomatis untuk
selanjutnya disimpan dalam basis data aplikasi Naskah Dinas
Elektronik.
Naskah Dinas keluar internal
Naskah Dinas keluar internal merupakan Naskah Dinas yang
dikirimkan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang
ditujukan kepada pejabat pada PD/UKPD dan tersimpan dalam basis
data aplikasi Naskah Dinas Elektronik. Dalam pengelolaan Naskah
Dinas keluar internal, aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan
fasilitas :
a) manajemen zgenda Naskah Dinas keluar internal secara otomatis
b) pembuatan konsep Naskah Dinas keluar internal dengan templat
sesuai jenis dan format berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai Tata Naskah Dinas

b. komunikasi eksternal

Komunikasi eksternal merupakan proses penyampaian informasi
kedinasan yang dilakukan antara pejabat di lingkungan Pemerintah

Daerah dengan instansi atau perorangan di luar Pemerintah Daerah yang

meliputi :

1)

2)

surat dan Naskah Dinas masuk eksternal

Surat dan Naskah Dinas masuk eksternal merupakan surat dan
Naskah Dinas yang dikirim oleh instansi di luar Pemerintah Daerah
atau perorangan yang ditujukan kepadiv pejabat di lingkungan
Pemerintah Daerah dan disimpan dalam basls -data aplikasi Naskah
Dinas Elektronik melalui pemindaian dokumen. Dalam pengelolaan
Naskah Dinas masuk eksternal, aplikasi Naskah Dinas Elektronik
menyediakan fasilitas manajemen agenda surat masuk secara
otomatis dalam bentuk :

a) input data

b) pencetakan lembar disposisi.

Naskah Dinas keluar eksternal

Naskah dinas keluar eksternal merupakan Naskah Dinas keluar yang

dikirimkan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang
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ditujukan kepada instansi di luar Pemerintah Daerah atau perorangar.

dan disimpan dalam basis data aplikasi Naskah Dinas Elektronik

melalui pemincaian dokumen. Dalam pengelolaan Naskah Dinas

keluar eksternzl, aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan

fasilitas :

a) manajemen agenda Naskah Dinas keluar sccara otomatis

b) pembuatan konsep Naskah Dinas keluwr dengan templat sesuai
jenis dan fcrmat berdasarkan peraturan perundangundangan

mengenai Tata Naskah Dinas

~ TN

Pindai
( MULAI > -* (25 Menit)
N [_. -

Rekam Data Dan

Surat Dan Naskah Ya Unggah Naskah
Dinas Masuk Dinas Ke Dalam
Sistem
/’// . B ™
<o s
\ / o Vi
\ /
l Tidak
Gambar 2

Komunikasi Internal cdan Elcslernal
Alur Sural dan Naskah Dinas M-tsule

) Konsep Naskah
( mua e N
et .
~ N
Unduk Template Ya Templat >
(2 Menit)
—'\\ -
- R ~ ~. T/
Tidak
// Unggah Naskah L
< Fditor Aplikasi ‘/>-—-—Tidak—-> Dinas
\\ P (5 Menit)
‘\'/ — — R
Ya
S A— e eessmsnes s e
Rekam isi Naskah
Dinas Penandatanganan
(5 Kenit) (5 Menit)

Tidak l i"
’ Kirim Naskah Dinas N
‘—————-—-/ Vse:nkasu Melalun Aplikasi -——*-‘P/ SELESAI )
\‘ ( emt) (2 menit) »
\/ —— U
Gambar 3
Komunikasi Internal dan Elsternal
Alur Naslkah Dinas Keluar dan Templal
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c. Disposisi

Disposisi merupakan petunjuk mengenai tindak lanjut, tanggapan
dan/atau arahan dari atasan kepada bawahan secara ber;j enjang terhadap
surat dan Naskah Dinas. Dalam pengelolaan disposisi, aplikasi Naskah
Dinas Elektronik menyediakan fasilitas penelusuran penyelesaian atas

petunjuk dalam disposisi secara elektronik.

N _ . o
//" Data Surat dan Rekam Resume l /’/Dﬁpahka:\
\\ MULAI Naskah Dinas Musuk —-}; {5 Menit) !'—-)<.\. Wewenang /‘_/_‘
™~ - TN l ) S~
Fe e e e - - Tidak Ya
I : Rekam Disposisi
SELESA} Tanggapan - . -
\ i (5 Menit})
N - (5 menit}
Diteruskan
(5 Menit)
Gambar 5
Alur Disposisi Gubernur
""""" Data Suratdan 5
Naskah Dinas Mdsuk W esuax /\
/ K i \ ewenang Tidak
S e
Ya
______________________ e W,
Rekam Disposisi
ELESA! Tanggapan < <
(5 Menit)
L (5 menit)
Y Wb e e s
Informasi ke PD
lain ‘4————
(5 Menit)
Gambea 4

Alur Disposisi PD/UK?L)

d. diteruskan;

Diteruskan merupakan suatu petunjuk mengenai surat dan naskah dinas
masuk pada sistem Naskah Dinas Elektronik untuk diteruskan kepada
PD/UKPD terkait sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam pengelolaan surat diteruskan, aplikasi Naskah Dinas
Elektronik menyediakan fasilitasi penelusuran penyelesaian atas

petunjuk dalam diteraskan secara elektronik.
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diarsipkan;

Diarsipkan merupzkan suatu petunjuk atas surat dan naskah dinas
masuk pada sistem Naskah Dinas Elektronik untuk diarsipkan secara
sistematis sesuai dengan pengelolaan pengarsipan.

informasi;

Informasi merupakan pemberitahuan antar pengguna aplikasi Naskah
Dinas Elektronik sebagai bentuk tindak lanjut terhadap petunjuk dalam
disposisi. Dalam pengelolaan, aplikasi Naskah Dinas Elektronik
menyediakan fasilitasi penyampaian informasi antar pengguna Naskah
Dinas Elektronik.

pembuatan Naskah Dinas dengan templat

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas pembuatan
Naskah Dinas dengan menggunakan templat yang menyatu dalam alur
pembuatan agenda Naskah Dinas keluar untuk memberikan kemudahan
dan keseragaman bagi pengguna Naskah Dinas Elektronik. Jenis dan
format pembuatan Naskah Dinas dengan templat mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan menigenai Tata Naskah Dinas.
penelusuran surat dan Naskah Dinas;

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas penelusuran
surat dan Naskah Dinas untuk memantau kemajuan penyelesaian surat
dan Naskah Dinas secara elektronik.

agenda harian pimpinan

Agenda harian pimpinan merupakan jadwal kerja pimpinan yang dicatat
secara berkelanjutan dan disimpan dalam basis data aplikasi Naskah
Dinas Elektronik. Apiikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas
agenda harian pimpinan secara elektronik wuntuk memberikan
kemudahan bagi pimpinan dalam merencanakan, memantau dan

mengendalikan pelaksanaan tugas kedinasan.

PUNERRSUE, | /T P— ._..__-

- N Data Surat dan
& MULAI )————p Naskah Dinas Masuk — /\genda leplnan\

e e
\..
- .Y —
T ™~
Input Jadwal
Q SELESA /)4——-—— (5 Menit)

Gambar 6
Alur Agenda Pimpinan
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j. fasilitas pencetakan data
Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas pencetakan data

untuk kebutuhan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan yang
meliputi:

1) Naskah Dinas masuk internal;

2) Naskah Dinas keluar internal;

3) surat dan Naskah Dinas masuk ekstemal;

4) Naskah Dinas keluar eksternal;

5) data agenda harian pimpinan;

6) data daftar disposisi pimpinan;

\]

) mencetak lembar disposisi;
8) mencetak lembar disposisi Gubernur yang dilimpahkan;
9) mencetak lembar informasi; dan

10) mencetak fisik arsip yang sudah dipindai.

C. Spesifikasi Sistem Naskah Dinas Elektronik
Spesifikasi Sistem Naskah Dinas Elektronik terdiri atas :
1. spesifikasi fungsional, vang meliputi :
a. idenﬁtas pengguna dan operator Naskah Dinas Elektronik

Identitas pengguna Naskah Dinas Elektronik dan operator Naskah Dinas

Elektronik terekam calam aplikasi Naskah Dinas Elektronik. Penambahan

dan/atau penonakt:fan identitas pengguna Naskah Dinas Elektronik

dan/atau operator Naskah Dinas Elektronik dilakukan oleh administrator

Naskah Dinas Elektronik

b. agenda surat dan Naskah Dinas masuk

Penanganan agenda surat dan Naskah Dinas masuk, meliputi :

1) input agenda
Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas input data
agenda surat dan Naskah Dinas masuk, mencetak lembar disposisi
dén /atau mencetak rekapitulasi surat dan Naskah Dinas masuk. Data
agenda surat dan Naskah Dinas masuk yang diinput kedalam aplikasi
Naskah Dinas Elektronik, yaitu nomor, tanggal, perihal, tujuan,
pengirim, pokok masalah dan kecepatan tanggapan. Kecepatan
tanggapan terdiri atas :
a) amat segera, cdengan batas waktu 3 (tiga) jom setelah direspon;

b) segera, dengan batas waktu 6 (enam) jam setelah direspon;
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c) penting, dengan batas waktu 9 (sembilan) jam setelah direspon;
dan

d) biasa, dengen batas waktu maksimum 12 (dua belas) jam hari kerja
setelah direspon.

penyimpanan Ggokumen

Surat dan Naskah Dinas masuk yang telah cliinput disimpan dalam

basis data aplikasi Naskah Dinas Elektronik. Mekanisme

penyimpanan surat dan Naskah Dinas masuk yang telah diinput
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a) pemindaian dokumen, dilakukan oleh operator Naskah Dinas
Elektronik apabila dokumen Naskah Dinas masuk yang diterima
dalam bentuk format file yang telah tercetak

b) unggah dokumen, dilakukan apabila dokumen Naskah Dinas
masuk yang diterima dalam bentuk elek{ronik.

melihat detail agenda

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyé.(:liakan fasilitas untuk

melihat detail substansi agenda surat dan Naskah Dinas masuk

membuat catatan atas disposisi

aplikasi Naskal: Dinas Elektronik menyediakan fasilitas pembuatan

disposisi atas surat dan Naskah Dinas masuk sampai dengan

pemantauan tindak lanjut atas petunjuk dalam disposisi.

. agenda Naskah Dinas keluar
Agenda Naskah Diras keluar dilakukan berdasarkan tindak lanjut atas
petunjuk dalam disposisi dan/atau inisiatif PD/UKPD dengan mekanisme :

1)

2)

pembuatan konsep Naskah Dinas keluar

Pembuatan konsep Naskah Dinas keluar dapat dilakukan dengan
menggunakan ‘emplat dengan jenis dan format berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-uncdangan mengenai Tata Naskah
Dinas atau tanpa menggunakan templat.

persetujuan konsep Naskah Dinas keluar

Proses pembuatan konsep Naskah Dinas secara elektronik
menggunakan templat mulai dari proses koreksi, revisi dan/atau
perbaikan secara berulang dan berjenjang sesuai kebutuhan sampai
dengan mendapatkan persetujuan melalui paraf koordinasi atas
konsep Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang dan dapat
dipantau dan dimonitor secara elektronik pada aplikasi Naskah Dinas

Elektronik.
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Penandatanganan dan penomoran Naskah Dinas Keluar dilakukan
secara elektronik untuk selanjutnya disimpan dalam basis data

aplikasi Naskah Dinas Elektronik.

' 3) pembuatan agenda Naskah Dinas keluar
4) distribusi Naskah Dinas keluar
Naskah Dinas keluar dapat didistribusi kepada pihak terkait setelah
dilakukan proses penandatanganan dan penomoran oleh pejabat yang
berwenang.
d. templat

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas pembuatan

naskah dinas menggunakan templat dengan jenis dan format berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan msngenai Tata Naskah Dinas

dan berlaku bagi seluruh PD/UKPD.
e. pencarian dokumen surat dan Naskah Dinas

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas pencarian

dokumen surat dan Naskah Dinas untuk memudahkan pengguna aplikasi

Naskah Dinas Elektronik dalam mencari dokumen surat dan Naskah

Dinas yang dibutuhkan.

2. Spesifikasi non fungsicnal, yang meliputi :

a. keamanan aplikasi, terdiri atas :

1)

3)

‘identitas pengguna dan kata sandi

Aplikasi Naskan Dinas Elektronik menyediakan fasilitas untuk
melakukan pengecekan identitas pengguna Naskah Dinas Elektronik
atau operator Naskah Dinas Elektronik dan kata sandi sehingga hanya
dapat diakses sesuai kewenangan yang telzh ditentukan bagi masing-
masing pengguna Naskah Dinas Elektronik atau operator Naskah
Dinas Elektronik.

antivirus

Dalam menunjang keamanan penggunaan aplikasi Naskah Dinas
Elektronik, PD/ UKPD, BUMD dan lembaga lain harus dilengkapi
antivirus yang diperbaharui secara berkala untuk menghindari
serangan virus.

pengarman basis data
Basis data pada aplikasi Naskah Dinas Elekironik harus disalin dalam

bentuk data cadangan secara berkala agar terpelihara dan terhindar

dan risiko kehilangan/kerusakan data.
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4) tanda tangan elektronik
Tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang beris;
informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi dan terkait dengan
informasi elekironik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan

autentikasi bagi pengguna aplikasi Naskah Dinas Elektronik.

- pencatatan log aktivitas pengguna;

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas mencatat setiap
aktivitas pengguna Naskah Dinas Elektronik atau operator Naskah Dinas
Elektronik yang berkaitan dengan sistem log dan digunakan untuk
melakukan pemer:ksaan terhadap pengelolaan Naskah Dinas pada

aplikasi Naskah Dinas Elektronik.

. penghapusan dan pembatalan

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik tidak dapat melakukan penghapusan
dan/atau pembatalan secara langsung terhadap dokumen surat dan
Naskah Dinas. Penghapusan dan/atau pembatalan dapat dilakukan
menggunakan mekanisme flag untuk menandakan status validitas suatu

dokumen surat dan Naskah Dinas.

- antisipasi kegagalan dan gangguan.

Dalam hal terjadi kegagalan dan/atau gangguan pada aplikasi Naskah
Dinas Elektronik, pengguna Naskah Dinas Elektronik dan/atau operator
Naskah Dinas Elek:zronik melakukan pengelolaan Naskah Dinas secara

manual terlebih dak:ulu.

D. Unsur Pendukung Sistem Naskah Dinas Elektronik

1.

unsur pendukung sistem Naskah Dinas Elektronik haus disediakan
PD/UKPD, BUMD dan lembaga lain guna mendukung Kkelancaran
penggunaan aplikasi Naskah Dinas Elektronik, meliputi :

a. jaringan komputer;

b. perangkat keras; dan

c. perangkat lunak.

E. Pengelolaan Dan Pembinaar: Naskah Dinas Elektronik

1.

pengelolaan
a. Pengelolaan sistem Naskah Dinas Elektronik dilaksanakan oleh PD yang

menangani urusan Perpustakaan dan Kearsipan cibantu oleh PD yang

menangani urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik.
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b. Pengelolaan Naskzh Dinas Elektronik dilaksanakan oleh masing-masing

PD/ UKPD, BUMD dan lembaga lain

pembinaan
a. pembinaan Naskah Dinas Elektronik diluksanakan oleh PD yang

menangani urusan Perpustakaan dan Kearsipan, meliputi :

1) pengembangan konsep sistem Naskah Dinas Elektronik; dan

2) bimbingan teknik operasional pengelolaan Naskah Dinas Elektronik

pembinaan teknik sistem Naskah Dinas Elektronik terkait teknologi

informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh PD yang menangani urusan

Komunikasi, Informatika dan Statistik, meliputi :

1) pengembangan sistem Naskah Dinas Elektronik;

2) pengembangan infrastruktur dan jaringan sistem Naskah Dinas
Elektronik;

3) pengelolaan infrastruktur dan jaringan sistem Naskah Dinas
Elektronik; dan

4) pengelolaan keamanan data.

F. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Naskah Dinas Elekl(ronik

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala dan / atau sewaktu-waktu

sesuai kebutuhan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan

membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi melalui Keputusan Gubernur.

G. Lain-lain
penggunaan aplikasi Naskah Dinas Elektronik dikecualikan terhadap :

1.

a.
b.

C.

d.

Naskah Dinas yang menimbulkan pembebanan keuangén daerah;
Naskah Dinas rahasia;

Naskah Dinas dan surat masuk yang berisi informasi yang dikecualikan
sesual dengan keter:tuan peraturan perundarng-undangan;

Naskah Dinas yang formatnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

pengembangan sistem Naskah Dinas Elektronik secara lebih menyeluruh dan
berkelanjutan sesuai kebutuhan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang

menangani urusan Perpustakaan dan Kearsipan berkoordinasi dengan

Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi, Informatika dan

Statistik.
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pembuatan Naskah Dinas secara elektronik berbentuk Produk Hukum
Daerah agar menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai tata cara penyusunan Produk Hukum Daerah dan

terintegrasi dalam Sistem Naskah Dinas Elektronik.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN
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